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SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025- 2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan:

10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

(1)

(2)

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam
rangka pelaksanaan wurusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.



(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,
TTD
ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
TTD
SYAHRIAL ABDI
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Sahnan Sesuai dengan aslinya
,KEgALA BIRO HUKUM,

_ \em‘b,ma Tk. I (IV/ b)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap
Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra
Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah
disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun,
yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan
langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya.
Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara
keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal,
nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem
manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau yang disusun berfungsi sebagai pedoman Kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai
Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Proses
penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan, penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum
perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan
akhir dan penetapan.

Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1
berikut ini :
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Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

RENSTRAPD

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, berpedoman
pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait, Renstra

kabupaten/kota terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi

pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah, keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat

dilihat pada bagan alur berikut ini :

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra
K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota dengan Renja Perangkat
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1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nemer 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemer 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nemer 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas
Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6399);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022
Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

Instruksi  Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan gender;

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dalam  memelihara kerukunan umat beragama
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan
Pembangunan Rumah Ibadah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat
Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 455);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 46
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
815);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 937);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 10);
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 3);
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau
Nomor : 5);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 14);
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025
Nomor 7);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Gubenur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang
Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024
Nomor 24).

1.3 Maksud dan Tujuan

a)

Maksud Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik  Provinsi Riau tahun 2025-2029 dimaksudkan
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menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah
dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara
holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang responsif
gender dan inklusif, berdasarkan capaian kinerja perangkat
Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna
mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai
dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

b) Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka
menengah Perangkat daerah;

2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah
Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program
Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah;

3. Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang
responsif gender dan inklusif;

4. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima)
tahun;

5. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Provinsi Riau mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI RIAU
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat
Daerah
2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah

2.8. Identifikasi Permasalahan
2.9. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan Perangkat Daerah
3.2. Strategi Perangkat Daerah
3.3. Pentahapan Pembangunan
3.4. Lokus Rensta Perangkat Daerah
3.5 Arah Kebijjakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil
cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta
mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam
Negeri berserta pemutakhirannya.

BABV PENUTUP Berisi kesimpulan ringkas terkait Renstra
Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan
berbagai harapan serta komitmen terhadap pelaksanaannya.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana

Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang

menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Riau

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1.

Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
3.
4

. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan

Bidang Politik Dalam Negeri;

Organisasi Kemasyarakatan;

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang

Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang

dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala

Subbagian.
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Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

BADAN HESATUAN BANGEA DAN

BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KARAKTER BANGEA

POLITIK
|
BEHKRETARIAT
BUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM
L
| | BIDANG KETAHANAN ]
EKONOMI, SOSIAL, BIDANG KEWASPADAAN
i m e BUDAYA, AGAMA DAN NABIONAL DAN

ORGANISASI PENANGANAN KONFLIK

EEMABYARAKATAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGIONAL
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TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan tugas membantu

Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang

menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan dan Kesekretariatan, Bidang perumusan Ideologi,
kebijakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik
Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama,
dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik;

pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri,
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi
Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik;

pelaksanaan Kesekretariatan, evaluasi Bidang dan dan Ideologi,
pelaporan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik
Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama,
dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik;

pelaksanaan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan,

dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Tata Kerja

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan urusan
yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.
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2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan
koordinatif.

3. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan
persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan
struktural secara berjenjang.

4. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan
penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk
menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan
secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

5. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan
kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan
fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui
Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang
sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-
masing.

8. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon Il.a), Pejabat
Administrator (eselon Ill.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat
Fungsional dan Pelaksana.

9. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

12|Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Provinsi Riau didukung Sumber Daya Manusia

(SDM) dan sarana prasarana yang hingga saat ini belum ada data

sensitif disabilitas.

2.2.1 Sumber Daya Manusia
Data Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

PNS PPPK Disabilitas
Jenis Jenis Jumlah Jenis
No Jabatan Kelamin | Kelamin | (Orang) Kelamin Ket
L P | L P L P
1 | Kepala Badan 1 0| O 0 1 0 0
2 | Sekretaris 0 1 0 0 1 0 0
3 | Kepala Bidang 2 2 0 0 4 0 0
Kepala
4 | Subbagian 1 lolo| o 1 0 0
Kepegawaian
dan Umum
Fungsional
5 | Analis Kebijakan | S5 1 0 0 6 0 0
Ahli Muda
Fungsional
6 | Perencana Ahli 1 0 0 0 1 0 0) Data
Pertama Sensitif
7 Arsiparis Ahli 0 0 1 0 1 0 0 Disabilijcas
Pertama Pegawai
Fungsional pada Badan
8 | Analis Kebijakan | O 0| 4 0 4 0 0 Kesbangpol
Ahli Pertama Riau Belum
g |Penelaah Teknis | 151 15| o | ¢ 25 o | o |3
Kebijakan
Pengawas
10 | Penyelenggara 1 1 0 0 2 0 0
Pemilu
11 | Pengolah Data 3120/ o0 5 o | o
dan Informasi
12 Pengadministrasi 6 9 3 9 25 0 0
Perkantoran
Operator
13 | Layanan 1 1 2 0 4 0 0
Operasional
Jumlah 36 20|15 | 9 80 o o

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024
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Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Jenis Jumlah Disabilit
No| Jabatan | Kelamin 1sabilitas Ket
(Orang)
L P L P
Tenaga
1 Keamanan 6 0 6 0 0 Data Sensitif
Tenaga Disabilitas Pegawai
Kebersihan pada Badan
2 5 3 8 0 0 Kesbangpol Riau
Kantor dan Belum ada
Taman
Jumlah 11 3 14 (0] (0]

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

Tabel 2.3
Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

PNS PPPK |Disabilitas
Jenis Jenis Jenis Jumlah
N Gol : Ket
° ofongan Kelamin | Kelamin | Kelamin | (Orang) €
L | P | L P L P
1 | Golongan XI 0 0 0 0 0 0 0]
2 | Golongan X 0 0 0 0 0 0 0]
3 | Golongan IX 0| O 5 0 0 0 S5
4 | Golongan VIII 0 0 0 0 0 0 0) Data. .
Sensitif
5 | Golongan VII 0 0 0 0 0 0 0 Disabilitas
6 | Golongan VI O]l 0| O 0 0 0 0 Pegawal
pada
7 | Golongan V 0 0 10 9 0 0 19 Badan
Kesbangpol
8 | Golongan IV 9 | 510 0 0 0 14 Riau
9 | Golongan III 23|14 | 0 0 0 0 37 Belum ada
10 | Golongan II 4 1|0 0 0 0 S
11 | Golongan I O| 0] O 0 0 0 0
Jumlah 36 | 20 15| 9 o o 80

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

Berdasarkan pendidikan dalam mendukung tugas pokok dan
fungsinya, jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau tanpa ada data sensitif Disabilitas, dapat dilihat pada

Tabel berikut ini :

14|Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029



Tabel 2.4
Jumlah PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan

PNS PPPK
No | Pendidikan Jenis Jenis Disabilitas | Jumlah Ket
Kelamin | Kelamin (Orang)
L P L P L P
1 Strata 3 0 0 0 0 0 0 0
2 | Strata 2 13 5 0 0 0 0 18 Data
3 | Strata 1 16 12 S 0 0 0 33 S(f,nsit.if
4 | Diploma 3 0 0 0 0 0 0 0 D1sab111.tas
kolah Pegawai
Se (_) a pada Badan
5 | Lanjutan 7 3 0| 19| 0 0 29 Kesbangpol
Tingkat Atas Riau Belum
Sekolah ada
6 0 0 0 0 0 0 0
Dasar
Jumlah 36 20 5 19 (0] (0] 80

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain
dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam
hal sarana dan prasarana, Adanya sarana dan prasarana yang
memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau tetapi sarana dan prasarana belum adanya
fasilitas yang memadai untuk penyandang Disabilitas.

Data sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Aset / Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
No Nama Jumlah Ket

1. | Tanah 1 Unit

2. | Peralatan & Mesin 754 Unit

3. | Gedung & Bangunan 4 Unit

4. | Jaringan 2 Unit

5. | Aset tetap lainnya 320 Unit

6. | Kendaraan Dinas & Operasional 21 Unit

Jumlah 1.102 Unit

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024
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Tabel 2.6
Data Sarana Prasaran Pendukung Inklusi Gender di Ruang Publik
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Jenis Indikator Status Keterangan/
Sarana/Prasarana Ketersediaan (Sudah/Belum) Catatan
Toilet ramah Toilet yang Toilet yang aman
gender terpisah dan dan mudah
bersih bagi laki- Sudah diakses oleh
laki dan semua gender
perempuan
Tersedia toilet
untuk
penyandang Belum
disabilitas dan
lansia
Tersedia fasilitas
ganti popok bayi
di toilet Sudah
perempuan dan
laki-laki
Ruangan ini
Tersedia ruang memberikan
Ruang khusus dan Belum privasi,
laktasi/menyusui | nyaman untuk kebersihan, dan
ibu menyusui kenyamanan bagi
para ibu
Tersedia area Memungkinkan
. orang tua
. bermain anak
Ruang bermain membawa anak-
yang aman dan Belum
anak . anak mereka
terawat di ruang
. dengan nyaman
publik
dan aman
Untuk
Ketersediaan meningkatkan
Penerangan yang | pencahayaan rasa aman,
. . Sudah .
memadai yang cukup di terutama bagi
area publik perempuan di
malam hari
Memudahkan
kaki dan yang ) 1A, Sudah , POUES
. dan mudah kursi roda, dan
transportasi

diakses

pengguna kereta
dorong bayi
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Jenis Indikator Status Keterangan/
Sarana/Prasarana Ketersediaan (Sudah/Belum) Catatan
Pos keamanan Memberikan
atau petugas perlindungan dari
Ez:;:la:;;ayanan yang mudah Sudah potensi kekerasan
dijangkau di area berbasis gender di
publik ruang publik
Tabel 2.7

Data Sarana Prasaran Pendukung Inklusi Gender di Tempat Kerja
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

nyaman

Jenis Indikator Status Keterangan/
Sarana/Prasarana | Ketersediaan | (Sudah/Belum) Catatan
Kebijakan Adanya Sudah Menjamin
perusahaan kebijakan lingkungan kerja

perlindungan yang aman bagi
dan anti- semua gender
kekerasan
seksual di
tempat kerja
Fleksibilitas kerja | Tersedia Belum Memudahkan
kebijakan pekerja, terutama
kerja fleksibel perempuan,
(jam kerja atau dalam
kerja jarak menyeimbangkan
jauh) pekerjaan dan
tugas domestik
Promosi dan Proporsi Sudah Keterwakilan
kepemimpinan karyawan perempuan di
perempuan level pengambilan
dalam posisi keputusan yang
manajerial dan setara dengan
kepemimpinan laki-laki
Fasilitas Tersedia ruang Belum Mendukung hak-
laktasi/ruang laktasi yang hak pekerja
istirahat bersih dan perempuan untuk

menyusui saat
bekerja

17|Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029




Jenis Indikator Status Keterangan/
Sarana/Prasarana | Ketersediaan | (Sudah/Belum) Catatan
Sarana kesehatan | Tersedia Sudah Memastikan
dan keamanan prosedur kebutuhan
kerja keselamatan spesifik

dan kesehatan perempuan dan
kerja yang laki-laki
responsif terpenuhi di
gender tempat kerja

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Riau
Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Riau sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.8
Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau

Bidang Ruang Lingkup
Ideologi, Wawasan Ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,
Kebangsaan dan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
Karakter Bangsa penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota.

Sistem dan implementasi politik, kelembagaan
Politik Dalam politik pemerintahan, kelembagaan partai politik,
Negeri budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,
pilpres dan pilkada skala Kabupaten/Kota.

Ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,

Ketahanan perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan
Ekonomi, Sosial, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan
Budaya Agama ormas perekonomian skala Kabupaten/Kota
dan Ketahanan seni dan budaya, agama dan
Kemasyarakatan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah
sosial kemasyarakatan skala Kabupaten/ Kota.

Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

Kewaspadaan .
. masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,
Nasional dan . .
penanganan konflik pemerintahan, penanganan
Penanganan konflik ial ) q
. onflik sosial, pengawasan orang asin an
Konflik peng & &

lembaga asing skala Kabupaten/Kota.
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Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan program dan
kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional mencakup
: penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa,
pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik.

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau mengalami
fluktuatif pada tahun 2020 hingga 2024. Status kondisi IKN pada
tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 tetapi peringkat
ketahanan masih cukup tangguh dengan skor 3,05. Indeks
ketahanan nasional (IKN) Provinsi Riau, pada tahun 2021 skor 2,26
dengan peringkat ketahanan kurang tangguh. Sementara IKN
Provinsi Riau tahun 2023 merupakan skor tertinggi yakni sebesar
3,08 dengan peringkat ketahanan cukup tangguh, pada gatra
pertahanan dan keamanan merupakan skor tertinggi yakni sebesar
3,36 dan skor terendah sebesar 2,35 pada gatra sumber kekayaan
alam. Selanjutnya untuk tahun 2024 Indeks ketahanan nasional
(IKN) Provinsi Riau, mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dari
3,08 tahun 2023 menjadi 3,05 tahun 2024, dengan nilai gatra
sebagai berikut gatra geografi sebesar 3,35, gatra demografi sebesar
3,05, gatra sumber kekayaan alam sebesar 2,30, gatra ideologi
sebesar 3,06, gatra politik sebesar 3,31, gatra ekonomi sebesar 3,13,
gatra sosial dan budaya sebesar 2,94 dan terakhir gatra pertahanan

dan keamanan sebesar 3,09.

19|Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029



Tabel 2.9
Indeks Ketahanan Nasional (IKN)
Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tahun
No Gatra 2020 2021 2022 2023 2024
Status Status Status Status Status

S Kondisi S Kondisi X Kondisi S Kondisi T Kondisi
! Cukup Cukup Cukup Cukup

1 | Geografi 3,15 Tangguh 3,48 | Tangguh | 3,35 Tangguh 3,35 Tangguh 3,35 Tangguh
! Cukup Cukup Cukup Cukup

2 | Demografi 2,82 Tangguh 3,54 | Tangguh | 3,03 Tangguh 3,06 Tangguh 3,05 Tangguh

Sumber Kuran Kuran Kuran Kuran

3 | Kekayaan 2,37 € | 1,44| Rawan | 2,36 & 2,35 g 2,30 g
Alam Tangguh Tangguh Tangguh Tangguh
. Cukup Kurang Cukup Cukup Cukup

4 | Ideologi 3,09 Tangguh 2,21 Tangguh 2,93 Tangguh 3,00 Tangguh 3,06 Tangguh
" Cukup Cukup Cukup Cukup

S | Politik 3,20 Tangguh 1,54 Rawan 3,24 Tangguh 3,29 Tangguh 3,31 Tangguh
. Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

6 | Ekonomi 3,06 Tangguh 2,67 Tangguh 3,11 Tangguh 3,16 Tangguh 3,13 Tangguh
Sosial dan Cukup Kurang Cukup Cukup Cukup

v Budaya 2,88 Tangguh 2,18 Tangguh 2,86 Tangguh 2,93 Tangguh 2,94 Tangguh
Pertahanan & Cukup Cukup Cukup Cukup

& Keamanan 3,36 Tangguh 1,78 Rawan 3,36 Tangguh 3,36 Tangguh 3,09 Tangguh
Cukup Kurang Cukup Cukup Cukup

Sxospay 3,03 Tangguh 2,26 Tangguh SO Tangguh 3,08 Tangguh 4 Tangguh

Sumber : Labkurtannas Lemhannas RI, Tahun 2020-2024
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Sementara itu kondisi demokrasi di Riau dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur

melalui 3 aspek, yaitu :
1. Aspek Kebebasan;

2. Aspek Kesetaraan;

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Pencapaian skor IDI Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi dan

cenderung meningkat dari 75,66 menjadi 77,06.

Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau

Tahun 2021 - 2024

Tahun
Deskripsi 2021 2022 2023 2024
Capaian | Kategori | Capaian | Kategori | Capaian | Kategori | Capaian | Kategori
IDI Komposit 75,66 SEDANG 73,64 | SEDANG | 75.55 | SEDANG | 77,06 | SEDANG
Asll’ek Kebebasan 88,40 | TINGGI | 84,46 | TINGGI | 79.39 | SEDANG | 82,71 | TINGGI
Terjaminnya kebebasan
1 berkumpul, berekspresi, berserikat, 95.53 ) 95.59 ) 95.67 ) 100 )
dan berpendapat oleh aparat
negara
Terjaminnya kebebasan
2 berkumpul, berekspresi, berserikat, 100 - 88,98 - 89.19 - 89,38 -
dan berpendapat antar masyarakat
3 | Fejaminnya kebebasan 100 - 77,97 - 63.95 - 85,84 -
berkeyakinan
Terjaminnya kebebasan
4 berkumpul, berekspresi, berserikat, 76,92 ) 76,92 ) 76.92 ) 76,92 )
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Tahun

Deskripsi 2021 2022 2023 2024
Capaian | Kategori | Capaian | Kategori | Capaian | Kategori | Capaian | Kategori
berpendapat, dan berkeyakinan
dalam setiap kebijakan
5 | Teaminnya hak memilih dan 91,76 - 91,76 - 91.76 - 82,13 -
dipilih dalam pemilu
6 Pemenuhan hak-hak pekerja 74,77 - 79,03 - 64.83 - 62,5 -
7 | Pers yang bebas dalam . 76,42 i 82,01 i 74.79 - 76,63 -
menjalankan tugas dan fungsinya
Asgek Kesetaraan 75,88 | SEDANG | 70,53 | SEDANG | 80.13 | TINGGI | 74,82 | SEDANG
8 Kesetaraan Gender 93,09 - 93,84 - 95.33 - 85,35 -
Partisipasi masyarakat dalam
9 memengaruhi kebijakan publik 100 - 46,15 - 100 - 46,15 -
melalui lembaga perwakilan
1o | #nti monopoli sumber daya 59,33 - 60,83 - 63.17 - 65,33 -
ekonomi
j1 | Akses warga miskin pada . 54,70 - 56,24 - 65.34 - 71,67 .
perlindungan dan jaminan sosial
12 Kesetara.an Kesempatan Kerja 95,58 ) 95.63 ) 95 77 ) 96,3 }
Antar Wilayah
13 | AAkses masyarakat terhadap 75,22 . 79,59 . 84.87 - 88,37 -
informasi publik
14 Kesetaraan dalam pelayanan dasar 72,92 - 72,80 - 72.64 - 74,25 -
Asgek Kapasitas Lembaga Demokrasi 62,83 SEDANG 66,69 | SEDANG | 66.30 | SEDANG | 74,17 | SEDANG
15 Kinerja Lembaga Legislatif 14,29 - 33,33 - 31.82 - 66,67 -
16 Kinerja Lembaga Yudikatif 88,90 - 85,04 - 87.55 - 85,5 -
17 Netralitas Penyelenggara Pemilu 30,77 - 30,77 - 30.77 - 80,77 -
Putusan Pengadilan Tata Usaha
18 Negara (PTUN) terkait kebijakan 0,00 - 23,08 - 7.69 - 23,08 -
pejabat pemerintah
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Tahun

Deskripsi 2021 2022 2023 2024
Capaian | Kategori | Capaian | Kategori | Capaian | Kategori | Capaian | Kategori

Jaminan pemerintah/ pemerintah

19 | dacrah terhadap pelestarian 70,72 . 72,10 . 70.42 - 70,77 -
lingkungan dan ruang hidup
masyarakat
Transparansi Anggaran dalam

20 Bentuk Penyediaan Informasi 100 - 100 - 100 - 100 -
APBN/D oleh Pemerintah

21 Kmega Birokrasi dalam pelayanan 73,60 ) 74.20 ) 80.80 ) 82,4 .
publik

99 Pend1.d1ka.n. Politik pada kader 100 ) 100 . 100 ) 62 .
partai politik

Sumber : BPS Provinsi Riau, Tahun 2021-2024

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilihan Legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kab/Kota) tahun 2024 bila

dibandingkan tahun 2019, Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau mengalami penurunan. Tahun 2019

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (84,68), Pemilihan Legislatif DPR RI (84,17), DPD RI (84,38), DPRD

Provinsi Riau (84,43) sementara pada tahun 2024 partisipasi masyarakat dalam pemilu Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden (77,62), Pemilihan Legislatif DPR RI (77,40), DPD RI (77,44), DPRD Provinsi Riau (77,35)

selanjutnya pemilihan kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau juga mengalami penurunan

jika tahun 2020 realisasinya sebesar 69,54 dan tahun 2024 dari target sebesar 77,5 dan realisasi 60,98.

Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dari target sebesar 77,5 dan realisasi

hanya mencapai 59,43.
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Tabel 2.11

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2024

Tahun (Persentase Rata-rata)

N | B 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umum
Target |Realisasi|Target| Realisasi|Target|Realisasi| Target Realisasi| Target Realisasi|Target | Realisasi
Pilkada
1 |Kabupaten / 77,5 - 77,5 69,54 77,5 69,54 77,5 69,54 77,5 69,54 77,5 60,98
Kota
Pilgub dan
2 Wagub - - - - 77,5 59,43
3 |Pileg DPR RI 84,17 - - - 77,5 77,40
4 |Pileg DPRD 84,43 ; ; ; 775 | 77,35
Provinsi
5 |Pileg DPD RI 84,38 - - - 77,5 77,44
6 |Filpres dan 84,68 ; ; ; 775 | 77,62
Wapres

Sumber : KPU Provinsi Riau, Tahun 2024

Jumlah Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsis setiap tahunnya sejumlah 65 kursi dimana terdapat 9

partai politik antara lain partai kebangkitan bangsa sejumlah 6 kursi, partai Gerakan Indonesia raya sebesar 8

kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Nasional Demokrat sebesar 6 kursi,

Partai

Keadilan Sejahtera sebesar 10 kursi,

Partai

sebesar 11 kursi, Partai Golongan Karya 10 kursi, Partai

Persatuan

Pembangunan sebesar 1 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi dan Partai Demokrat sebesar 8 kursi.

Distribusi perolehan kursi DPRD Provinsi Riau dapat dilihat pada table di bawah :
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Tabel 2.12

Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Periode 2019 - 2024

JUMLAH TAHUN DAN JENIS KELAMIN

NO PARTAI POLITIK KURSI 2019 2020 2021 2022 2023 2024

DPRD RIAU[ P L P L P L | P | L|[P|L]J|P
1 | Partai Kebangkitan Bangsa 6
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya 8 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 8 0
3 garjcau Demokrasi Indonesia 10 9 1 9 1 3 9 3 9 3 9 9 9
erjuangan
4 | Partai Golongan Karya 11 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 4
5 | Partai Nasional Demokrat 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1
6 | Partai Keadilan Sejahtera 7 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 10 0
7 Partai Persatuan 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 0
Pembangunan

8 Partai Amanat Nasional 7 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 5 0
9 Partai Hati Nurani Rakyat 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
10 | Partai Demokrat 9 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 2
JUMLAH 65 52 13 52 13 51 14 | 51 14 | 51 14 | 54 11

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024
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Tabel 2.13
Daftar Perolehan Kursi DPRD Provinsi dan Kab/Kota Periode 2024 - 2029
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024

JUMLAH KURSI DI DPRD PROVINSI/KAB/KOTA

UggT PARTAI POLITIK JUMLAH %
RIAU | KMPR | BNGKLS | INHIL | INHU | ROHIL | ROHUL | PLLWN | SIAK | KUANS | MRNTI | PKU | DUMAI
PARTAI
1 KEBANGKITAN 6 4 5 7 5 4 3 5 4 3 3 2 1 52 9,29
BANGSA
2 PARTAI GERINDRA 8 8 5 6 3 3 6 3 4 9 3 7 5 70 12,50
3 PDI PERJUANGAN 11 4 10 5 4 8 12 4 5 5 7 6 87 15,54
4 PARTAI GOLKAR 10 7 6 5 10 6 6 8 5 3 5 5 79 14,11
5 PARTAI NASDEM 6 5 5 7 5 4 4 3 3 5 6 59 10,54
6 PARTAI BURUH - - - - - - - - - - - - - - -
- PARTAI GELORA ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) i i i i
INDONESIA
PARTAI KEADILAN
8 SEJAHTERA 10 3 5 2 - 5 3 4 4 2 3 8 4 53 9,46
PARTAI
9 KEBANGKITAN - - - - - - - - - - - - - - -
NUSANTARA
10 PARTAI HANURA - - - - 3 2 1 2 1 - - 2 - 11 1,96
PARTAI GARDA
11 REPUBLIK - - - - - - - - - - - - - - -
INDONESIA
PARTAI AMANAT
12 NASIONAL 5 5 3 1 4 2 5 4 6 3 5 6 2 51 9,11
PARTAI BULAN
13 BINTANG B B 2 B B B B B B B B ) ) 2 0,36
14 PARTAI DEMOKRAT 8 5 3 6 5 6 6 3 2 5 2 8 3 62 11,07
PARTAI SOLIDARITAS
15 INDONESIA B B B B B 1 2 B B B 1 ) ) 4 0,71
16 PARTAI PERINDO - - 3 1 2 - - - 2 - - - 1 9 1,61
PARTAI PERSATUAN
17 iy 1 4 1 6 1 1 1 - 1 - 2 - 2 20 3,57
24 PARTAI UMMAT - - - - 1 - - - - - - - - 1 0,18
JUMLAH 65 45 45 45 40 45 45 40 40 35 30 50 35 560 100,00

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024
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Tabel 2.14
Persentase Keterwakilam Perempuan Pada Kursi DPRD Provinsi Dan Kab/Kota Di Provinsi Riau
5 (Lima) Tahun Terakhir (2020 s.d 2024)

TAHUN
UROT PROVINSI/KAB/KOTA i 2020 2021 2022 2023 2024
(%) (%) (%) (%) (%)
1 PROVINSI RIAU 65 18,46 21,54 21,54 23,08 | 16,92
2 KAMPAR 45 8,89 8,89 8,89 8,89 0,07
3 BENGKALIS 45 8,89 8,89 8,89 8,89 0,17
4 INDRAGIRI HILIR 45 13,33 13,33 13,33 13,33 0,13
5 INDRAGIRI HULU 40 2,50 2,50 2,50 5,00 0,08
6 ROKAN HILIR 45 17,78 17,78 17,78 15,56 0,09
7 ROKAN HULU 45 4,44 4,44 4,55 4,44 0,11
8 PELALAWAN 35 0,01 2,86 2,86 5,71 0,05
9 SIAK 40 2,50 2,50 2,50 2,50 0.05
10 | KUANTAN SINGINGI 35 2,86 2,94 2,94 5,88 0,06
11 | KEPULAUAN MERANTI 30 13,33 13,33 13,33 13,33 0,27
12 | PEKANBARU 50 17,78 20,00 20,00 20,00 0,16
13 | DUMAI 35 6,67 6,90 6,67 6,67 0,03

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024

Dilihat dari Tabel 2.14 sesuai regulasi yang telah ditetapkan, bahwa keterwakilan perempuan adalah 30
persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, tapi lihat dari tabel diatas, secara umum baik DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dari S (lima) tahun terakhir belum ada yang mencapai 30 persen, hal ini

menggambarkan masih lemahnya keterwakilan perempuan yang berkecimpung di parlemen.
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Paling tinggi keterwakilan perempuan di parlemen adalah DPRD Provinsi Riau, yang pada tahun 2020
mencapai 18,46 Persen dan terakhir tahun 2024 turun sehingga menjadi 16,92 persen, sementara DPRD
Kabupaten/Kota yang keterwakilan perempuannya rata — rata masih sangat rendah dari hasil Pemilu Legislatif
pada Tahun 2024, tetapi dari semua daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, keterwakilan Perempuan di
Parlemen tetap ada, walaupun sangat rendah dari ambang batas yang telah ditentukan.

Tabel 2.15

Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Riau
Hasil Pilkada Seretak Tahun 2024

TAHUN 2024
U:?TT PROVINSI/KAB/KOTA JII{IID;IFI;QIH Laki-Laki | Perempuan (%) Laki-laki | (%) Perempuan

1 PROVINSI RIAU 2 2 0 100 0
2 KAMPAR 2 1 1 50 50
3 BENGKALIS 2 1 1 50 50
4 INDRAGIRI HILIR 2 1 1 50 50
5 INDRAGIRI HULU 2 2 0 100 0
6 ROKAN HILIR 2 2 0 100 0
7 ROKAN HULU 2 2 0 100 0
8 PELALAWAN 2 2 0 100 0
9 SIAK 2 1 1 50 50
10 KUANTAN SINGINGI 2 2 0 100 0
11 KEPULAUAN MERANTI 2 2 0 100 0
12 PEKANBARU 2 2 0 100 0
13 DUMAI 2 2 0 100 0

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024
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Dilihat dari tabel 2.15 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak di Provinsi
Riau masih dominan laki-laki dari pada perempuan sebab dari 12 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi terdapat
delapan Kab/Kota dan satu Provinsi di pimpin oleh Kepala Daerah Berjenis kelamin laki-laki dan hanya empat
Kab/Kota Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pimpin oleh kepala daerah perempuan yakni : Kab.
Kampar, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Siak.

Hal ini menggambarkan bahwa perempuan masih belum bisa bersaing dan dipercayai untuk menjadi

kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Tabel 2.16
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas untuk Pemilu 2024
No Wilayah Fisik Intelektual Mental Ser.lsonk Sensorik Sensorik
Wicara Rungu Netra
1 Kampar 862 126 534 304 72 141
2 | Indragiri Hulu 667 100 301 192 76 132
3 | Bengkalis 792 101 481 210 46 153
4 | Indragiri Hilir 798 112 403 227 97 207
5 | Pelalawan 463 61 207 118 37 97
6 | Rokan Hulu 710 78 320 213 65 112
7 | Rokan Hilir 689 73 356 181 50 135
8 | Siak 476 72 224 138 32 78
9 Kuantan Singingi 443 60 192 145 48 109
10 | Kepulauan Meranti 511 88 196 151 44 131
11 | Kota Pekanbaru 595 77 512 206 36 133
12 | Kota Dumai 437 66 198 94 27 71
JUMLAH 7443 1014 3924 2179 630 1499

Sumber : Aplikasi Sidalih KPU, Tahun 2024
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Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS)/Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan yayasan yang terdaftar pada tahun 2017 hingga
2024 berjumlah 341. Dimana jumlah ormas tertinggi pada tahun 2023
sebesar 43 sedangkan LSM di tahun 2020 sebesar 11 dan untuk jumlah
Yayasan pada tahun 2022 sebanyak 14 yayasan. Hal ini mengalami
peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 8
yayasan, sedangkan pada tahun 2024 jumlah Ormas/LSM dan Yayasan
yang terdaftar mengalami penurunan dengan jumlah 37 Ormas/LSM dan
Yayasan. Yang terdiri dari Ormas sejumlah 31, LSM sejumlah 2 dan

Yayasan sejumlah 4.

Tabel 2.17
Jumlah Ormas/LSM, Yayasan yang Terdaftar pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2017-2024

No Tahun Ormas LSM Yayasan | Jumlah

1 2017 23 5 12 40
2 2018 20 6 27
3 2019 34 7 45
4 2020 33 11 4 48
S 2021 29 S S 39
6 2022 33 8 14 55
7 2023 43 4 50
8 2024 31 2 4 37

Total 246 40 55 341

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2017-2024

Tabel 2.18
Jumlah Ormas/LSM/Yayasan Bidang Disabilitas Yang Terdaftar di
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

Tahun
No Nama Ormas / LSM / Yayasan Mendaftar
1 | Korps Cacat Veteran RI Provinsi Riau 2012
2 | Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC) 2012
3 | Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Riau 2015
Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecatatan
4 o 2016
Provinsi Riau
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Tahun

No Nama Ormas / LSM / Yayasan Mendaftar
DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

5 oo 2017
Provinsi Riau
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia

6 N 2021
Provinsi Riau

7 | Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU) 2022
Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia Provinsi Riau 2023

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun
2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan di 5 (lima) tahun
terakhir yakni sebesar 84,23 dengan status kondisi rukun, hal ini
dikarenakan 2 (dua) dimensi mengalami kenaikan, yang meliputi
dimensi kesetaraan tahun 2023 sebesar 77,61 naik di tahun 2024
sebesar 84,92 dan dimensi kerjasama tahun 2023 sebesar 75,59
naik di tahun 2024 sebesar 84,38.

Sehingga Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi
Riau tahun 2024 masih diatas rata — rata nasional, dengan nilai yang
mengalami kenaikan signifikat tersebut maka secara peringkat
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024
juga mengalami kenaikan yakni mendapatkan peringkat 2 (dua)
secara nasional dan hanya kalah dengan Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
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Tabel 2.19
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
No Indeks
Realisasi| Status |Realisasi| Status [Realisasi| Status |Realisasi| Status |Realisasi| Status
(Skor) | Kondisi | (Skor) Kondisi| (Skor) | Kondisi | (Skor) | Kondisi (Skor) Kondisi
1 |Kesetaraan 68,30 Rukun 69,20 | Rukun | 75,32 Rukun 77,61 Rukun 84,92 Rukun
2 |Toleransi 68,30 Rukun 60,80 | Rukun | 70,39 Rukun 74,46 Rukun 72,50 Rukun
3 |Kerjasama 71,18 Rukun 70,00 |Rukun | 73,65 Rukun 75,59 Rukun 84,38 Rukun
Skor Nasional 67,46 Rukun 72,39 | Rukun | 73,09 Rukun 76,02 Rukun 76,47 Rukun
Skor IKUB Riau | 69,26 Rukun 66,67 | Rukun | 74,32 Rukun 71,60 Rukun 84,23 Rukun
Peringkat 31 31 16 31 2

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Tahun 2020-2024
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Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan

masyarakat terhadap penyakit masyarakat, potensi konflik dan
kriminalitas yang mungkin terjadi, maka Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai
premanisme, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, Narkoba dan
pencegahan perselisihan antar kelompok masyarakat. Untuk deteksi
dini konflik selalu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi melalui
forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum
komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi
pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi
konflik yang mungkin terjadi.

Data kriminalitas dan konflik yang terjadi di Provinsi Riau dapat

dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20
Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024 di Provinsi Riau

e e s Tahun Pertumbuhan
No. Kriminalitas Tah o
2020 2021 2022 2023 2024 / Tahun (%)
1 | Jumlah Kasus 8.444 8.338 9.072 9.083 8.273 -0,12
o | Jumlah 6.394.087 | 6.493.603 | 6.614.384 | 6.642.874 | 6.794.944 -0,42
Penduduk
3 |Angka 0,0013 0,0012 0,0013 0,0013 0,0012 0,68
Kriminalitas

Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka, Tahun 2020-2024

Pada umumnya jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Riau
berfluktuatif namun cenderung menurun dari tahun 2020-2024
dengan rata-rata penurunan 0,12% per tahun.

Berdasarkan data jumlah konflik yang ada dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 kejadian konflik di Provinsi Riau
menurun dari 154 kejadian konflik menjadi 19 kejadian konflik.
Namun dari jenis konflik yang ada jenis konflik Sosial Budaya dan

Wilayah yang masih tinggi tetapi mengalami penurunan.
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Tabel 2.21

Data Jumlah Konflik di Provinsi Riau

(Tahun 2020 s/d 2024)

Tahun
No Jenis Konflik
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 | Sosial Budaya (Sosbud) 102 28 35 31 3
2 | Wilayah 15 54 51 2 15
3 | SARA 11 8 4 - 1
4 | Sumber Daya Alam (SDA) 26 - - - -

Jumlah 154 20 90 33 19

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2020-2024

Dari data angka unjuk rasa, kriminalitas dan konflik terjadi di

Provinsi Riau, yang terjadi beberapa tahun terakhir mengalami

penurunan sehingga bisa di kategorikan berhasil di kendalikan.
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tabel 2 . 22
PETA KERAWANAN KONFLIK PROVINSI RIAU

1. Konflik lahan antara koprasl karyawan

T - TAHUN 2024

Dusun Il Kec. Tambusal Utara dengan
anggota Koperasl kepada pengurus
Koperasl yang sah

2. Klaim lahan oleh kelompok Alm. H. T.
Siddiq Bin T.S Momad di areal izin HGU PT.
Ekadura Indonesla Kec. Kunto Darussalam

3. Konfilk Lahan antara PT.Hutahean
Dengan masyarakat Desa Telok Sono dan

Departemen Agama (KOKARDA) dengan KOTA DUMAI
masyarakat di Kec. Rimba Melintang 1. Konflik lahan Pertamina oleh
2. Pemilu / Pilkada Serentak masyarakat
2. Pemilu / Pilkada Serentak
KAB. ROKAN HULU
1. Konflik internal Koperasi Sawit Karya Baktl
KAB. BENGKALIS

1. Konflik tanah PT. PHR dengan

masyarakat
2. Konflik lahan kelompok tani
masyarakat Duri XIIl dengan PT.

Desa Muara Dilam Kec.Kunto Darussalam
4. Pemilu/ Pilkada Serentak

KOTA PEKANBARU
1. Keberadaan imigran (pengungsi luar negeri)
2. Aksi Unjukrasa Mahasiswa dan Komponen

masyarakat
3. Dualisme Kepengurusan DPC F.SPSI

<
<

KAB. KEP MERANTI
1. Konfiik lahan PT. SRL dengan

masyarakat di wilayah Kecamatan

Rangsang
2. Pemilu/ Pilkada Serentak

4. Pemilu / Pilkada Serentak

KAB. KAMPAR

1. Tuntutan masyarakat Desa Koto Aman kepada
BPN Prov. Riau Perihal Peninjauan Kembali
HGU PT. SBAL

2. Pemilu / Pilkada Serentak

<
<

KAB. SIAK

1. Keributan ormas IPK, pekerja dan
karyawan eks PT. Karya Dayun

2. Dualisme Kepemimpinan di tubuh
DPD F.SPTI K.SPSI Provinsi Riau

3. Pemilu/Pilkada Serentak

1. Konflilk lahan di HGU PT. Duta Palma

KKPA kepada PT. Duta Palma Nusantara
2. Penambangan emas tanpa izin (PETI)
3. Pemilu / Pilkada Serentak

KAB. INDRAGIRI HULU
1. Konflik lahan antara masyarakat dengan

2. Eksekusl lahan antara PT. PSJ
oleh PT. NWR
3. Pemilu/Pilkada Serentak

perusahaan PT. Alam Sarl berujung pada

permasalahan tapal batas antara Desa
Talang Jerinjing dengan Kel. Sekip Hilir dan
Desa Bunga Raya Kec. Rengat

2. Permasalahan lahan antara PT.RPI dengan

KAB. INDRAGIRI HILIR

dikelola PT. SRL dengan
Desa Mumpa Kec. Tempuling
2. Pemilu/ Pilkada Serentak

masyarakat
3. Pemilu/ Pilkada Serentak

1. Konfiik prihal ganti rugl lahan yang
masyarakat
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Pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi yang telah
dilaksanakan terhadap implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada level organisasi perangkat daerah (OPD) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memperoleh nilai 65,41
dengan kategori B atau “Baik”, hal tersebut menunjukan akuntabilitas
kinerjanya sudah baik. Selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan hasil
evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap implementasi Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada level organisasi perangkat
daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
memperoleh nilai 67,55 dengan kategori B atau “Baik”, hal tersebut
menunjukan akuntabilitas kinerjanya baik, taat kebijakan, memiliki
sistim yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi kinerja.

Sementara itu pada tahun 2023 hasil evaluasi atas akuntabilitas
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan nilai sebesar 1,35 dari Tahun 2022 sebesar
67,55 sehingga nilai Tahun 2023 menjadi 68,90 dengan predikat "Baik".
Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "B",
yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan
komitmen dalam manajemen kinerja dan tahun 2024 hasil evaluasi atas
akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
kembali menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,55 dari Tahun 2023
sebesar 68,90 sehingga nilai Tahun 2024 menjadi 69,45 dengan predikat
"Baik". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas
kinerja "B", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau, namun masih perlu adanya sedikit

perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
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Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas

Tabel 2.23

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
NO URAIAN
BOBOT | NILAI BOBOT | NILAI BOBOT | NILAI BOBOT | NILAI
1 | Perencanaan Kinerja 30 21,94 30 21,30 30 21,30 30 21,30
2 | Pengukuran Kinerja 25 17,50 30 18,90 30 19,80 30 19,80
3 | Pelaporan Kinerja 15 10,97 15 10,90 15 10,80 15 10,35
4 | Evaluasi Internal 10 8,08 25 17,00 25 17,00 25 18,00
S5 | Capaian Kinerja 20 7,42 - - -
NILAI HASIL EVALUASI 100 65,91 100 67,55 100 68,90 100 69,45
TINGKAT AKUNTABILITAS B B B B
KINERJA
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Tabel 2.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

SPM/ Target Renstra PD Realisasi Capaian .
No Indikator Standar IKK A::H::
Nasional 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Indeks Kerukunan Umat 73,79 | Poin 75,11 | Poin 76,01 | Poin 76,92 | Poin 66,67 | Poin 74,32 | Poin 71,60 | Poin 84,23 | Poin
Beragama
g}ggks Demokrasi Indonesia 73,60 | Poin 79,16 | Poin 80,31 | Poin 81,46 | Poin 75,66 | Poin 73,64 | Poin 75,55 | Poin 77,06 | Poin
Indeks Toleransi Umat 72,50 | Poin 72,83 | Poin 74,15 | Poin 75,96 | Poin 60,80 | Poin 68,45 | Poin 70,04 | Poin 72,50 | Poin
Beragama
Indeks Kerjasama Umat 74,15 | Poin 75,71 | Poin 77,03 | Poin 78,84 | Poin 70,00 | Poin 77,65 | Poin 71,17 | Poin 84,38 | Poin
Beragama
Persentase Fasilitasi
Penanganan Konflik 74,50 | Persen 75,00 | Persen 75,50 | Persen 76,00 | Persen 74,50 | Persen 75,00 | Persen 75,50 | Persen 76,00 Persen
Sosial
Indeks Kebebasan 88,40 | Poin 89,15 | Poin 89,90 | Poin 90,65 | Poin 88,40 | Poin 84,46 | Poin 79,39 | Poin 82,71 Poin
Indeks Kapasitas 62,83 | Poin 63,58 | Poin 64,33 | Poin 65,08 | Poin 62,83 | Poin 66,69 | Poin 66,30 | Poin 74,17 | Poin
Lembaga Demokrasi
Persentase Masyarakat
yang P.ah.am terhadap 0,00 | Persen 75,00 | Persen 75,50 | Persen 76,00 | Persen 0,00 | Persen 75,00 | Persen 75,50 | Persen 76,00 Persen
Nilai-nilai Wawasan
Kebangsaan
Indeks Ketahanan
Nasional Gatra 3,13 | Poin 3,13 | Poin 3,15 | Poin 3,17 | Poin 3,13 | Poin 2,93 | Poin 3,00 | Poin 3,06 Poin
Ideologi
Indeks Ketahanan
E;?iﬁ?al Gatra 3,24 | Poin 3,24 | Poin 3,26 | Poin 3,28 | Poin 3,24 | Poin 3,24 | Poin 3,29 | Poin 3,31 | Poin
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Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Target Renstra PD

Realisasi Capaian

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Catatan
Analisis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

()

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Persentase
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pemilukada dan
Pemilu

69,54

Persen

69,54

Persen

69,54

Persen

75,50

Persen

69,54

Persen

69,54

Persen

69,54

Persen

75,50

Persen

Persentase Ormas
yang Berfungsi
sesuai Regulasi

75,00

Persen

75,00

Persen

75,05

Persen

75,10

Persen

75,00

Persen

75,00

Persen

75,05

Persen

75,10

Poin

Indeks Ketahanan
Nasional Gatra
Ekonomi

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Indeks Ketahanan
Nasional Gatra
Sosial Budaya

2,92

Poin

2,92

Poin

2,94

Poin

2,96

Poin

2,92

Poin

2,86

Poin

2,93

Poin

2,94

Poin

Persentase Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial

75,00

Persen

75,00

Persen

75,05

Persen

75,10

Persen

75,00

Persen

75,00

Persen

75,05

Persen

75,10

Persen

40|Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029




2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah wupaya untuk
melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan
koordinasi, pelaksanaan monitoring di Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri,
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi
Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik.

Selain itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan beberapa
peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan
dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di
masyarakat melalui pembentukan forum-forum dialog yang ada di
masyarakat seperti :

a. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana amanat
Permendagri Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan (FPK);

b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tindaklanjut dari
Permendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dalam  Pemeliharaan  Kerukunan Umat  Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
dan Pendirian Rumah Ibadat;

c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana
amanat dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Sehubungan hal diatas Kelompok Sasaran Layanan Urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Riau;

Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,;
Masyarakat;

Kelompok lintas Agama, suku bangsa dan ras;

a bk b

Kelompok milenial pemuda;
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6. Disabilitas;

7. Mahasiswa,;

8. Siswa dan pelajar.

2.5 Mitra Perangkat Daerah

2.6 Kerjasama Daerah

Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah :

1. Unsur FORKOPIMDA Provinsi;

2. Lembaga vertikal lain, yaitu Badan Narkotika Nasional

Provinsi Riau, Kemenkum dan Ham Provinsi Riau, KPU

Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau,;

e A A

Seluruh OPD Provinsi Riau;
Kemenag Provinsi Riau;
Partai Politik;

Organisasi Masyarakat;
FKUB Provinsi Riau;

FPK Provinsi Riau;

10. FKDM Provinsi Riau;

Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Riau;

Kerjasama daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Riau adalah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.

2.7 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Riau dapat di identifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.25

Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

(2)

(3)

(4)

(1)
1.

Masih rendahnya
tingkat Toleransi
dan Kerjasama
Antar Umat
Beragama

Kurangnya tingkat
Toleransi,
Kerjasama Antar
Umat Beragama
Kemasyarakatan

Kurangnya koordinasi dan
sosialisasi tentang Kerukunan
Umat Beragama di masyarakat
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
Menurunnya tingkat Kerukunan
umat beragama, yang berpotensi
menimbulkan
ketidakharmonisan hubungan
antar umar beragama/penghayat
kepercayaan
2. | Masih Adanya Kurangnya Masih maraknya potensi
Konflik Sosial di peningkatan gangguan keamanan dan
Masyarakat kapasitas ketertiban umum berupa aksi-
kelembagaan aksi unjuk rasa atau demonstrasi
masyarakat
melalui Masih terdapat konflik lahan
optimalisasi peran | dikawasan konservasi Taman
FPK, FKUB, FKPT, | Nasional Teso Nilo (TNTN) yang
FKDM, PPWK, Tim | mengalami alih fungsi menjadi
Pora dan Timdu perkebunan sawit ilegal dan
PKS serta Satgas pemukiman
PKH
Kurangnya Masih munculnya konflik sosial
pendidikan dan dan kegiatan terorisme atau
pelatihan kekerasan atas nama agama
mengenai deteksi | akibat aktualisasi pemahaman
dini dan keagamaan yang salah
pencegahan dini Adanya kesenjangan ekonomi di
daerah, yang bisa menimbulkan
kerawanan konflik di masyarakat
Masih adanya kriminalitas,
kenakalan remaja, peredaran dan
penyalahgunaan narkoba,
peredaran miras dan penularan
Masih adanya kriminalitas,
kenakalan remaja, peredaran dan
penyalahgunaan narkoba,
peredaran miras
3. | Masih Rendahnya | Kurangnya Belum optimalnya peran partai
Pemahaman Pemahaman politik dalam proses penguatan
Masyarakat masyarakat kualitas dan kapasitas

terhadap Politik

terhadap Politik

kelembagaan Demokrasi

Rendahnya pemahaman tentang
etika dan budaya politik
demokratis

Masih kurangnya pembinaan
terhadap peran Ormas dan LSM

Masih rendahnya tingkat
partisipasi politik masyarakat

Masih terjadinya konflik politik
dalam pelaksanaan pemilu dan
Pilkada

Masih rendahnya
representasi
perempuan di

Budaya patriarki yang telah
mengakar kuat memberikan
posisi superior pada laki-laki
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
bidang politik dan | Tidak semua pemangku
publik kepentingan memiliki
pemahaman yang memadai
tentang isu gender dan
dampaknya
4. | Masih Rendahnya Kurangnya Menurunnya pemahaman dan
Pemahaman pemahaman pengamalan nilai-nilai ideologi
Masyarakat Masyarakat Pancasila, Wawasan Kebangsaan
terhadap terhadap dan Nasionalisme

Nilai — nilai
Ideologi Pancasila,
Wawasan
Kebangsaan dan
Nasionalisme

Nilai — nilai
Ideologi Pancasila,
Wawasan
Kebangsaan dan
Nasionalisme

Derasnya arus masuk budaya
asing yang kurang sesuai dengan
nilai nilai budaya bangsa dan
Pancasila yang berdampak pada
adanya dekadensi moral dan
budaya di masyarakat

Kurangnya pemahaman
masyarakat tentang demokratisi,
penegakan

hukum dan HAM yang berpotensi
terjadinya konflik dan
disintegrasi

sosial

Bahwa keterwakilan perempuan

adalah 30 persen dari jumlah

kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, secara umum baik DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dari 5 (lima) tahun terakhir belum ada
yang mencapai 30 persen, hal ini menggambarkan masih lemahnya
keterwakilan perempuan yang berkecimpung di parlemen.

Paling tinggi keterwakilan perempuan di parlemen adalah DPRD
Provinsi Riau, yang pada tahun 2020 mencapai 18,46 Persen dan
terakhir tahun 2024 turun sehingga menjadi 16,92 persen,
sementara DPRD Kabupaten/Kota yang keterwakilan perempuannya
rata — rata masih sangat rendah dari hasil Pemilu Legislatif pada
Tahun 2024, tetapi dari semua daerah baik Provinsi, Kabupaten dan
Kota, keterwakilan Perempuan di Parlemen tetap ada, walaupun

sangat rendah dari ambang batas yang telah ditentukan.
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2.8

Sementara itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil
pilkada serentak di Provinsi Riau masih dominan laki-laki dari pada
perempuan sebab dari 12 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi
terdapat delapan Kab/Kota dan satu Provinsi di pimpin oleh Kepala
Daerah Berjenis kelamin laki-laki dan hanya empat Kab/Kota Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pimpin oleh kepala daerah
perempuan yakni : Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir
dan Kab. Siak.

Hal ini menggambarkan bahwa perempuan masih belum bisa
bersaing dan dipercayai untuk menjadi kepala daerah maupun wakil
kepala daerah.

Untuk solusi permasalahan tersebut Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Riau telah mengalokasikan bantuan keuangan
partai politik setiap tahun yang bisa digunakan untuk pembiayaan

kampanye, pelatihan, pengkaderan bagi perempuan dan lain-lain.

Isu Strategis
Isu strategis yang berkembang dan aktual terkait dengan tugas
dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

45|Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029



Tabel 2.26

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

ROLEREL ISU KLHS o0
DAERAH YANG | popviaASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD STRATEGIS
MENJADI PD
PD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD
PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1 2 3 4 5 6 7
Penguatan Belum optimalnya | Melemahnya Globalisasi Penurunan Pemahaman masyarakat | Melemahya
Ideologi Pancasila | pemahaman pemahaman memungkinkan pemahaman tentang wawasan pemahaman
dan Karakter masyarakat nilai nilai penyebaran ideologi wawasan kebangsaan dan rasa Nilai Nilai
Kebangsaan tentang wawasan | Pancasila yang | asing, disinformasi, kebangsaan dan cinta tanah air karena pancasila dan
kebangsaan dan digunakan dan individualisme cinta tanah air dapat menciptakan Wawasan
rasa cinta tanah dalam yang dapat dapat perbedaan persepsi, Kebangsaan
air bermasyarakat | mengancam nilai-nilai | menyebabkan bahkan polarisasi,
, berbangsa, kebangsaan dan berbagai persoalan | terkait identitas nasional
dan persatuan. Wawasan bangsa yang dapat | dan nilai-nilai
bernegara. kebangsaan melemahkan dan kebangsaan. Hal ini
membantu mengganggu perlu diatasi melalui
masyarakat untuk ketahanan edukasi yang kuat dan
lebih kritis dan selektif | nasional. pendekatan yang inklusif
dalam menerima Persoalan tersebut | untuk membangun
informasi dan dapat berupa pemahaman yang lebih
pengaruh dari luar. konflik, luas dan harmonis
kerusuhan, dan tentang pentingnya
ancaman terhadap | persatuan dan kesatuan
kedaulatan negara | bangsa
Peningkatan Belum optimalnya | Melemahnya Memungkinkan Melemahnya Dinasti politik yang Mengefektifka
Peran Partai pemahaman integritas melemahnya nilai- struktur dan marak dapat n Fungsi
Politik dan masyarakat partai politik nilai demokrasi substansi menghambat Kapasitas
Lembaga tentang dan masih dengan demokrasi, praktik | representasi yang adil Lembaga
Pendidikan pentingnya rendahnya mempengaruhi proses | politik uang, dan tata kelola yang Demokrasi
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AR ISU KLHS e
DAERAH YANG | popviaASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD STRATEGIS
MENJADI PD
PD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD
PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1 2 3 4 5 6 7

Melalui pengetahuan potensi pengambilan dinasti politik, dan | demokratis. Selain itu, dan

Pendidikan politik dan keterwakilan keputusan di ketidaksetaraan isu-isu seperti polarisasi | peningkatan

Politik dan demokrasi dalam | perempuan di | pemerintah melalui akses informasi politik dan Partisipasi

Pengembangan penyelenggaraan | parlemen pengaruh korporasi serta partai politik | ketidakpercayaan Politik

Etika serta pemilu maupun besar. Selain itu, masih kurang masyarakat terhadap Masyarakat

Budaya Politik pemerintahan munculnya negara- memberikan pemerintah juga dapat khususnya

yang responsif serta masih negara "nakal" dan dukungan mengancam demokrasi, | terhadap

gender dan kurangnya tindakan teroris dapat | terhadap selanjutnya secara kaderisasi

inklusif partisipasi merusak stabilitas keterwakilan umum isu-isu gender perempuan
masyarakat dalam negara dan hubungan | perempuan berakar pada budaya dan
memengaruhi internasional. Isu-isu patriarki, hambatan Disabilitas di
kebijakan publik seperti lingkungan struktural dalam sistem | partai
melalui lembaga hidup, hak asasi politik dan steriotip
perwakilan manusia, dan gender yang

kebebasan
berpendapat juga
menjadi fokus dalam
politik internasional
dan dapat
mempengaruhi
kebijakan luar negeri
suatu negara

menghambat perempuan
untuk terlibat secara
setara
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ISU

AR ISU KLHS
DAERAH YANG | popviaASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD STRATEGIS
MENJADI PD
PD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD
PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1 2 3 4 5 6 7
Pemberdayaan Masih adanya Peningkatan Dapat menimbulkan Keberadaan ormas | Ormas yang tidak Kebebasan
dan Pengawasan | ormas yang tidak | Peran Ormas ketidakjelasan terkait | yang tidak terdaftar dapat Masyarakat
Organisasi melapor dan tidak | melalui keberadaan dan terdaftar mengalami berbagai Berdemokrasi
Kemasyarakatan | mendaftarkan diri | Penguatan aktivitas ormas menimbulkan kesulitan, seperti stigma
untuk kelembagaan, | tersebut, serta dapat beberapa sebagai organisasi ilegal,
mendapatkan SKT | pengawasan memicu potensi implikasi, pembatasan akses ke
dan penyalahgunaan termasuk potensi sumber daya negara,
pemberdayaan | kekuasaan atau sanksi dan dan bahkan
tindakan yang pembatasan akses | pembubaran

merugikan
masyarakat.

terhadap
pelayanan publik.
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AR ISU KLHS e
DAERAH YANG | popviaASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD STRATEGIS
MENJADI PD
PD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD
PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1 2 3 4 5 6 7
Pembinaan dan Masih adanya Masih adanya | Situasi terkini Peredaran dan Peredaran dan Kerukunan
Pengembangan dijumpai konflik sosial masalah narkoba penyalahgunaan penyalahgunaan Umat
Ketahanan penyalahgunaan dan gangguan | dalam lingkup global Narkoba Narkoba dilihat dari Beragama
Ekonomi Sosial narkoba, LGBT, ketertiban di menjadi pembahasan | merupakan salah | wilayah regional, khususnya
Budaya perzinahan, hidup | masyarakat yang utama dalam satu permasalahan | Provinsi Riau perlu menjadi
hedons, game yang sidang Commission on | nasional yang merupakan perhatian
online, pinjaman | mengganggu Narcotic Drug (CND) di | dipandang serius pengungkapan yang untuk
online dan kondusifitas markas PBB di Wina, oleh pemerintah, terbesar setelah Provinsi | mejamin
penyakit daerah Austria. Deklarasi karena dapat Sumatera Utara, hal ini | kerukunan
masyarakat politis pada tahun menyebabkan dikarenakan Provinsi umat
lainnya 2009 lalu telah rusaknya moral Riau berbatasan beragama dan
menguatkan bangsa. Karena itu | langsung dengan negara | Berkembangn
komitmen anggota pemerintah sangat | luar seperti Malaysia, ya
PBB dalam memberikan Singapore dan Brunai, penyalahguna

melaksanakan sistem
penanganan masalah

narkotika
internasional.

perhatian terhadap
penanganan atas
penyalahgunaan
Narkoba.

selain itu beberapa
wilayah di Provinsi Riau
merupakan daerah
pesisir sehingga akan
memudahkan pihak
yang tak bertanggung
jawab untuk bereaksi
melakukan penyebaran
dan penyalahgunaan
narkoba

an narkoba,
LGBT,
perzinahan,
hidup hedons,
game online,
pinjaman
online dan
penyakit
masyarakat
lainnya
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AR ISU KLHS 150
DAERAH YANG | popnviASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD STRATEGIS
MENJADI PD
PD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD
PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1 2 3 4 5 6 7
Sementara itu, Di negara kita,
rencana aksi yang masalah
ditetapkan pada tahun | merebaknya
tersebut menjadi garis | penyalahgunaan

besar dalam upaya
mengurangi dampak
penyalahgunaan
narkotika,

narkoba semakin
lama semakin
meningkat. Efek
domino akibat dari
penyalahgunaan
narkoba juga
semakin beragam,
serta usaha untuk
mengatasi
penyalahgunaan
Narkoba
merupakan
langkah yang tidak
mudah untuk
dilaksanakan.
Untuk
penanggulangan
penyalahgunaan
narkoba
diperlukan upaya
yang terpadu dan
komprenhensif
yang meliputi
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AR ISU KLHS e
DAERAH YANG | popviaASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD STRATEGIS
MENJADI PD
PD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD
PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1 2 3 4 5 6 7
upaya preventif,
represif, terapi dan
rehabilitasi
Penyebab
terjadinya
Peningkatan Masih adanya Meningkatnya | Terorisme dapat Konflik sosial, Konflik sosial dapat Konflik Sosial
Kewaspadaan konflik sosial dan | pemahaman mengganggu yang meliputi memicu perpecahan di Masyarakat
Nasional dan gangguan radikalisme, ketertiban dan perpecahan etnis, | masyarakat, hilangnya
Peningkatan ketertiban di terorisme, dan | menciptakan agama, atau rasa percaya, dan
Kualitas dan masyarakat yang | ekstrimisme ketakutan di kepentingan mengancam integrasi
Fasilitasi mengganggu masyarakat, ekonomi, dapat sosial. Gangguan
Penanganan kondusifitas sementara konflik menciptakan ketertiban dapat
Konflik daerah bersenjata dapat ketegangan dan mengganggu stabilitas
Sosial menyebabkan kekacauan yang daerah dan berdampak
kerusakan menghambat pada aktivitas sehari-
infrastruktur dan pembangunan dan | hari masyarakat.
mengganggu akses kesejahteraan
layanan dasar, seperti | masyarakat.
yang masih terjadi Gangguan
pada perang Palestina | ketertiban juga

- Israel, Ukraina -
Rusia dan India-
Palestina

dapat mengancam
keamanan dan
stabilitas, serta
mengganggu
kegiatan ekonomi
dan sosial
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Riau

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Riau yang maju,
sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan
etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berdaya saing
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan dasar dan
acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan
terkoordinasi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5
(lima) tahun kedepan pada hakekatnya merupakan pengembangan
rencana strategis secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan dalam tabel

sebagai berikut :
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Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

NSPK DAN TARGET TAHUN
SASARAN BASELINE
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KET
RPJMD YANG 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) | (12)
Meningkatnya | Terwujudnya ;
Kerukunan | Kehidupan %ESZﬁzsli)aemOkraSI 77,06 | 77,36 | 77,66 | 77,96 | 78,26 | 78,56 | 78,86
Sosial Antar Bermasyarakat .
Masyarakat | yang Indeks Harmoni 0,0 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
dan Berlandaskan Religius :
Kehidupan Pancasila, Inde'ks Harmoni 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Bermasyarakat | Demokrasi dan i i Sosial
yang Kondusif, | HAM Efektifnya Fungsi
Aman, Kapasitas Lembaga Indeks Kapasitas
Nyaman Demokrasi dan Lembaga 74,17 74,47 | 74,77 | 75,07 | 75,37 | 75,67 | 75,97
Meningkatnya Partisipasi | Demokrasi
Politik Masyarakat
Meningkatnya Kebebasan
. | Indeks Kebebasan 82,71 83,01 | 83,31 | 83,61 | 83,91 | 84,21 | 84,51
Masyarakat Berdemokrasi
Menurunnya Konflik Persentase
Sosial di Masyarakat Fasilitasi 70,05 | 70,05 | 70,10 | 70,15 | 70,20 | 70,25 | 70,30
Penanganan
Konflik Sosial
Meningkatnya Kerukunan | 1jdeks Kerjasama 0,0 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 7,0
Umat Beragama
Indeks Toleransi 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Meningkatnya Nilai Nilai Indeks 0.0 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0
Wawasan Kebangsaan Kewarganegaraan
Indeks Pluralisme 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Meningkatnya o
Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP 69,45 | 70,25 | 70,75 | 71,25 | 71,75 | 72,25 | 72,75
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
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3.2

3.3

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi program prioritas
dalam RPJMD. Strategi Renstra Perangkat Daerah menunjukkan
bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan target kinerja hasil
(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih
strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau mencakup
penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan
agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai
sasaran yang telah ditentukan.

Selain itu untuk memenuhi isu gender dan disabilitas di
parlemen dan kepala daerah/wakil kepala daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau juga mempunyai strategi salah
satunya yaitu memberikan bantuan keuangan partai politik yang
duduk di parleman setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk

biaya kampanye, pelatihan dan pengkaderan bagi perempuan.

Pentahapan

Setelah dirumuskan, maka setiap pentahapan Renstra — PD
dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya
penentuan horizon waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima)
tahun, pentahapan Renstra - PD dapat dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan. Pentahapan Renstra — PD yang
disusun dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula
membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Pentahapan Renstra -
PD ini dapat dijadikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan,

lebih jelas di lihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau

® @ 66 _ .. __@©
m TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 m

Perkuatan Pemperkokoh Meningkatkan Meningkatkan Mewujudkan
Pondasi Ideologi Kerukunan Umat Partisipasi kehidupan
Trarllsp;ormasi Pancasila dalam g Beragama, masyarakat bermasyarakat
alam X engan potensi an
Mewujudkan kehidupan kor?flik sosial, dalam proses ben:ndgskan
kehidupan bermasyarakat Narkoba, DemokfaSI dan Pancasila,
bermasyarakat dan Bernegara Pelanggaran Pemerintahan Demokrasi dan
yang HAM yang HAM di Provinsi
berlandaskan semakin Riau
Pancasila, menurun
Demokrasi dan
HAM di Provinsi
Riau

Fokus Renstra Tahun Pertama (2026)

Fokus Renstra pada tahap awal Renstra — PD ini adalah untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada
periodisasi pelaksanaan Renstra — PD 2019-2024 dalam upaya untuk
memperkuat dan meningkatkan fondasi yang mendasari perubahan
dan kemajuan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan
penghormatan HAM.

Fokus Renstra Tahun Kedua (2027)

Renstra tahun kedua ini merupakan lanjutan dari tahun pertama.
fokus Renstra diarahkan untuk memperkokoh Ideologi Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah upaya untuk
memperkuat dan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan
pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
bangsa Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, menguatkan
komitmen dan loyalitas masyarakat terhadap Pancasila sebagai
dasar negara, meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari dan membangun masyarakat yang

berkarakter dan berbudaya Pancasila.
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Fokus Renstra Tahun Ketiga (2028)

Renstra tahun ketiga ini merupakan lanjutan dari tahun kedua.
Karena itu fokus Renstran diarahkan untuk meningkatkan
Kerukunan Umat Beragama berarti mempromosikan dan
memperkuat harmoni, toleransi, dan saling menghormati antar umat
beragama dalam masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan
lingkungan yang damai, stabil, dan inklusif, dimana setiap individu
dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut atau
diskriminasi.

Fokus Renstra Tahun Keempat (2029)

Pada tahun keempat ini, fokus renstra ditujukan untuk
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi dan
Pemerintahan berarti mempromosikan dan memperkuat keterlibatan
aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan
pemerintahan. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan
yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan
dan aspirasi masyarakat.

Fokus Renstra Tahun Kelima (2030)

Pada tahap akhir dari Renstra — PD ini, selain untuk melanjutkan
arah kebijakan pada tahun- tahun sebelumnya, juga untuk
memastikan tercapainya sasaran Renstra sesuai dengan target yang
ditetapkan. Karena itu, fokus renstra diarahkan untuk Mewujudkan
kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi,
dan HAM di Provinsi Riau berarti menciptakan masyarakat yang
harmonis, adil, dan sejahtera, di mana nilai-nilai Pancasila, prinsip
demokrasi, dan hak asasi manusia dihormati dan diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM,
Provinsi Riau dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam

menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

3.4 Lokus

Lokus wilayah kerawanan konflik Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.3

Lokus Wilayah Kerawanan Konflik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

No. Kab;;g::en/ Kerawanan Konflik Keterangan
1 | Rokan Hilir . Konflik lahan antara  koprasi| 1. Sudah
karyawan Departemen Agama terfasilitasi
(KOKARDA) dengan masyarakat di
Kec. Rimba Melintang
. Pemilu / Pilkada Serentak 2. Sudah
terfasilitasi
2 | Rokan Hulu . Konflik internal Koperasi Sawit 1. Sudah
Karya Bakti Dusun III Kec. terfasilitasi
Tambusai Utara dengan anggota
Koperasi kepada pengurus
Koperasi yang sah
. Klaim lahan oleh kelompok Alm. 2. Sudah
H. T. Siddiq Bin T.S Momad di terfasilitasi
areal izin HGU PT. Ekadura
Indonesia Kec. Kunto Darussalam
. Konflik Lahan antara PT. 3. Sudah
Hutahean Dengan masyarakat terfasilitasi
Desa Telok Sono dan Desa Muara
Dilam Kec.Kunto Darussalam
. Pemilu / Pilkada Serentak 4. Sudah
terfasilitasi
3 | Kota . Keberadaan imigran (pengungsi luar | 1. Sudah
Pekanbaru negeri) terfasilitasi
. Aksi Unjuk rasa Mahasiswa dan | 2. Sudah
Komponen masyarakat terfasilitasi
. Dualisme Kepengurusan DPC F.SPSI | 3. Sudah
terfasilitasi
. Pemilu / Pilkada Serentak 4. Sudah
terfasilitasi
4 | Kampar . Tuntutan masyarakat Desa Koto| 1. Sudah
Aman kepada BPN Prov. Riau terfasilitasi
Perihal Peninjauan Kembali HGU PT.
SBAL
. Pemilu / Pilkada Serentak 2. Sudah
terfasilitasi
S | Pelalawan . Tuntutan masyarakat Kel. Pelelawan | 1. Sudah
kepada PT. RAPP perihal HTI terfasilitasi
. Eksekusi lahan antara PT. PSJ | 2. Sudah
dimenangkan oleh PT. NWR terfasilitasi
. Pemilu / Pilkada Serentak 3. Sudah
terfasilitasi
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Kabupaten/

No. Kota Kerawanan Konflik Keterangan
6 | Kuansing . Konflik lahan di HGU PT. Duta | 1. Sudah
Palma Nusantara dengan terfasilitasi
masyarakat terkait tanah ulayat dan
menuntut pembangunan kebun
KKPA kepada PT. Duta Palma
Nusantara
. Penambangan emas tanpa izin . Sudah
(PETI) terfasilitasi
. Pemilu / Pilkada Serentak . Sudah
terfasilitasi
7 | Indragiri . Konflik lahan antara masyarakat . Sudah
Hulu dengan perusahaan PT. Alam Sari terfasilitasi
berujung pada permasalahan tapal
batas antara Desa Talang Jerinjing
dengan Kel. Sekip Hilir dan Desa
Bunga Raya Kec. Rengat
. Permasalahan lahan antara PT. RPI . Sudah
dengan masyarakat terfasilitasi
. Pemilu / Pilkada Serentak . Sudah
terfasilitasi
8 | Indragiri . Konflik prihal ganti rugi lahan yang | 1. Sudah
Hilir dikelola PT. SRL dengan masyarakat terfasilitasi
Desa Mumpa Kec. Tempuling
. Pemilu / Pilkada Serentak . Sudah
terfasilitasi
9 | Kota Dumai . Konflik lahan  Pertamina oleh | 1. Sudah
masyarakat terfasilitasi
. Pemilu / Pilkada Serentak . Sudah
terfasilitasi
10 | Bengkalis . Konflik tanah PT. PHR dengan| 1. Sudah
masyarakat terfasilitasi
.Konflik lahan  kelompok  tani| 2. Sudah
masyarakat Duri Xl!!! dengan PT. terfasilitasi
Muriniwood Indah Industry
. Pemilu / Pilkada Serentak . Sudah
terfasilitasi
11 | Kepulauan .Konflik lahan PT. SRL dengan | 1. Sudah
Meranti masyarakat di wilayah Kecamatan terfasilitasi
Rangsang
. Pemilu / Pilkada Serentak . Sudah
terfasilitasi
12 | Siak . Keributan ormas IPK, pekerja dan | 1. Sudah
karyawan eks PT. Karya Dayun terfasilitasi
. Dualisme Kepemimpinan di tubuh | 2. Sudah
DPD F.SPTI K.SPSI Provinsi Riau terfasilitasi
. Pemilu / Pilkada Serentak . Sudah
terfasilitasi
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3.5 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Riau

ARAH
NO OPERASIONALISASI KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET
NSPK
RPJMD
(1) (@) (3) (4) (5)
Penguatan Penguatan kerukunan antar etnis,
1 kerukunan agama, dan golongan

antar etnis,
agama, dan
golongan

Mengoptimalkan koordinasi dan
sosialisasi  tentang  Kerukunan
Umat Beragama di Masyarakat

Meningkatkan peran Tokoh
Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh

Agama dalam menciptakan
harmonisasi dan moderasi
beragama serta peningkatan

ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya

Dukungan Peningkatan Toleransi,
Kerjasama dan Kesetaraan antar
Umat beragama

Menyelenggarakan kegiatan
pembinaan dan fasilitasi FKUB,
FPK, FKDM, Kominda dan
Forkopimda serta tim terpadu
penanganan konflik sosial

Penguatan tim pengawasan orang
asing dengan instansi terkait dalam
menjaga ketentraman dan
ketertiban umum

Fasilitasi Penanganan konflik sosial

Optimalisasi dan penggunaan
media sosial untuk melakukan
sosialisasi dan meredam konflik di
masyarakat
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NO

OPERASIONALISASI
NSPK

ARAH
KEBIJAKAN
RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

KET

(1)

()

(3)

(4)

(5)

Pembentukan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS
dan Forum/Tim lain-lainnya hingga
Kab/ Kota

Penguatan fungsi tim kewaspadaan
dini (TKD) pemerintah daerah
dalam pelaporan pada sistim
LAPSITDA terkait ATHG yang
berpotensi konflik

Meningkatkan peran masyarakat
dalam Kewaspadaan Nasional di
Daerah dan Meningkatkan
Penanganan Konflik Sosial serta
Kerjasama Intelijen
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading
dari tujuan, sasaran, out come dan out put serta mengacu kepada
nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri berserta
pemutakhirannya.

Berikut kerangka perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan
dan sub kegiatan :

Tujuan RPJMD

2
Sasaran RPJMD

$

Out Come

$

Tujuan Perangkat Daerah

$

Sasaran Perangkat Daerah

$

Out Come
Program Indikator

$

Out Put
Kegiatan

$

Sub Kegiatan
Indikator
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Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai

berikut :
Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
S ProgRAM
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya Terwujudnya Indeks Harmoni Sosial (Indeks)
Kerukunan Sosial Kehidupan Indeks Harmoni Religius
Antar Masyarakat Bermasyarakat (Indeks)
dan Kehidupan yang - -
Bermasyarakat Berlandaskan :Sﬁfekssia emokrasi Indonesia
yang Kondusif, Pancasila,

Aman, Nyaman

Demokrasi dan
HAM

Meningkatnya
Kerukunan Umat
Beragama

Indeks Toleransi (Indeks)

Indeks Kerjasama (Indeks)

Meningkatnya
ketahanan
ekonomi, sosial
dan budaya
masyarakat

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ekonomi (Indeks)

8.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Sosial Budaya (Indeks)

8.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Terlaksananya
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
(Laporan)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya
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NSPK DAN

SASARAN Y.
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Dokumen Program 8.01.05.1.01.0001 -
Kerja di Bidang Ketahanan Penyusunan Program Kerja
Ekonomi, Sosial, Budaya dan di Bidang Ketahanan
Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya
Penyalagunaan Narkotika, dan Fasilitasi Pencegahan
Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalagunaan Narkotika,
Beragama dan Penghayat Fasilitasi Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah yang Beragama dan Penghayat
Disusun (Dokumen) Kepercayaan di Daerah
Jumlah Kebijakan di Bidang 8.01.05.1.01.0002 -
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Penyusunan Bahan
Budaya dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan di
Pencegahan Penyalagunaan Bidang Ketahanan
Narkotika, Fasilitasi Ekonomi, Sosial, Budaya
Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Pencegahan
dan Penghayat Kepercayaan di Penyalagunaan Narkotika,
Daerah yang Disusun Fasilitasi Kerukunan Umat
(Dokumen) Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti 8.01.05.1.01.0003 - Responsif
Pelaksanaan Kebijakan di Pelaksanaan Kebijakan di Gender

Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

8.01.05.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Laporan Hasil 8.01.05.1.01.0005 -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring,
Pelaporan di Bidang Ketahanan | Evaluasi dan Pelaporan di
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Bidang Ketahanan
Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya
Penyalagunaan Narkotika, dan Fasilitasi Pencegahan
Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalagunaan Narkotika,
Beragama dan Penghayat Fasilitasi Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat
(Laporan) Kepercayaan di Daerah
Meningkatnya Nilai Indeks Kewarganegaraan
Nilai Wawasan (Indeks)
Kebangsaan Indeks Pluralisme (Indeks)
Meningkatnya Persentase Meningkatnya 8.01.02 - PROGRAM
kesadaran Pemahaman Masyarakat PENGUATAN IDEOLOGI
masyarakat akan Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai | PANCASILA DAN
ideologi Pancasila Pancasila (%) KARAKTER KEBANGSAAN
dan karakter
kebangsaan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil 8.01.02.1.01 - Perumusan
Perumusan Pembentukan dan Kebijakan Teknis dan
Kebijakan Teknis Penumbuhan Karakter Pemantapan Pelaksanaan
dan Pemantapan Keluarga Melalui Peningkatan Bidang Ideologi Pancasila
Pelaksanaan Kesadaran Masyarakat akan dan Karakter Kebangsaan

Bidang Ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan

Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara (Dokumen)

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Tugas Paskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Laporan)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
(Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Paskibraka (Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Laporan Hasil Pelaksanaan
Tugas Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Laporan Hasil Pembinaan
Aktivitas Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil Pembinaan
Purnapaskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Laporan Hasil Pembinaan
Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja
di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01.0002 -
Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
(Orang)

8.01.02.1.01.00083 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Tka dan
Sejarah Kebangsaan (Orang)

8.01.02.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Tka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Laporan)

8.01.02.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara (Dokumen)

8.01.02.1.01.0006 -
Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila
dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Jumlah Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Orang)

8.01.02.1.01.0007 -
Pengangkatan
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Laporan Hasil Pembinaan
Aktivitas Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil Pembinaan
Purnapaskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01.0008 -
Pembinaan terhadap
aktivitas kepaskibrakaan
dan Purnapaskibraka

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Tugas Paskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01.0009 -
Pelaksanaan tugas
Paskibraka
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NSPK DAN

SASARAN Y.
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Laporan Hasil Pelaksanaan 8.01.02.1.01.0010 -
Tugas Purnapaskibraka Duta Pelaksanaan tugas
Pancasila (Dokumen) Purnapaskibraka Duta
Pancasila
Laporan Hasil Pembinaan 8.01.02.1.01.0011 -
Lanjutan kepada Pembinaan Lanjutan
Purnapaskibraka Duta kepada Purnapaskibraka
Pancasila (Dokumen) Duta Pancasila
Jumlah Paskibraka (Orang) 8.01.02.1.01.0012 - Responsif
Pembentukan Paskibraka Gender
Menurunnya Persentase Fasilitasi
Konflik Sosial di Penanganan Konflik Sosial
Masyarakat (Persentase)
Meningkatnya Persentase Konflik Sosial yang 8.01.06 - PROGRAM
penanganan Diselesaikan (Persentase) PENINGKATAN
konflik sosial yang KEWASPADAAN NASIONAL
diselesaikan DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil 8.01.06.1.01 - Perumusan
Perumusan Pelaksanaan Forum Koordinasi Kebijakan Teknis dan
Kebijakan Teknis Pimpinan Daerah Provinsi Pelaksanaan Pemantapan
dan Pelaksanaan (Dokumen) Kewaspadaan Nasional dan
Pemantapan Penanganan Konflik Sosial
Kewaspadaan
Nasional dan Jumlah Dokumen Program 8.01.06.1.01 - Perumusan
Penanganan Kerja di Bidang Kewaspadaan Kebijakan Teknis dan

Konflik Sosial

Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Laporan)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja
di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Orang yang Mengikuti 8.01.06.1.01.0003 - Responsif
Pelaksanaan Kebijakan di Pelaksanaan Kebijakan di ~ (Gender

Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

8.01.06.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Laporan)

8.01.06.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi
(Dokumen)

8.01.06.1.01.0006 -
Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi
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SASARAN e
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Meningkatnya Indeks Kebebasan (Indeks)
Kebebasan
Masyarakat Meningkatnya Persentase Organisasi 8.01.04 - PROGRAM
Berdemokrasi ketertiban Kemasyarakatan yang Aktif PEMBERDAYAAN DAN
organisasi (Persentase) PENGAWASAN
kemasyarakatan ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Terlaksananya Jumlah Dokumen Program 8.01.04.1.01 - Perumusan
Perumusan Kerja Dibidang Pendaftaran Kebijakan Teknis dan
Kebijakan Teknis Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemantapan Pelaksanaan
dan Pemantapan Evaluasi dan Mediasi Sengketa Bidang Pemberdayaan dan
Pelaksanaan Ormas, Pengawasan Ormas Pengawasan Organisasi
Bidang dan Ormas Asing di Daerah Kemasyarakatan
Pemberdayaan dan | yang Disusun (Dokumen)
Pengawasan
Organisasi Jumlah Kebijakan Dibidang 8.01.04.1.01 - Perumusan
Kemasyarakatan Pendaftaran Ormas, Kebijakan Teknis dan

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Laporan)

8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Orang)

8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
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SASARAN Y.
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Orang yang Mengikuti 8.01.04.1.01 - Perumusan
Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Teknis dan
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemantapan Pelaksanaan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi | Bidang Pemberdayaan dan
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Organisasi
Pengawasan Ormas dan Ormas Kemasyarakatan
Asing di Daerah (Orang)
Jumlah Dokumen Program 8.01.04.1.01.0001 -
Kerja Dibidang Pendaftaran Penyusunan Program Kerja
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Dibidang Pendaftaran
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Pengawasan Ormas Ormas, Evaluasi dan
dan Ormas Asing di Daerah Mediasi Sengketa Ormas,
yang Disusun (Dokumen) Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Jumlah Kebijakan Dibidang 8.01.04.1.01.0002 -
Pendaftaran Ormas, Penyusunan Bahan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi | Perumusan Kebijakan
dan Mediasi Sengketa Ormas, Dibidang Pendaftaran
Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas, Pemberdayaan
Asing di Daerah yang Disusun Ormas, Evaluasi dan
(Dokumen) Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti 8.01.04.1.01.0003 - Responsif
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Gender

Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Orang)

Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Orang)

8.01.04.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi
Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
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SASARAN Y.
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Laporan Hasil 8.01.04.1.01.0005 -
Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring
Pelaporan Dibidang Evaluasi dan Pelaporan
Pendaftaran Ormas, Dibidang Pendaftaran
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi | Ormas, Pemberdayaan
dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Evaluasi dan
Pengawasan Ormas dan Ormas | Mediasi Sengketa Ormas,
Asing di Daerah (Laporan) Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Efektifnya Fungsi Indeks Kapasitas Lembaga
Kapasitas Lembaga Demokrasi (Indeks)
Demokrasi dan Meningkatnya Persentase Pendidikan Politik 8.01.03 - PROGRAM
Meningkatnya etika dan budaya pada Kader Partai Politik () PENINGKATAN PERAN
Partisipasi Politik | otk PARTAI POLITIK DAN
Masyarakat LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Indeks Ketahanan Nasional 8.01.03 - PROGRAM
Gatra Politik (Indeks) PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Terlaksananya Jumlah Dokumen Program 8.01.03.1.01 - Perumusan
Perumusan Kerja di Bidang Pendidikan Kebijakan Teknis dan
Kebijakan Teknis Politik, Etika Budaya Politik, Pemantapan Pelaksanaan
dan Pemantapan Peningkatan Demokrasi, Bidang Pendidikan Politik,
Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Etika Budaya Politik,

Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan

Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
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SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Partai Politik, Jumlah Kebijakan di Bidang 8.01.03.1.01 - Perumusan
Pemilihan Pendidikan Politik, Etika Kebijakan Teknis dan
Umum/Pemilihan Budaya Politik, Peningkatan Pemantapan Pelaksanaan

Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan

Situasi Politik

Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di

Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di

Daerah (Laporan)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Orang yang Mengikuti

Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di

Daerah (Orang)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
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SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah (Orang)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja
di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah
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SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Orang yang Mengikuti 8.01.03.1.01.0003 - Responsif
Pelaksanaan Kebijakan di Pelaksanaan Kebijakan di ~ (Gender

Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di

Daerah (Orang)

Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti

Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di

Daerah (Orang)

8.01.03.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di

Daerah (Laporan)

8.01.03.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah
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SASARAN e
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Akuntabilitas (Poin)
Kinerja Perangkat
Daerah
Terpenuhinya Persentase Pemenuhan 8.01.01 - PROGRAM
kebutuhan Kebutuhan Pelayanan PENUNJANG URUSAN
pelayanan Administrasi Perkantoran (%) PEMERINTAHAN DAERAH
administrasi PROVINSI
perkantoran
Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil 8.01.01.1.01 -
Perencanaan, Penyelenggaraan Walidata Perencanaan,

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

8.01.01.1.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

8.01.01.1.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

8.01.01.1.01.0010 -
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik
Sektoral Daerah

Terlaksananya
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD (Dokumen)

8.01.01.1.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

8.01.01.1.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

8.01.01.1.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
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SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Dokumen 8.01.01.1.02.0003 -
Penatausahaan dan Pelaksanaan
Pengujian/Verifikasi Keuangan | Penatausahaan dan
SKPD (Dokumen) Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Terlaksananya Jumlah Laporan 8.01.01.1.03 - Administrasi
Administrasi Penatausahaan Barang Milik Barang Milik Daerah pada

Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Daerah pada SKPD (Laporan)

Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

8.01.01.1.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

8.01.01.1.03.0001 -
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD (Laporan)

8.01.01.1.03.0006 -
Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Terlaksananya
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)

8.01.01.1.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan
(Paket)

8.01.01.1.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan
(Paket)

8.01.01.1.05.0002 -
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)

8.01.01.1.05.00083 -
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi

Kepegawaian
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Terlaksananya Jumlah Dokumen 8.01.01.1.06 - Administrasi
Administrasi Penatausahaan Arsip Dinamis Umum Perangkat Daerah

Umum Perangkat
Daerah

pada SKPD (Dokumen)

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan/Material
yang Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
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NSPK DAN

SASARAN Y.
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Paket Peralatan 8.01.01.1.06.0003 -
Rumah Tangga yang Penyediaan Peralatan
Disediakan (Paket) Rumah Tangga
Jumlah Paket Bahan Logistik 8.01.01.1.06.0004 -
Kantor yang Disediakan (Paket) | Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Paket Barang Cetakan 8.01.01.1.06.0005 -
dan Penggandaan yang Penyediaan Barang
Disediakan (Paket) Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Bahan/Material 8.01.01.1.06.0007 -
yang Disediakan (Paket) Penyediaan
Bahan/Material
Jumlah Laporan Fasilitasi 8.01.01.1.06.0008 -
Kunjungan Tamu (Laporan) Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan 8.01.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan) SKPD
Jumlah Dokumen 8.01.01.1.06.0010 -
Penatausahaan Arsip Dinamis Penatausahaan Arsip
pada SKPD (Dokumen) Dinamis pada SKPD
Terlaksananya Jumlah Paket Mebel yang 8.01.01.1.07 - Pengadaan

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Disediakan (Paket)

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan (Unit)

8.01.01.1.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang Disediakan
(Unit)

8.01.01.1.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Unit Sarana dan 8.01.01.1.07 - Pengadaan
Prasarana Gedung Kantor atau Barang Milik Daerah
Bangunan Lainnya yang Penunjang Urusan
Disediakan (Unit) Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Sarana dan 8.01.01.1.07 - Pengadaan
Prasarana Pendukung Gedung Barang Milik Daerah
Kantor atau Bangunan Lainnya | Penunjang Urusan
yang Disediakan (Unit) Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Mebel yang 8.01.01.1.07.0005 -
Disediakan (Paket) Pengadaan Mebel
Jumlah Unit Peralatan dan 8.01.01.1.07.0006 -
Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan
(Unit) Mesin Lainnya
Jumlah Unit Aset Tetap 8.01.01.1.07.0007 -
Lainnya yang Disediakan (Unit) Pengadaan Aset Tetap
Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan 8.01.01.1.07.0010 -
Prasarana Gedung Kantor atau Pengadaan Sarana dan
Bangunan Lainnya yang Prasarana Gedung Kantor
Disediakan (Unit) atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan 8.01.01.1.07.0011 -
Prasarana Pendukung Gedung Pengadaan Sarana dan
Kantor atau Bangunan Lainnya | Prasarana Pendukung
yang Disediakan (Unit) Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Laporan Penyediaan 8.01.01.1.08 - Penyediaan

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Laporan Penyediaan 8.01.01.1.08 - Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan) Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan 8.01.01.1.08.0001 -
Jasa Surat Menyurat (Laporan) Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan 8.01.01.1.08.0002 -
Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik yang Komunikasi, Sumber Daya
Disediakan (Laporan) Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan 8.01.01.1.08.0003 -
Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan
Perlengkapan Kantor yang dan Perlengkapan Kantor
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan 8.01.01.1.08.0004 -
Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan
yang Disediakan (Laporan) Umum Kantor

Terlaksananya Jumlah Aset Tetap Lainnya 8.01.01.1.09 -

Pemeliharaan yang Dipelihara (Unit) Pemeliharaan Barang Milik

Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09 -
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

8.01.01.1.09 -
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)

8.01.01.1.09 -
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Mebel yang Dipelihara 8.01.01.1.09 -

(Unit)

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09 -
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09 -
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)

8.01.01.1.09.0001 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

8.01.01.1.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Mebel yang Dipelihara
(Unit)

8.01.01.1.09.0005 -
Pemeliharaan Mebel

Jumlah Aset Tetap Lainnya
yang Dipelihara (Unit)

8.01.01.1.09.0007 -
Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09.0011 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
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Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUT BASE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
KODE COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ | INDIKATOR OUT COME/OUTPUT | LINE 026 2027 2029 2030
2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 20,236,477,641.00 21,000,630,839.00 21,632,780,879.00 22,280,977,122.00 22,840,190,204.00
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20,236,477,641.00 21,000,630,839.00 21,632,780,879.00 22,280,977,122.00 22,840,190,204.00
Persentase pemenuhan kebutuhan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN pelayanan administrasi
0.00.01. PEMERINTAHAN DAGRAH PROVINSI |nerkantoran Badan Kesatuan 100 | 100 Persen 15,452,596,976.00| 100 Persen 15,957,272,370.00| 100 Persen 16,395,042,593.00| 100 Persen 16,843,010,000.00| 100 Persen 17,256,733,651.00
Bangsa dan Politik
Perencanaan, Penganggaran, dan Terlaksananya Perencanaan,
0.00.01.1.01. naan, Tenganggaran, dan Evaluasi 7 Dokumen 150,000,000.00 7 Dokumen 145,000,000.00 7 Dokumen 150,923,928.00 7 Dokumen 163,010,000.00 7 Dokumen 170,000,000.00
Evaluasi Kinerja gkat Daerah enes
Kinerja Perangkat Daerah
0.00.01.1.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan |Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 150,000,000.00 7 Dokumen 130,000,000.00 7 Dokumen 130,923,928.00 7 Dokumen 138,010,000.00 7 Dokumen 140,000,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Walidata Jumlah Dokumen Hasil
0.00.01.1.01.0010 [Statistik Sektoral Dacrah Penyelenggaraan Walidata 0 Dokumen - 1 Dokumen 15,000,000.00 1 Dokumen 20,000,000.00 1 Dokumen 25,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah
T
0.00.01.1.02. e 1Laporan | 11,977,537,264.00 1 Laporan 12,525,000,000.00 1 Laporan 12,825,000,000.00 1 Laporan 13,035,000,000.00 1 Laporan 13,290,423,928.00
Daerah gkat Daerah
0.00.01.1.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN J“;"mh Orang YA“;“% Menerima Gaji 88 Orang 11,977,537,264.00| 88 Orang 12,500,000,000.00| 88 Orang 12,800,000,000.00| 88 Orang 13,000,000,000.00| 88 Orang 13,250,000,000.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan
0.00.01.1.02.0003 |pengujian/Verifikasi SKPD |dan jian /Verifikasi 0 Dokumen - 1 Dokumen 25,000,000.00 1 Dokumen 25,000,000.00 1 Dokumen 35,000,000.00 1 Dokumen 40,423,928.00
KPD
Terlaksananya Administrasi Barang|
0.00.01.1.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Milik Daerah pada Perangkat 2 Laporan 85,000,000.00 2 Laporan 100,000,000.00 2 Laporan 100,000,000.00 2 Laporan 115,000,000.00 2 Laporan 120,000,000.00
Perangkat Daerah Daerah
Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Baran,
0.00.01.1.03.0001 [Kebutuhan Barang Milik Daerah MLk Daorats SKPD e 2 Dokumen 15,000,000.00 2 Dokumen 20,000,000.00 2 Dokumen 20,000,000.00 2 Dokumen 30,000,000.00 2 Dokumen 35,000,000.00
SKPD
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan
0.00.01.1.03.0006 6 L 70,000,000.00 6 L 80,000,000.00 6 L 80,000,000.00 6 L 85,000,000.00 6 L 85,000,000.00
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD aporan aporan aporan aporan aporan
0.00.01.1.05. e - 2 Jenis 120,749,712.00 2 Jenis 145,000,000.00 2 Jenis 145,000,000.00 2 Jenis 155,000,000.00 2 Jenis 160,000,000.00
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
0.00.01.1.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakajan Dinas 2 Paket 95,749,712.00 2 Paket 125,000,000.00 2 Paket 125,000,000.00 2 Paket 125,000,000.00 2 Paket 130,000,000.00
Atribut K Beserta Atribut K
dan Jumlah Dokumen Pendataan dan,
0.00.01.1.05.0003 | SACEAE Pengolahan istrasi 1 Dokumen 25,000,000.00 1 Dokumen 20,000,000.00 1 Dokumen 20,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00
K
K -
0.00.01.1.06. i Umum gkat Daerah Umum 9 Jenis 1,435,000,000.00 9 Jenis 1,205,000,000.00 9 Jenis 1,210,000,000.00 9 Jenis 1,285,000,000.00 9 Jenis 1,356,309,723.00
Perangkat Daerah
Penyedinan Komnonen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
0.00.01.1.06.0001 | "*% P Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 25,000,000.00 1 Paket 25,000,000.00 1 Paket 30,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
Kantor yan;
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |2 M1ah Paket Peralatan dan
0.00.01.1.06.0002 | "% BXAPAT perlengkapan Kantor yang 5 Paket 275,000,000.00 5 Paket 250,000,000.00 5 Paket 250,000,000.00 5 Paket 250,000,000.00 5 Paket 250,000,000.00
Di
0.00.01.1.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;::::: P“nket Peralatan Rumah 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 40,000,000.00
0.00.01.1.06.0004 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor “!(‘;;"Ll:‘ ‘:‘kE‘ﬁ Bahan Logistilk 2 Paket 200,000,000.00 2 Paket 150,000,000.00 2 Paket 150,000,000.00 2 Paket 165,000,000.00 2 Paket 171,309,723.00
0.00.01.1.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah P“ket‘zanm:g Cetakan dan 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 40,000,000.00 1 Paket 40,000,000.00 1 Paket 40,000,000.00 1 Paket 40,000,000.00
0.00.01.1.06.0007 |Penyediaan Bahan/Material ‘li“mlah Paket Bahan/Material yang 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 15,000,000.00
0.00.01.1.06.0008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah L“";;:‘\f“““‘“‘ 1 Laporan 75,000,000.00 1 Laporan 60,000,000.00 1 Laporan 60,000,000.00 1 Laporan 65,000,000.00 1 Laporan 65,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |JUiah Laporan Penyelenggaraan
0.00.01.1.06.0000 | eaYe PHESTAS AP Rapat Koordinasi dan Konsultasi 90 Laporan 750,000,000.00| 95 Laporan 600,000,000.00| 100 Laporan 600,000,000.00| 125 Laporan 650,000,000.00| 125 Laporan 700,000,000.00
SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan
0.00.01.1.06.0010 |pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dokumen 30,000,000.00| 10 Dokumen 35,000,000.00| 10 Dokumen 35,000,000.00| 10 Dokumen 35,000,000.00| 10 Dokumen 40,000,000.00
" Terlaksananya Pengadaan Barang
0.00.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan 6 Jenis 204,600,000.00 6 Jenis 408,670,370.00 6 Jenis 400,000,000.00 6 Jenis 410,000,000.00 6 Jenis 425,000,000.00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah oatah Daoreh
0.00.01.1.07.0005 |Pengadaan Mebel ‘li“mlah Paket Mebel yang 0 Paket - 1 Paket 50,000,000.00 1 Paket 50,000,000.00 1 Paket 60,000,000.00 1 Paket 65,000,000.00
0.00.01.1.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 Unit 37,000,000.00 2 Unit 30,000,000.00 2 Unit 30,000,000.00 2 Unit 30,000,000.00 2 Unit 35,000,000.00
Lainnya Lainnya yang D
0.00.01.1.07.0007 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya ‘!::::"f‘ Unit Aset Tetap Lainnya 2 Unit 17,600,000.00 2 Unit 20,000,000.00 2 Unit 20,000,000.00 2 Unit 20,000,000.00 2 Unit 25,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana |JUMIah Unit Sarana dan
0.00.01.1.07.0010 [F<"& . Prasarana Gedung Kantor atau 10 Unit 150,000,000.00 8 Unit 208,670,370.00| 10 Unit 200,000,000.00| 10 Unit 200,000,000.00| 10 Unit 200,000,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
0.00.01.1.07.0011 |Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 0 Unit - 1 Unit 100,000,000.00 0 Unit 100,000,000.00 0 Unit 100,000,000.00 0 Unit 100,000,000.00
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
0.00.01.1.08. Jasa jang Urusan Jasa Jang 4 Jenis 860,000,000.00 4 Jenis 805,892,000.00| 4 Jenis 884,408,665.00 4 Jenis 950,000,000.00| 4 Jenis 990,000,000.00
Daerah Urusan Daerah
0.00.01.1.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat ‘é‘:::?:n::s\:::{l Penyediaan Jasa 250 Laporan 5,000,000.00| 250 Laporan 5,000,000.00| 300 Laporan 7,500,000.00| 350 Laporan 10,000,000.00| 350 Laporan 15,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |JUMiah Laporan Penyediaan Jasa
0.00.01.1.08.0002 | PenYeriagn Jase Ko g Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2 Laporan 360,000,000.00 2 Laporan 360,000,000.00 2 Laporan 371,908,665.00 2 Laporan 390,000,000.00 2 Laporan 400,000,000.00
Y Listrik van; i
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
0.00.01.1.08.0003 |-°7Y Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Laporan 45,000,000.00 1 Laporan 40,892,000.00 1 Laporan 75,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 125,000,000.00
Perlengkapan Kantor D,
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan
0.00.01.1.08.0004 |- <™ Y Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 Laporan 450,000,000.00 6 Laporan 400,000,000.00 6 Laporan 430,000,000.00 6 Laporan 450,000,000.00 6 Laporan 450,000,000.00

Kantor

ang D
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BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUT BASE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
KODE COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ | INDIKATOR OUT COME/OUTPUT | LINE 026 2027 2029 2030
2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Pemeliharaan Barang Milik Dacrah | Terlaksananya pemeliharaan baang
0.00.01.1.09.  |Penunjang Urusan Pemerintahan milik daerah penunjang urusan 8 Jenis 619,710,000.00 8 Jenis 622,710,000.00 8 Jenis 679,710,000.00 8 Jenis 730,000,000.00 8 Jenis 745,000,000.00
Daerah i daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan
0.00.01.1.09.0001 |Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Ke"dam.a" Dinas 6 Unit 218,830,000.00 6 Unit 218,830,000.00 6 Unit 218,830,000.00 6 Unit 230,000,000.00 6 Unit 230,000,000.00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan DI Pajaknva
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya _|Jumlah Kendaraan Dinas
0.00.01.1.09.0002 |Femeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang 15 Unit 85,880,000.00 15 Unit 85,880,000.00 15 Unit 85,880,000.00 15 Unit 90,000,000.00 15 Unit 90,000,000.00
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Lapangan dan P
0.00.01.1.09.0005 | P Mebel Jumlah Mebel vang Dipelihara 5 Unit 15,000,000.00 5 Unit 000,000.00 5 Unit 15,000,000.00 5 Unit 000,000.00 5 Unit 0,000,000.00
0.00.01.1.09.0007 |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ‘r!)“‘;"ﬁj’:::ﬂ Tetap Lainnya yang 0 Unit - 1 Unit 10,000,000.00 1 Unit 10,000,000.00 1 Unit 15,000,000.00 1 Unit 15,000,000.00
P Jumlah Gedung Kantor dan
0.00.01.1.09.0009 |Femeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 1 Unit 100,000,000.00 1 Unit 75,000,000.00 1 Unit 75,000,000.00 1 Unit 75,000,000.00 1 Unit 75,000,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya yayane
Dipelihara/Di
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan ‘é“?lah i“m:‘“ d?" PB’“S“’“"“
0.00.01.1.09.0010 |Prasarana Gedung Kantor atau L:n‘;’}‘i y:;‘;’ atau Bangunan 1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 175,000,000.00 1 Unit 175,000,000.00 1 Unit 175,000,000.00 1 Unit 175,000,000.00
Bangunan Lainnya Dionpayers I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan ‘;“";1“2 S“{;“:‘l“ d“K" (P“’si’m"“
0.00.01.1.09.0011 |Prasarana Pendukung Gedung endukung Gedung Rantor atau 0 Unit - 1 Unit 50,000,000.00 1 Unit 100,000,000.00 1 Unit 120,000,000.00 1 Unit 130,000,000.00
: Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya yane
- Dipelihara/Di
PROGRAM P N IDEOLOGI M
8.01.02. PANCASILA DAN KARAKTER Pemahaman Masyarakat Terhadap 75.00 Persen 2,499,731,795.00| 80.00 Persen 2,561,858,064.00| 85.00 Persen 2,673,604,217.00| 90.00 Persen 2,788,712,887.00| 95.00 Persen 2,872,352,662.00
KEBANGSAAN Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
l‘:""m‘:"" K:"E;k‘" Tek;.i; dan Persentase pemantapan Bidang
8.01.02.1.01. cmantapan Peaksanaan B cang Ideologi Pancasila dan Karakter 100 Persen 2,499,731,795.00| 100 Persen 2,561,858,064.00| 100 Persen 2,673,604,217.00| 100 Persen 2,788,712,887.00| 100 Persen 2,872,352,662.00
Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Jumlah Dok P Kerja di
Penyusunan Program Kerja di Bidang |5 2ok Lmen Program Retja di
Bidang Ideologi Wawasan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | 2018 00 08 HEasen @ er
80102 1.01 0001 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran ssaan, sara, 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 3,500,000.00 1 Dokumen 4,000,000.00 1 Dokumen 4,000,000.00 1 Dokumen 5,000,000.00
h Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan
Bhineka Tunggal ka dan Sejarah
Sejarah Kebangsaan "
Kebangsaan yang Disusun
Jumlah Kebijakan Teknis di Bid:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | o oo byakan Teknis di Bicang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | ¢ 2 08! /owama —enert
80102 1.01 0002 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran | 8% "85 00 Soness, 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 2,258,064.00 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 3,500,000.00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Tka dan gsaan,
Tunggal Ika dan Sejarah
Sejarah Kebangsaan ;
Kebangsaan yang Disusun
Jumlah Orang yang Mengikutl
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
80102 1.01 0003 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran  |Negara, Karakter Bangsa, 75 Orang 75,000,000.00| 75 Orang 98,000,000.00| 75 Orang 100,000,000.00| 85 Orang 125,000,000.00| 100 Orang 140,000,000.00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan |Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal Ika dan Sejarah
K
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengiluti
Koordinasi di Bidang Ideologi
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela |7 165, & Bl 08 K00 o8
8.01.02.1.01.0004 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran | %1 e ranEstan, 3o @ Hegars, 40 Orang 50,000,000.00| 40 Orang 50,000,000.00| 50 Orang 75,000,000.00| 75 Orang 100,000,000.00| 85 Orang 120,000,000.00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 82,
St Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
ejarah Kebangsaan dan Scjarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan |2 ian Laporan Hasil Monitoring
- Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangaoan, Rela Negara, Karaiter Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
801.02.1.01.0005 |(EHo08 e, Negara, Karakter Bangsa, 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 76,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 120,000,000.00
) b V '
Bhincka Tunggal Tka dan Sejarah Bhineka
Kebangsaan Tunggal Ika
dan Seiarah K
Jumlah Dokumen Hasil
P dan dan
Karakter Keluarga Melalui Peningkatan |Karakter Keluarga Melalui
Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya |Peningkatan Kesadaran Masyarakat
8.01.02.1.01.0006 |Penghayatan dan Pengamalan Pancasila [akan Pentingnya Penghayatan dan 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 60,000,000.00 1 Dokumen 85,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 110,000,000.00
dalam Semua Aspek Kehidupan Pengamalan Pancasila  dalam
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Semua Aspek Kehidupan
Bernegara Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara
8.01.02.1.01.0007 |Fengangkatan Purnapaskibraka Duta | Terbentuknya Purnapaskibraka 36 Orang 15,000,000.00| 36 Orang 15,000,000.00| 36 Orang 15,161,276.00| 36 Orang 15,161,276.00| 36 Orang 15,500,000.00
Pancasila Duta Pancasila
Pembinaan Torhadan Aktivitas Terlaksananya Pembinaan Aktivitas
8.01.02.1.01.0008 |/ ey Kepaskibrakaan dan 1 Dokumen 2,000,000.00 1 Dokumen 2,100,000.00 1 Dokumen 2,100,000.00 1 Dokumen 2,100,000.00 1 Dokumen 2,500,000.00
8.01.02.1.01.0009 Tugas P: b 1 Dokumen 382,731,795.00 1 Dokumen 395,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 410,000,000.00
8.01.02.1.01.0010 Tugas P : 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00
Duta Pancasila P Duta Pancasila
Permbinaan Lanjatan Kenada Terlaksananya Pembinaan Lanjutan
8.01.02.1.01.0011 y pada Kepada Purnapaskibraka Duta 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Pancasila
8.01.02.1.01.0012 |Pembentukan Paskibraka ;Z:’;::::’s’zkf;““k‘“" Pengibar 36 Orang 1,850,000,000.00| 36 Orang 1,840,000,000.00| 36 Orang 1,869,842,941.00| 36 Orang 1,919,951,611.00| 36 Orang 1,925,852,662.00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN | Persentase Pendidikan Politik
soL0 PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA pada Kader Partai Politik 100 | 100 Persen 290,809,385.00 | 100 Persen 393,499,029.00 | 100 Persen 411,360,337.00 | 100 Persen 429,759,102.00 | 100 Persen 443,127,936.00
e AN MELALUI Indeks Nasional Gatra
POLITIK DAN PENGEMBANGAN e 3.31 | 3.34 Indeks 290,809,385.00 | 3.37 Indeks 393,499,029.00 | 3.40 Indeks 411,360,337.00 | 3.43 Indeks 429,759,102.00 | 3.46 Indeks 443,127,936.00

89 Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029




BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUT BASE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
KODE COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ | INDIKATOR OUT COME/OUTPUT | LINE 026 2027 2029 2030
2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Perumusan Kebijakan Teknis dan Persentase Pemantapan Bidang
Bidang idikan Politik, Etika Budaya
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi
Politik, Peningkatan Demokrasi, dan Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.1.01. Fasilitasi i i ilan dan 100 Persen 290,809,385.00| 100 Persen 393,499,029.00| 100 Persen 411,360,337.00| 100 Persen 429,759,102.00| 100 Persen 443,127,936.00

Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

K P ilan P )
80103 1.01 0001 o Perwakilan han, Perwakilan dan 1 Dokumen 8,000,000.00 1 Dokumen 6,500,000.00 1 Dokumen 8,000,000.00 1 Dokumen 8,000,000.00 1 Dokumen 8,000,000.00
dan Partai Politik, Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum  |Umum/Pemilihan Umum Kepala
Kepala Daerah, serta Pemantauan Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah Situasi Politik di Daerah yang
JUihiah Kebijakan di Bidang
Penyusunan Bahan Perumusan o
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, | ¢ didikan Politik, Etika Budaya
” ; Politik, Peningkatan Demokrasi,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan
80103 1.01 0002 ’ 8 Pemerintahan, Perwakilan dan 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 6,999,029.00 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

Shian Orah Vang Menahat
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan

8.01.03.1.01.0003 |40 E . Pemitiban Pomerintaan Pemarilan dan 150 Orang 138,809,385.00| 150 Orang 200,000,000.00| 150 Orang 200,000,000.00| 150 Orang 212,759,102.00| 150 Orang 220,000,000.00
Umum/Pemilihan Umum Kepala Partai Politik, Pemilihan
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Umum/Pemilihan Umum Kepala
Politik di Daerah Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politile di D
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengiluti
s Koordinasi di Bidang Pendidikan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, nd
o oeE Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi wa Politt,
X : Pormakilan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.03.1.01.0004 | © o Peeee g K Pemeri X 50 Orang 50,000,000.00| 50 Orang 80,000,000.00| 50 Orang 94,360,337.00| 60 Orang 100,000,000.00| 60 Orang 100,000,000.00
- Perwakilan dan Partai Politik,
Umum/Pemilihan Umum Kepala i
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Daerah, Serta Pemantauan Situasi
ot i Dacraty Kepala Dacrah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan  |Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, |Pendidikan Politik, Etika Budaya
Etika Budaya Politik, Peningkatan Politik, Peningkatan Demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi Kelemb:
8.01.03.1.01.0005 |Demekras, Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan 1 Laporan 85,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 106,127,936.00

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Palitile di D

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

Persentase Organisasi

8.01.04. PENGAWASAN ORGANISASI R e wtit 75.00 Persen 317,553,124.00| 80.00 Persen 338,984,051.00| 85.00 Persen 354,370,869.00| 90.00 Persen 370,220,688.00 95.00 Persen 381,737,416.00
KEMASYARAKATAN emasyarakatan yang akti
Perumusan Kebijakan Tek;f; dan Persentase Pemantapan Bidang

8.01.04.1.01. idang dan 100 Persen 317,553,124.00| 100 Persen 338,984,051.00| 100 Persen 354,370,869.00 100 Persen 370,220,688.00| 100 Persen 381,737,416.00

Pemberdayaan dan Pengawasan
P

Organisasi Kemasyarakatan

Penyusunan Program Kerja Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Jumlah Dokumen Program Kerja
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan

80104 1.01 0001 |Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 1 Dokumen 5,000,000.00 1 Dokumen 3,750,000.00 1 Dokumen 5,000,000.00 1 Dokumen 5,000,000.00 1 Dokumen 5,000,000.00
Mediasi Sengketa Ormas,
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
aning di Dacoah Pengawasan Ormas dan Ormas
Asine di Dacrah vane Disusun
Jumlah Kebijakan Dibidang
Penyusunan Bahan Perumusan
g Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, | | o Nt
80104 1.01 0002 |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan rmas, Evaluasi dan Mediasi 1 Dokumen 5,000,000.00 1 Dokumen 3,234,051.00 1 Dokumen 5,000,000.00 1 Dokumen 5,000,000.00 1 Dokumen 5,000,000.00

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
ang Disusun

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

8.01.04.1.01.0003 |Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa oo 100 Orang 85,000,000.00| 100 Orang 100,000,000.00| 100 Orang 109,370,869.00| 100 Orang 125,220,688.00| 100 Orang 136,737,416.00
Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
PR, Sengketa Ormas, Pengawasan
& Ormas dan Ormas Asing di Dacrah
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi Dibidang Pendaftaran
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan o o e o
80104 1.01 0004 |Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa |- 2 Pemberdayaan Ormas, 50 Orang 122,553,124.00| 50 Orang 132,000,000.00| 50 Orang 135,000,000.00| 50 Orang 135,000,000.00| 50 Orang 135,000,000.00

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asine di Daerah
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BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUT BASE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
KODE COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ | INDIKATOR OUT COME/OUTPUT | LINE 026 2027 2029 2030
2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan |2 714k Laporan Hasil Monitoring
. Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, |2 1% €27 e 8Porsa B0 eang
8.01.04.1.01.0005 |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan | e ® 180 enos, Tomerday 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ’
Ormas dan Ormas Asing di Daerah Sengleta Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Indeks Ketahanan Nasional Gatra
PROGRAM PEMBINAAN DAN Ioeks X 3.13 | 3.20 Indeks 401,282,286.00| 3.23 Indeks 445,000,000.00| 3.26 Indeks 452,559,976.00| 3.29 Indeks 462,245,976.00| 3.32 Indeks 469,283,976.00
8.01.05. PENGEMBANGAN KETAHANAN ndoke Ketahanan Nasional Gat
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA s’;; d‘B“'d‘y:“"" asio atra | 394 | 3.25 Indeks 14,000,000.00| 3.28 Indeks 37,156,920.00| 3.31 Indeks 39,000,000.00| 3.34 Indeks 39,000,000.00| 3.37 Indeks 39,000,000.00
l‘:""m‘:"" K:"E;k"" Tek;.i; dan Persentase Pemantapan Bidang
8.01.05.1.01. emantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 100 Persen 415,282,286.00| 100 Persen 482,156,920.00| 100 Persen 491,559,976.00| 100 Persen 501,245,976.00| 100 Persen 508,283,976.00
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Budaya Y
Penyusunan Program Kerja di Bidang |- miah Dokumen Program Kerja di
AP Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya n Bk
o Pasilitast Pencegaan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
80105 1.01 0001 ; . |Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 Dokumen 5,000,000.00 1 Dokumen 28,156,920.00 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Kerukunan Umat Beragama dan :
- Penghayat Kepercayaan di Daerah
Penghayat Kepercayaan di Daerah
yang Disusun
Penyusunan Bahan Perumusan Jumlah Kebfjakan di Bidang
: Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
Kebijakan di Bidang Ketahanan Y
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | (27 Fasilitasi Pencegahan
8.01.05.1.01.0002 ’ » Buday: Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
erukunan Umat Beragama dan
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama :
: Penghayat Kepercayaan di Daerah
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
yang Disusun
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti
AP Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya kan di
o P s Do o Y Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
80105 1.01 0003 san . |dan Fasilitasi Pencegahan 150 Orang 246,282,286.00| 150 Orang 275,000,000.00| 150 Orang 275,000,000.00| 150 Orang 275,000,000.00| 150 Orang 282,038,000.00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi : L
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
- Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah :
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti
ne Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya ]
dan Fasilitasi Pencegahan : Ekonomi, Sosial, Budaya dan
8.01.05.1.01.0004 san . |Fasilitasi Pencegahan 50 Orang 65,000,000.00| 50 Orang 70,000,000.00| 50 Orang 77,559,976.00| 50 Orang 87,245,976.00| 50 Orang 87,245,976.00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi . L
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
- Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah :
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan |12 Laporan Hasil Monitoring,
i Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Ketahanan R
- ... |Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Y
8.01.05.1.01.0005 dan Fasilitasi Pencegahan 1 Laporan 90,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN

Persentase Konflik Sosial Yang

8.01.06. PENINGKATAN KUALITAS DAN Diselosatkan 75.00 Persen 1,260,504,075.00| 80.00 Persen 1,266,860,405.00| 85.00 Persen 1,306,842,887.00| 90.00 Persen 1,348,028,469.00| 95.00 Persen 1,377,954,563.00
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Persentase Pemantapan

8.01.06.1.01. Nasional dan 100 Persen 1,260,504,075.00| 100 Persen 1,266,860,405.00| 100 Persen 1,306,842,887.00| 100 Persen 1,348,028,469.00| 100 Persen 1,377,954,563.00

Kewaspadaan Nasional dan
Konflik Sosial

Penanganan Konflik Sosial

80106 1.01 0001

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di

80106 1.01 0002

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

1 Dokumen

3,000,000.00

1 Dokumen

3,000,000.00

1 Dokumen 3,500,000.00

1 Dokumen

4,000,000.00

1 Dokumen

4,500,000.00

e e Y g
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

80106 1.01 0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Ki

1 Dokumen

3,070,646.00

1 Dokumen

3,000,000.00

1 Dokumen 3,500,000.00

1 Dokumen

4,000,000.00

1 Dokumen

4,500,000.00

imlah Orang yang
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi

serta Konflik|
di Daerah

Kq Bidang K
serta Penanganan Konflik di
rah

150 Orang

150,000,000.00

150 Orang

130,860,405.00

150 Orang 135,000,000.00

175 Orang

145,000,000.00

175 Orang

150,000,000.00

91 Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025-2029




embaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Ki

Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Ki

Bidang 8
serta Penanganan Konflik di Daerah

Bidang
serta Penanganan Konflik di

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUT BASE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
KODE COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ | INDIKATOR OUT COME/OUTPUT | LINE 026 2027 2029 2030
2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengiluti
‘ Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama :
! Dini, Kerja Sama Intelijen,
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, |- 2ntauan Orang Asing, Tenaga
B.01.06.1.01.0004 | o e st Aneon " |Kerja Asing dan Lembaga Asing, 150 Orang 116,783,429.00| 150 Orang 100,000,000.00 | 150 Orang 105,000,000.00 | 150 Orang 110,000,000.00 | 150 Orang 115,000,000.00
P . Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
. |Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik|
0 D Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan  |Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, |Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kerja Sama Intelijen, Intelijen, Orang Asing,
Orang Asing, T Kerja Asing d i
8.01.06.1.01.0005 L“’"g sing, Tenaga Kerja Asing dan |Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 6 Laporan 250,000,000.00 6 Laporan 80,000,000.00 6 Laporan 85,000,000.00 6 Laporan 90,000,000.00 6 Laporan 95,000,000.00

8.01.06.1.01.0006

Forum Koordi:

Daerah
Jumlah Dokumen Hasil

Pimpinan Daerah Provinsi

Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi

1 Dokumen

737,650,000.00

1 Dokumen

950,000,000.00

1 Dokumen

974,842,887.00

1 Dokumen

995,028,469.00

1 Dokumen

1,008,954,563.00
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Tab
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM /KEGIA’

el 4.3

TAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

TUJUAN7 | BIDANG URUSAN BASE TARGET DAN PAGU INDIRATIF TAHON
L Bt TUJUAN SASARAN INDIKATOR OUT LINE 2028 KETERANGAN
puT auTpuUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 ) 3 3 s 6 7 3 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B Tndeks Harmon; Sosial
> ¥ n rmoni
Kerukunan Sosial  [Kehidupan o
Jantar dan UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 20.236.477.641.00 21.000.630.839.00) 21.632.780 87 22,280 977.122.00
Kehidupan yang KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20.236.477.641.00) 21.000.630.839.00) 21.632.780.87" 22.280.977.122.00)
5 at T dack Meningkatya Persentase
ermasyarakatyang | Berlandaskan |\, abilitas Nilai SAKIP Perangkat | PROGRAM URUSAN kebutuhan pelayanan
Kondusif, Aman, Pancasila, 100 | 100 Persen 15,452,596,976.00| 100 Persen 15,957,272,370.00| 100 Persen 16,395,042,593.00| 100 Persen 16,843,010,000.00| 100 Persen 17,256,733,651.00
Kinerja Perangkat  |Dacrah PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Nyaman Demokrasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Daerah Datieine
HAM dan Terlaksananya
P dan Evaluasi 7 Dokumen 150,000,000.00| 7 Dokumen 145,000,000.00| 7 Dokumen 150,923,928.00| 7 Dokumen 163,010,000.00| 7 Dokumen 170,000,000.00|
Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah |- o"6%
B D"t“me“ ﬁp“m“kE:’h“““" crencanaan 7 Dokumen 150,000,000.00| 7 Dokumen 130,000,000.00| 7 Dokumen 130,923928.00| 7 Dokumen 138,010,000.00 7 Dokumen 140,000,000.00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung |Jumlah Dokumen Hasil
Statistik Sektoral Dacrah Penyelenggaraan Walidata 0 Dokumen | 1 Dokumen 15,000,000.00| 1 Dokumen 20,000,000.00( 1 Dokumen 25,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00
Pendukung Statistik Sektoral
:::;‘;:'""‘ Keuangan Perangkat  |Terpenuhinya Administrasi 1 Laporan 11,977,537,264.00 1 Laporan 12,525,000,000.00 1 Laporan 12,825,000,000.00 1 Laporan 13,035,000,000.00| 1 Laporan 13,290,423,928.00)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN i“m: “‘f“g yang Aexe"m‘a 88 Orang 11,977,537,264.00| 88 Orang 12,500,000,000.00| 88 Orang 12,800,000,000.00| 88 Orang 13,000,000,000.00| 88 Orang 13,250,000,000.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD |Penatausahaan dan 0 Dokumen | 1 Dokumen 25,000,000.00( 1 Dokumen 25,000,000.00( 1 Dokumen 35,000,000.00 1 Dokumen 40,423,928.00
Pengujian /Verifikasi Keuangan
Administrasi Barang Milik Daerah | Barang Milik Daerah pada
e Pormngiat Dacoah parang Milik Dacr 2 Laporan 85,000,000.00( 2 Laporan 100,000,000.00( 2 Laporan 100,000,000.00( 2 Laporan 115,000,000.00] 2 Laporan 120,000,000.00|
- Naerah nada B n
¥ Jumlah Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik Dacrah 2 Dokumen 15,000,000.00| 2 Dokumen 20,000,000.00( 2 Dokumen 20,000,000.00( 2 Dokumen 30,000,000.00( 2 Dokumen 35,000,000.00
oo Barang Milik Dacrah SKPD
Penatausehasn Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan 6 La 70,000,000.00( 6 Lay 80,000,000.00( 6 Lay 80,000,000.00( 6 Lay 85,000,000.00 6 La 85,000,000.00
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD poran »000,000 poran »000,000 poran »000,000 poran »000,000 poran »000,000
nistrast an Perangkat . nistrast 2 Jenis 120,749,712.00| 2 Jenis 145,000,000.00| 2 Jenis 145,000,000.00| 2 Jenis 155,000,000.00( 2 Jenis 160,000,000.00|
Dacrah Kepegawaian Perangkat Dacrah »749,712. +000,000. 000,000. 000,000. -000,000.
Pf"fa‘:”" Pakaian Dinas Beserta ‘r'{“ml‘th Pfkf"m‘a'a" Dinas 2 Paket 95,749,712.00 2 Paket 125,000,000.00| 2 Paket 125,000,000.00| 2 Paket 125,000,000.00 2 Paket 130,000,000.00
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan
. A 1 Dokumen 25,000,000.00( 1 Dokumen 20,000,000.00( 1 Dokumen 20,000,000.00( 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00
Administrasi Kepegawaian dan Pengolahan Administrasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah 3::;“::::::::?:..:‘ 9 Jenis 1,435,000,000.00| 9 Jenis 1,205,000,000.00| 9 Jenis 1,210,000,000.00| 9 Jenis 1,285,000,000.00) 9 Jenis 1,356,309,723.00|
) - Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Pencrangan 1 Paket 25,000,000.00( 1 Paket 25,000,000.00( 1 Paket 30,000,000.00( 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang
— UmTan PAReT PerAaTaT A
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 5 Paket 275,000,000.00| 5 Paket 250,000,000.00| 5 Paket 250,000,000.00| 5 Paket 250,000,000.00| 5 Paket 250,000,000.00
Perlengkapan Kantor ; o
— thfaR Paket Peralatan Rumah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga T‘""“ °h_"d_"k" uma 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000.00 1 Paket 40,000,000.00
— Dl eyt
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Logistik Kantor yang 2 Paket 200,000,000.00| 2 Paket 150,000,000.00 2 Paket 150,000,000.00 2 Paket 165,000,000.00 2 Paket 171,300,723.00
isadial:
Penyediaan Barang Cetakan dan [SURHEN PREET BEENE CEmREmT
Ponegandann dan Penggandaan yang 1 Paket 35,000,000.00( 1 Paket 40,000,000.00( 1 Paket 40,000,000.00( 1 Paket 40,000,000.00 1 Paket 40,000,000.00
5 s
thfah Paket Bahan/Material
Penyediaan Bahan /Material umiah Bl n/Mater 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 10,000,000.00 1 Paket 15,000,000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu il p{’;&“ Fasilitast 1 Laporan 75,000,000.00 1 Laporan 60,000,000.00 1 Laporan 60,000,000.00 1 Laporan 65,000,000.00 1 Laporan 65,000,000.00
Jumlah Lay
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |* o Laporan
o, Penyelenggaraan Rapat 90 Laporan 750,000,000.00| 95 Laporan 600,000,000.00| 100 Laporan 600,000,000.00| 125 Laporan 650,000,000.00| 125 Laporan 700,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi
Penatausahaan Arsip Dinamis
Penatausahaan
pada SKPD 10 Dokumen 30,000,000.00| 10 Dokumen 35,000,000.00| 10 Dokumen 35,000,000.00| 10 Dokumen 35,000,000.00( 10 Dokumen 40,000,000.00
Arsip Dinamis pada SKPD
— Pengadaan
Pengadaan Rerng Millk Deerh Barang Milik Daerah 6 Jenis 204,600,000.00| 6 Jenis 408,670,370.00| 6 Jenis 400,000,000.00| 6 Jenis 410,000,000.00 6 Jenis 425,000,000.00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penunjang Urusan Pemerintah
— Paket Mebel
Pengadaan Mebel r)“m: N ot Webel yang 0 Paket R 1 Paket 50,000,000.00 1 Paket 50,000,000.00 1 Paket 60,000,000.00 1 Paket 65,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan
o 2 Unit 37,000,000.00( 2 Unit 30,000,000.00( 2 Unit 30,000,000.00( 2 Unit 30,000,000.00( 2 Unit 35,000,000.00
Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 2 Unit 17,600,000.00 2 Unit 20,000,000.00 2 Unit 20,000,000.00 2 Unit 20,000,000.00 2 Unit 25,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana |Jumlah Unit Sarana dan
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau 10 Unit 150,000,000.00 & Unit 208,670,370.00| 10 Unit 200,000,000.00| 10 Unit 200,000,000.00| 10 Unit 200,000,000.00
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Pengadaan Sarana dan Prasarana _|Jumlah Unit Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung 0 Unit A1 umit 100,000,000.00 0 Unit 100,000,000.00 0 Unit 100,000,000.00( 0 Unit 100,000,000.00
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan ""; i o ane Urusan | Tersedianya Jasa Penunjang 4 Jenis 860,000,000.00| 4 Jenis 805,892,000.00| 4 Jenis 884,408,665.00| 4 Jenis 950,000,000.00 4 Jenis 990,000,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat I‘""“ ":;m" ""“ taan 250 Laporan 5,000,000.00| 250 Laporan 5,000,000.00| 300 Laporan 7,500,000.00| 350 Laporan 10,000,000.00| 350 Laporan 15,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |7U71ah Laporan Penyediaan
B Jasa Komunikasi, Sumber Daya 2 Laporan 360,000,000.00| 2 Laporan 360,000,000.00| 2 Laporan 371,908,665.00| 2 Laporan 390,000,000.00 2 Laporan 400,000,000.00
v Air dan Listrik yang Disediakan
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TUJUAN7 |~ BIDANG URUSAN BASE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHON
L Bt TUJUAN SASARAN INDIKATOR OUT LINE KETERANGAN
puT auTpuUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 P) 3 3 s 6 7 3 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan 1 Laporan 45,000,000.00| 1 Laporan 40,802,000.00| 1 Laporan 75,000,000.00| 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 125,000,000.00
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor yang
— - TR - Laporan Py
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
. Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 Laporan 450,000,000.00| 6 Laporan 400,000,000.00| 6 Laporan 430,000,000.00| 6 Laporan 450,000,000.00 6 Laporan 450,000,000.00
- yono Dicdialea
Barang Milik Dacrah |Teriaksananya
Penunjang Urusan Pemerintahan baang milik daerah penunjang 8 Jenis 619,710,000.00 8 Jenis 622,710,000.00 8 Jenis 679,710,000.00 8 Jenis 730,000,000.00| 8 Jenis 745,000,000.00
Daerah usan da
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan  |Dinas atau Kendaraan Dinas 6 Unit 218,830,00000| 6 Unit 218,830,00000| 6 Unit 218,830,00000| 6 Unit 230,000,000.00 6 Unit 230,000,000.00
Perorangan Dinas atau Kendaraan ___|Jabatan yang Dipelihara dan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya _|Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Operasional atau Lapangan 15 Unit 85,880,000.00 15 Unit 85,880,000.00 15 Unit 85,880,000.00 15 Unit 90,000,000.00 15 Unit 90,000,000.00
Kendaraan Dinas Operasional atau  |yang Dipelihara dan
Lapangan Dibayarkan Pajak dan
Mebel Jumlah Mebel yang DipelThar 5 Unit 15.000.000.00] 5 Unit 8,000,000.00] 5 Unit 15.000.000.00] 5 Unit 25.000,000.00 5 Unit 30.000,000.00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya “m‘; sl" ctap Lainnya 0 Unit R 1 Unit 10,000,000.00 1 Unit 10,000,000.00 1 Unit 15,000,000.00 1 Unit 15,000,000.00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung |00 oo UIE RATTOTAAT
© Bangunan Lainnya yang 1 Unit 100,000,000.00( 1 Unit 75,000,000.00| 1 Unit 75,000,000.00| 1 Unit 75,000,000.00 1 Unit 75,000,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya e Sy yene
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan |Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 175,000,000.00( 1 Unit 175,000,000.00( 1 Unit 175,000,000.00 1 Unit 175,000,000.00
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan ‘;“ml“h S“;“": s““
Prasarana Pendukung Gedung rasarana  Pendukung 0 Unit B 1 Unit 50,000,000.00 1 Unit 100,000,000.00 1 Unit 120,000,000.00 1 Unit 130,000,000.00
_ Gedung Kantor atau
Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnva vang
Meningkatnya Nilai |1. Indeks PROGRAM IDEOLOGI | F ersentase Me ey
Nilai Wawasan Kewagancgaraen 2. [PANCASILA DAN Tornaden i, 75.00 Persen 2,499,731,795.00| 80.00 Persen 2,561,858,064.00 85.00 Persen 2,673,604,217.00| 90.00 Persen 2,788,712,887.00| 95.00 Persen 2,872,352,662.00
Indeks Pluralisme orhadap Altuali
orumas K;"‘"’““ T‘"‘;‘ dan Persentase pemantapan Bidang
‘emantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 100 Persen 2,499,731,795.00| 100 Persen 2,561,858,064.00| 100 Persen 2,673,604,217.00| 100 Persen 2,788,712,887.00| 100 Persen 2,872,352,662.00
Ideologi Pancasila dan Karakter
Karakter Kebangsaan
Jumlah Dok P
Penyusunan Program Kerja di Bidang K‘"": B°d “meiz 'l"gfam
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela W””’ ! ‘Ka:f o °g;m
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran |\ ~oon Kebangsaan, Bela 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 3,500,000.00 1 Dokumen 4,000,000.00 1 Dokumen 4,000,000.00 1 Dokumen 5,000,000.00
. Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Pembauran Kebangsaan,
Sejarah Kebangsaan
Bhineka Tunggal lka dan
Perumusan Kebijakan Teknis di “;“;"“‘““; “ijm_”v'\‘,‘ RS
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, K‘ b‘:"g eo "‘il :”“m
Bela Negara, Karakter Bangsa, ebangsaan, Bela Negara, 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 2,258,064.00 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 2,500,000.00 1 Dokumen 3,500,000.00
: Karakter Bangsa, Pembauran
Pembauran Kebangsaan, Bhineka || *+*" e ol
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan || “27E"35%, B neka "Unee
Jumlah O Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang P“l':k“ "‘“i y:_“fk ":f_‘ u
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela B°d ”::"“l‘ °v:; an dt
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran K‘ b‘:"g eo! "‘il :”“m 75 Orang 75,000,000.00| 75 Orang 98,000,000.00| 75 Orang 100,000,000.00| 85 Orang 125,000,000.00| 100 Orang 140,000,000.00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan | 1 83220, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Sejarah Kebangsaan
Bhincka Tunggal
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ;’(“m‘:“ '_“‘:f ﬁ_:g M[;‘g';‘m?
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela W”‘" ’"“;( b'A idang B:’ ogt
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran N”””;ﬂ :k("g:’“' 2 40 Orang 50,000,000.00| 40 Orang 50,000,000.00| 50 Orang 75,000,000.00| 75 Orang 100,000,000.00| 85 Orang 120,000,000.00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan | 8212 Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Sejarah Kebangsaan .
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan _|Jumlah Laporan Hasil
Pelaporan di Bidang Idcologi Wawasan |Monitoring Evaluasi dan
Kebay Bela N Karakt Pel; di Bidang Ideologi
cbangsaan, Bela Negara, Karalter claporan di Bldang Ideologl 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 76,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 120,000,000.00
Bangsa, Wawasan Bela
Bhineka Tunggal lka dan Sejarah  |Negara, Karaker Bangsa,
] Jumlah Dolumen Hasil
dan P
Karakter Keluarga Melalui o o K:r;kt er
Peningkatan Kesadaran Masyarakat M“:“lm ‘; ™ k'm:;{ °:‘“g‘a
akan Pentingnya Penghayatan dan clalul Peningkatan Kesadaran 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 60,000,000.00 1 Dokumen 85,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 110,000,000.00
§ Masyarakat akan Pentingnya
Pengamalan Pancasila dalam Semua |/ #4728 1 -
Aspek Kehidupan Bermasyarakat, ng yla ';:" "Sfam an
Berbangsa, dan Bernegara encasila dalam - Semua
] Duta [Terbentu
o : e r>"¢ °: “yT 36 Orang 15,000,000.00| 36 Orang 15,000,000.00| 36 Orang 15,161,276.00| 36 Orang 15,161,276.00| 36 Orang 15,500,000.00
Pembinaan Terhadap Aktivitas N YRS
§ Aktivitas Kepaskibrakaan dan 1 Dokumen 2,000,00000| 1 Dokumen 2,100,000.00| 1 Dokumen 2,100,00000| 1 Dokumen 2,100,000.00 1 Dokumen 2,500,000.00
Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka .
Pelaksanaan Tugas Paskibraka z"k I”:a“ya Penugasan 1 Dokumen 382,731,795.00 1 Dokumen 395,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 410,000,000.00
_ P2ty e
Tuy
as Duta 1 Dokumen 10,000,000.00| 1 Dokumen 10,000,000.00| 1 Dokumen 10,000,000.00| 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00

Duta Pancasila
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TUJUAN/ |~ BIDANG URUSAN BASE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHON
L Bt TUJUAN SASARAN INDIKATOR OUT LINE KETERANGAN
puT ourpuT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 73 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Terlaksananya Pembinaan
Pembinaan Lanjutan Kepada
§ Lanjutan Kepada 1 Dokumen 10,000,000.00| 1 Dokumen 10,000,000.00| 1 Dokumen 10,000,000.00| 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Duta
] Pasuk
Pembentukan Paskibraka B e 36 Orang 1,850,000,000.00| 36 Orang 1,840,000,000.00| 36 Orang 1,869,842,941.00| 36 Orang 1919,951,611.00| 36 Orang 1,925,852,662.00
] Elekiifnya Fungst
KapasitasLembaga ||/ 0o PROGRAM PENINGKATAN PERAN | Pendidikan politik
Demokrasi dan P PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA ersentase Pendidikan 100 100 Persen 290,809,385.00 | 100 Persen 393,499,020.00 | 100 Persen 411,360,337.00 | 100 Persen 429,759,102.00 | 100 Persen 443,127,936.00
Lembaga Demokrasi | pENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN |Pada Kader Partai Politik
Meningkatnya
Partisinasi P POLITIK D.
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
pdeks Ketananan Nasional 331 | 3.34 Indeks 290,809,385.00 | 3.37 Indeks 393,499,029.00 | 3.40 Indeks 411,360,337.00 | 3.43 Indeks 429,759,102.00 | 3.46 Indeks 443,127,936.00
Perumusan Kebijakan Teknis dan | Persentase Pemantapan Bidang
Bidang Politik, Etika
Pendidikan Politik, Etika Budaya | Budaya Politik, Peningkatan
Politik, Peningkatan Demokrasi, Demokrasi dan Fasilitasi
Fasilitasi 100 Persen 290,809,385.00| 100 Persen 393,499,029.00| 100 Persen 411,360,337.00| 100 Persen 429,759,102.00| 100 Persen 443,127,936.00

Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,

e Fasilitasi Kelembagaan 1 Dokumen 8000,000.00| 1 Dokumen 6,500,000.00| 1 Dokumen 8000,000.00| 1 Dokumen 8,000,000.00 1 Dokumen 8,000,000.00
Perwakilan dan Partai Politik, o o an d
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum cmerintahan, Perwakdlan dan
Partai Politik, Pemilihan
Kepala Dacrah, serta Pemantauan o e
Situasi Politik di Dacrah Vm“m/ o
Fan SR Kebiakan & Bidang
Kebijakan di Bidang Pendidikan Pendidikan Politik, Etika
Politik, Etika Budaya Politik, Budaya Politik, Peningkatan
Peningkatan Demoksasi, Fasilitast | Demokrasi, Fasilitasi 1 Dokumen 9,000,00000( 1 Dokumen 6,999,020.00( 1 Dokumen 9,000,00000( 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00

Kelembagaan

Kelembagaan Pemerintahan,

dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kenala Daerah Serta

dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kenala D

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi i

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,

o e Demokrasi, 150 Orang 138,800,385.00| 150 Orang 200,000,000.00| 150 Orang 200,000,000.00| 150 Orang 212,750,102.00| 150 Orang 220,000,000.00
Perwakilan dan Partai Politik, o
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum asilitast Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Kepala Dacrah, Serta Pemantauan |7 F A POee
Situasi Politik di Daerah artal Polifik, Pemitthan
Umum/Pemilihan Umum
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ;’(“m‘:“ '_“‘:f ﬁ_:g THETEXRUT
Pendidikan Politik, Etika Budaya oordinast diBidang
’ ! Pendidikan Politik, Etika
Politik, Peningkatan Demokrasi, ' Politik,
* Budaya Politik, Peningkatan
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, enit
o e Demokrasi, Fasilitasi 50 Orang 50,000,000.00( 50 Orang 80,000,000.00( 50 Orang 94,360,337.00| 60 Orang 100,000,000.00 60 Orang 100,000,000.00
Perwakilan dan Partai Politik, e b
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum clembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Kepala Dacrah, Serta Pemantauan |77 9% 047 PO B0
Situasi Politik di Daerah —— I"‘L:“/ e
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan_|Jumlah Laporan Hasil
Pelaporan di Bidang Pendidikan Monitoring, Evaluasi dan
Politik, Etika Budaya Politik, Pelaporan di Bidang
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi | Pendidikan Politik, Etika
Kelembagaan Pemerintahan, Budaya Politik, Peningkatan 1 Laporan 85,000,000.00( 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 106,127,936.00
Perwakilan dan Partai Politik, Demokrasi, Fasilitasi
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum | Kelembagaan Pemerintahan,
Kepala Dacrah, Serta Pemantauan  |Perwakilan dan Partai Politik,
Situasi Politik di Dacrah Pemilihan Umum/Pemilihan
Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAANDAN | 0"\
Kebebasan Indeks Kebebasan PENGAW ASAN ORGANISASI 5 75.00 Persen 317,553,124.00| 80.00 Persen 338,984,051.00| 85.00 Persen 354,370,869.00|90.00 Persen 370,220,688.00| 95.00 Persen 381,787,416.00
Kemasyarakatan yang aktif
yarakat
Kebijakan T‘"‘;‘ dan Persentase Pemantapan Bidang
idang dan 100 Persen 317,553,124.00| 100 Persen 338,984,051.00| 100 Persen 354,370,869.00| 100 Persen 370,220,688.00| 100 Persen 381,787,416.00

Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan

Penyusunan Program Kerja Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Bal

U DORTITIET FTOETanT
Kerja Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan

1 Dokumen

5,000,000.00

1 Dokumen

3,750,000.00

1 Dokumen 5,000,000.00

1 Dokumen

5,000,000.00

1 Dokumen

5,000,000.00

Fan
Kebijakan Dibidang Pendaftaran

TemTaR Rebiakan Bibidang

Pendaftaran Ormas,

Ormas, Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,

Qrmas dan Qrmas Asin,

Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,

Qrmas dan Qrm:

1 Dokumen

5,000,000.00

1 Dokumen

3,234,051.00

1 Dokumen 5,000,000.00

1 Dokumen

5,000,000.00

1 Dokumen

5,000,000.00
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TUJUAN7 |~ BIDANG URUSAN BASE TARGET DAN PAGU INDIRATIF TAHON
L Bt TUJUAN SASARAN INDIKATOR OUT LINE KETERANGAN
puT auTpuUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 P) 3 3 s 6 I 2 3 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang o i o fk 2
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan D°b d”“";’" d; ‘; a:)
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa | o8 bendaftaran Ormas, 100 Orang 85,000,000.00| 100 Orang 100,000,000.00| 100 Orang 109,370,869.00| 100 Orang 125,220,688.00| 100 Orang 136,737,416.00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas :
: dan Mediasi Sengketa Ormas,
Asing di Dacrah "
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang ;’(“m':“ '_“ngb_d Mg MCHEIREE
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan oordinast Ditidang
o Pendaftaran Ormas,
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa ) 50 Orang 122,553,124.00 50 Orang 132,000,000.00 50 Orang 135,000,000.00 50 Orang 135,000,000.00 50 Orang 135,000,000.00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas :
: dan Mediasi Sengketa Ormas,
Asing di Dacrah -
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan_|Jumlah Laporan Hasil
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Monitoring Evaluasi dan
Ormas, Pemberd: Ormas, Evaluasi | el Dibid
rmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi | Pelaporan Dibidang 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pendaftaran Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
di Dacrah dan Mediasi Sengketa Ormas,
Meningkatnya 1. Indeks Toleransi [PROGRAM PEMBINAAN DAN ;t:'zﬁ:f::‘"“ Nasional 3.13 | 3.20 Indeks 401,282,286.00| 3.23 Indeks 445,000,000.00| 3.26 Indeks 452,559,976.00| 3.29 Indeks 462,245,976.00| 3.32 Indeks 469,283,976.00
— Kerukunan Umat
Beragama 2 Indeks Kerjasama | pyoNOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | néeks Ketahanan Nasional 2.94 | 3.25 Indeks 14,000,000.00| 3.28 Indeks 37,156,920.00| 3.31 Indeks 39,000,000.00| 3.34 Indeks 39,000,000.00| 3.37 Indeks 39,000,000.00
orumas K;"‘""“‘ T‘"‘;‘ dan Persentase Pemantapan Bidang
emantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial 100 Persen 415,282,286.00| 100 Persen 482,156,920.00| 100 Persen 491,559,976.00| 100 Persen 501,245,976.00| 100 Persen 508,283,976.00|
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Kets dan Budaya
Jamlah Dokurmen P
Penyusunan Program Kerja di Bidang K“m: B°d “mekn L:sjmm
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya crja di Bidang Ketahanan
. Ekonomi, Sosial, Budaya dan
dan Fasilitasi Pencegahan ¥
’ _ |Fasilitasi Pencegahan 1 Dokumen 5,000,000.00| 1 Dokumen 28,156,920.00| 1 Dokumen 30,000,000.00( 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi | 1% o
Kerukunan Umat Beragama dan mel :gL“("”:‘( art °U B‘[
Penghayat Kepercayaan di Daerah asilitast Kerukunan Uma
Beragama dan Penghayat
Penyusunan Bahan Perumusan Jumlah Kebijakan di Bidang
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ekonomi, Sosial, B“dayadm':‘“l:h:r' Budaya dan Faallites! 1 Dokumen 9,000,00000( 1 Dokumen 9,000,00000( 1 Dokumen 9,000,00000( 1 Dokumen 9,000,000.00 1 Dokumen 9,000,000.00
& y arkotika, & y
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama | Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
dan Penghayat Kepercayaan di Dacrah |Umat Beragama dan Penghayat
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya | Pelaksanaan Kebijakan di
dan Fasilitasi Pencegahan Bidang Ketahanan Ekonomi
an Fasilitasi Pencegah o idang Ketahanan Ekonomi, 150 Orang 246,282,286.00| 150 Orang 275,000,000.00| 150 Orang 275,000,000.00| 150 Orang 275,000,000.00| 150 Orang 282,038,000.00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi | Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Penyalagunaan
Penghayat Kepercayaan di Dacrah | Narkotika, Fasilitasi
Pelaksanaan Koordinasi i Bidang __|Jumlah Orang yang Mengikuti
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya  |Koordinasi di Bidang
dan Fasilitasi Pencegahan Ketahanan Ekonomi, Sosial
an Fasilitasi Pencegah o ctahanan Exonomi, Sosial, 50 Orang 65,000,000.00| 50 Orang 70,000,000.00| 50 Orang 77,559,976.00| 50 Orang 87,245976.00| 50 Orang 87,245,976.00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi |Budaya dan Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Penyalagunaan
Penghayat Kepercayaan di Dacrah | Narkotika, Fasilitasi
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan ;’/}‘ml‘?h_mw;‘: H“_';
Pelaporan di Bidang Ketahanan b "l"’ °""i_ B_d“”‘Ka“
Bionom, Sosil, Budaya dan Faslitas o 0L 0 SR AT 1 Lay 90,000,000.00( 1 Lay 100,000,000.00 1 Lay 100,000,000.00 1 Lay 100,000,000.00 1 Lay 100,000,000.00
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, |- oo S0%ial, Budaya dan poran ,000,000. poran 000,000 poran 000,000 poran 000,000 poran ,000,000.
! Fasilitasi Pencegahan
Fasilitasi Kerukunan Unat Beragama | 121" o i
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | o > o ogunaan Rarkotika,
Fasilitasi Umat
PROGRANT
Menurunnya Persentase Fasilitasi | KEWASPADAAN NASIONAL DAN
S w I Persentase Konflik Sosial Yang
Konflik Sosial di  |Penanganan Konflik | PENIN KUALITAS DAN e 75.00 Persen 1,260,504,075.00 80.00 Persen 1,266,860,405.00| 85.00 Persen 1,306,842,887.00( 90.00 Persen 1,348,028,469.00| 95.00 Persen 1,377,954,563.00|
Masyarakat Sosial FASILITASI PENANGANAN KONFLIK sailca
- sostar
B KeWTakar TOIals G perntase Fomantapan
claksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 100 Persen 1,260,504,075.00| 100 Persen 1,266,860,405.00 100 Persen 1,306,842,887.00| 100 Persen 1,348,028,469.00| 100 Persen 1,377,954,563.00

Kewaspadaan Nasional dan

Konflik Sosial
Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Orang Asing,

Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang

1 Dokumen

3,000,000.00

1 Dokumen

3,000,000.00

1 Dokumen 3,500,000.00

1 Dokumen

4,000,000.00

1 Dokumen

4,500,000.00

Fan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang

st

iR R e atan A Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
o

1 Dokumen

3,070,646.00

1 Dokumen

3,000,000.00

1 Dokumen 3,500,000.00

1 Dokumen

4,000,000.00

1 Dokumen

4,500,000.00
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RS AAR R D) TUJUAN7 |~ BIDANG URUSAN TG BASE TARGET DAN PAGU INDIRATIF TAHON
MO | AN TUJUAN LINE KETERANGAN
puT auTpuUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 P) 3 6 I 2 3 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Eyang meng!
. Pelaksanaan Kebijakan di
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama &
" ) Bidang Kewaspadaan Dini,
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, ‘
! Kerja Sama Intelijen,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga ) ~
Pemantauan Orang Asing, 150 Orang 150,000,000.00| 150 Orang 130,860,405.00 | 150 Orang 135,000,000.00 | 175 Orang 145,000,000.00 | 175 Orang 150,000,000.00
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar|; ™" (10 OH4nE
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang | 82 Kcfja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Kewaspadaan, serta Penanganan o o
Konflik di Daerah s Snta” Tesa
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ;’(“m':“ '_"‘;‘?B_:g eTgIRI
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama oordinasi di Bidang
" ) Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, :
! Intelijen, Pemantauan Orang
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga ¢
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 150 Orang 116,783.420.00| 150 Orang 100,000,000.00 | 150 Orang 105,000,000.00 | 150 Orang 110,000,000.00 | 150 Orang 115,000,000.00
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar| 78 "<288 KO -
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang |~ 282 Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Kewaspadaan, serta Penanganan e
Konflik di Dacrah astlitast Relembagaan Bidang
— TvaTuaSTaaT TS GIAR LRt HasT
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan | Monitoring, Evaluasi dan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pelaporan di Bidang
Pemantauan Orang Asing, Tenaga | Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Intelijen, Pemantauan Orang 6 Laporan 250,000,000.00| 6 Laporan 80,000,000.00 6 Laporan 85,000,000.00 6 Laporan 90,000,000.00 6 Laporan 95,000,000.00

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan

x

Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,

Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi

Facilis. Bid
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah

1 Dokumen

737,650,000.00

1 Dokumen

950,000,000.00

1 Dokumen 974,842,887.00

1 Dokumen

995,028,469.00

1 Dokumen

1,008,954,563.00
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Tabel 4.4a
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO PROGRAM PRIORITAS OUT COME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 |Program Pembinaan Dan Pengembangan Meningkatnya ketahanan ekonomi, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan | - Pembinaan Kepemudaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya sosial dan budaya masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Keluarga Sejahtera dalam

pengurangan penyakit
masyarakat (narkoba, LGBT,
perzinahan, hidup hedons, game
online, pinjaman online dan
penyakit masyarakat lainnya)

- Menyelenggarakan kegiatan
pembinaan dan fasilitasi FKUB

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

2 |Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional |Meningkatnya penanganan konflik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan |Menyelenggarakan kegiatan
dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi sosial yang diselesaikan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pembinaan dan fasilitasi FKDM
Penanganan Konflik dan Forkopimda serta tim
Sosial terpadu penanganan konflik

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

sosial

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi
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Tabel 4.4b

URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
(PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024-2029)

No PROGRAM PRIORITAS

OuUT COME

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

KETERANGAN

1 2

3

4

5

Program Peningkatan Peran Partai

Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik

Meningkatnya Etika dan Budaya
Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Sosialisasi pelaksanaan penggunaan hak
pilih kepada Penyandang Disabilitas dalam
partisipasi PEMILU

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Penyusunan kebijakan yang mengatur
partisipiasi penyandang disabilitas dalam
pemilihan umum terkait (partsipasi sebagai,
pemilih,penyelenggaraan PEMILU, dan sarana
dan prasarna penyelenggaran PEMILU)

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Sosialisasi kepartisipasian penyandang
disabilitas duduk dalam lembaga legislatif.
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Tabel 4.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

NO INDIKATOR SATUAN BAS;:;;II-NE 2025 | 2026 Tgl;S?T 12‘21;21\1 2029 | 2030 KETERANGAN
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11

Indeks Harmoni Sosial Indeks 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0
Indeks Harmoni Religius Indeks 0] 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0

Indeks Toleransi Indeks 0 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0

Indeks Kerjasama Indeks 0 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0

Indeks Kewarganegaraan Indeks 0 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0

Indeks Pluralisme Indeks 0 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0

Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase 70.05 70,05 | 70,10 | 70,15 | 70,20 | 70,25 | 70,30
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks 77.06 77.36 | 77.66 | 77.96 | 78.26 | 78.56 | 78.86

Indeks Kebebasan Indeks 82.71 83.01 | 83.31 | 83.61 | 83.91 | 84.21 | 84.51

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks 74.17 74.47 | 74.77 | 75.07 | 75.37 | 75.67 | 75.97

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Poin 69.45 70.25 | 70.75 | 71.25 | 71.75 | 72.25 | 72.75
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Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |8.01- KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Persentase Meningkatnya Pemahaman
2 |Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai positif % 75.00 75.00| 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00
Pancasila
g |Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partal | oie | pergentase 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Politik
4 |Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik positif Indeks 3.31 3.31 | 3.34 | 3.37 | 340 | 3.43 | 3.46
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang "
S aktif positif Persentase 75.00 75.00| 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00
6 |[Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi positif Indeks 3.13 3.13 | 3.20 | 3.23 | 3.26 | 3.29 | 3.32
7 |Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya | positif Indeks 2.94 3.25 | 3.25 | 3.28 | 3.31 | 3.34 | 3.37
8 |Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan positif Persentase 75.00 75.00| 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00

Berdasarkan pedoman umum LPPD 2024 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indeks Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penunjang Pemerintahan Umum tidak menjadi kewajiban Urusan

Pemerintah Daerah
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BAB V
PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-
2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang memuat
program-program yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun, dalam mencapai tujuan dan sasaran disusun sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Riau.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam
jangka waktu lima tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan
pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini
disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan
potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Provinsi Riau

pada umumnya.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau
tahun 2025-2029. Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolak
ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan
pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan
kinerja yang disampaikan pada akhir tahun anggaran melalui penilaian

realisasi kinerja program /kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang
setiap tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau
penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan
kondisi yang berkembang serta akan melaksanakan pemantauan dan

pengevaluasian secara responsif gender.
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Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya
pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin
terarah dan meningkat, dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
Kedepannya, diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai
rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau

secara umuimnl.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI RIAU

BOBY RACHMAT, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19830516 200112 1 002
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KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/II1/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang:

Mengingat:

a.

PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029
GUBERNUR RIAU,

bahwe dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
Riau ""ahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029, diperlukan Tim
Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemer ntah Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluesi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjarg Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi
penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembeatukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2025-20209;

Undanz-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republ k  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11,

Undeng-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20292 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808 ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembeangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 — 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produl: Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata
Cara Ferubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Taun 2024 Nomor 14);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-

2029.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
terdiri dari:

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Koordinator;

€. Anggota.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan
Gubernur ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan Gubernur ini

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada

Guberrur Riau.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Guberrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanje Daerah Provinsi Riau.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal |9 MARET 2028

QUEERNUR RIAU,
Y o O -4_“”‘ /

/ <
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<
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LAMPIRAN I :

NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

1 276/111/2025
119 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 — 2029

JABATAN STRUKTURAL KEDUDUKAN
MO | o UNGEIONALS PRLARSAWA sl DALAM TIM
[1] 12 13 L]
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Kesatuan Ketua
Bangsa dan Politik
2 | Sekretaris Badan Badan Kesatuan Sekretaris
Bangsa dan Politik
3 | Kepala Bidang ldeoclogi, Wawasan |Badan Kesatuan Anggota
Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Bangsa dan Politik
4 | Kepala Bidang Politik Dalam Badan Kesatuan Anggota
Negeri Bangsa dan Politik
5 | Kepala Bidang Ketahanan Badan Kesatuan Anggota
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | Bangsa dan Politik
dan Organisasi Kemasyarakatan
6 | Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Anggota
Nasional dan Penanganan Konflik | Bangsa dan Politik
7 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
8 |Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
9 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
10 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Badan Kesatuan Koordinator
Program Bangsa dan Politik
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Badan Kesatuan Anggota
dan Umum Bangsa dan Politik
3 |Ketua Tim Kerja Keuangan, Badan kesatuan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Bangsa dan Politik
Barang Milik Daerah
4 | Fungsional Perencana Ahli Badan Kesatuan Anggota
Pertama Bangsa dan Politik
5 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
6 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
7 | Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politike




MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

TAHUN 2025 - 2029

NO

HASIL VERIFIKASI

BAB SUBSTANSI MATERI PERLU TAT
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 g 4 S 6
1 | BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD
Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang
mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029
dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai
strategis Renstra PD.
Dasar Hukum Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan \% Untuk menambahkan
Penyusunan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025- dasar hukum
2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan 1. Peraturan Gubernur
produk hukum Nomor 5 tentang RAD
Penghormatan,
Perlindungan dan
Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
Tahun 2024-2029
2.Inpres No. 9 Tahun
2000 tentang
Pengarustamaan
Gender (PUG)
3.Perda No. 3 Tahun 2023
tentang PUG dalam
Pembangunan Provinsi
Riau
Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra \Y Menambahkan

PD Tahun 2025-2029

Maksud Mewujudkan
lespon perencanaan
lesponsivel daerah yang




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN
PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
2esponsive gender dan
inklusif.
Tujuan
Merumuskan
perencanaan 2esponsive2
daerah yang 2esponsive
gender dan inklusif.
Sistematika Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian
Penyusunan ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD
Tahun 2025-2029.
2 | BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Gambaran Pelayanan Menyajikan  data-data dan  informasi  terkait \Y Menyajikan data SDM

Perangkat Daerah

pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD
disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan
urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga
tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai
dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan
dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis
diagnostik.

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan
yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir
diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

terkait ASN Disabilitas

Menyajikan data sarana
prasaran pendukung
inklusi dan gender

Menyajikan data Terpilah
pada Kinerja Pelayanan
terkait dengan Gambaran
Indeks Demokrasi
Indonesia spesifik
menjelaskan bagaimana
capaian Aspek Kesetaraan
pada Indikator kesetaraan
Gender;

Data kesenjangan Gender
terkait dengan Persentase
perempuan dalam
pemilihan langsung

Tugas, fungsi dan
struktur Perangkat
Daerah




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI EERLY) CATATAN PERBAIKAN
PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
Sumber daya Perangkat \Y Mohon dilengkapi dengan

Daerah

data sarana dan
prasarana di Badan
Kesbangpol yang terkait
responsif gender

Kinerja pelayanan
Perangkat Daerah
(termasuk capaian SPM
sesuai dengan
tupoksinya

Kelompok sasaran
layanan

Mitra Perangkat Daerah
dalam pemberian
pelayanan (apabila ada)

Dukungan BUMD
dalam pencapaian
kinerja Perangkat
Daerah (apabila ada)

Kerjasama daerah yang
menjadi Perangkat
Daerah (apabila ada)

Permasalahan dan lsu
Strategis Perangkat
Daerah

Agar dilengkapi narasi
terkait permasalahan
Menyusun strategi
afirmasi dan dukungan
nyata untuk perempuan
calon legislatif dan kepala
daerah(kuota,pembiayaan
kampanye,pelatihan)




NO

BAB

SUBSTANSI MATERI

HASIL VERIFIKASI

SESUAI

PERLU
PERBAIKAN

CATATAN PERBAIKAN

2

3

4

5

6

Permasalahan
pelayanan Perangkat
Daerah

Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang
dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun
2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD
maupun  urusan Perangkat Daerah dengan
menampilkan data-data yang lebih spesifik dan
mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD,
ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh
PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan
kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan
dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas
kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa
permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan
data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang
berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan
data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel,
grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan
datanya (bukan menarasikan tabel). Pastikan setiap
subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis
diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa” suatu kondisi
terjadi dan “apa” implikasinya

\Y

Mohon didiskusikan
terkait permasalahan dan
isu gender yang terkait di
Badan Kesbangpol

Isu strategis Perangkat
Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan
dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat
mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari
berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan
antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan
resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029,
ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil
penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang
penentuannya didasarkan pada:




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU TAT
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
Tujuan Renstra PD a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang
Provinsi Riau Tahun ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan
2025 - 2029 kewenangannya,
b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029
Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun
dengan:
a. Kalimat kondisi;
b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,;
c. Disusun dengan 5ahasa yang jelas dan mudah
dipahami;
Sasaran Renstra PD Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD
Provinsi Riau Tahun serta merupakan intermediate outcome. (Langkah-
2025 - 2029 langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung
pencapaian tujuan utama)
Strategi Perangkat Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah \Y Dilengkapi dengan strategi
Daerah dalam rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif yang sesuai dengan
mencapai tujuan dan berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan rekomendasi dalam sub
sasaran Renstra PD diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, bab isu strategis dan
Riau Tahun 2025-2029 | fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan permasalahan tsb
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
Arah kebijakan Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-
Perangkat Daerah 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan
dalam mencapai tujuan | operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi
dan sasaran Renstra PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun
PD Provinsi Riau Tahun | 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka
2025-2029 mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD
4 | BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program

Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan
indikator target dan pagu indikatif.

Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output,
target dan pagu indikatif

Perangkat Daerah memperhatikan:

Disusun analisis gender
pada sub kegiatan yang
ditandai sebagai kegiatan
yang responsif gender
dengan menggunakan
GAP/GBS/GAB (ditandai




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU TAT
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program dengan ARG utk sub
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang kegiatan tsb)
telah ditetapkan.
2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang
urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan
kaidah arsitektur kinerja. (dengan menggunakan
nomenklatur Terlaksananya, Terpenuhinya,
Tersedianya, dst..)
Uraian Subkegiatan Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja,
beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
indikator, target, dan
pagu indikatif
Uraian Subkegiatan Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada \Y Menambahkan Program

dalam rangka
mendukung program
prioritas pembangunan
daerah

Laporan Rancangan Akhir poin 6. Daftar Subkegiatan
Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)

- ( Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program
Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU
CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA,
DLL..)

- Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan
Prioritas di SIPD Renstra

Priroitas Kemiskinan dan
Penghormatan,
Perlindungan dan
Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
Tahun 2024-2029 pada
uraian sub kegiatan
dalam rangka mendkung
program prioritas
pembangunan daerah
Tabel terlampir

di Tagging Program,
Kegiatan dan Sub
Kegiatan pendukung
pencapaian kesetaraan
gender pada peningkatan
Partisipasi perempuan di
Politik dan Peningkatan
Partisipasi pemilih
perempuan lalu Disusun
analisis gender pada sub
kegiatan yang ditandai
sebagai kegiatan yang
responsif gender dengan




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU TAT
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
menggunakan
GAP/GBS/GAB
Target keberhasilan Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada
pencapaian tujuan dan | Laporan Rancangan Akhir poin 7. Indikator Kinerja
sasaran Renstra PD Utama (Tabel 4.5)
Provinsi Riau tahun Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator
2025-2029 melalui Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU
Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat
Daerah
Target kinerja Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada
penyelenggaraan Laporan Rancangan Akhir poin 8. Indikator Kinerja
urusan pemerintahan Kunci (Tabel 4.6)
daerah Tahun 2025- Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator
2029 melalui Indikator | Program OPD ke IKK
Kinerja Kunci (IKK)
Program, kegiatan dan | (dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan)
subkegiatan
merupakan hasil
cascading dari tujuan,
sasaran, outcome dan
output.
5 | BAB V PENUTUP
Penutup Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan
daerah




Lampiran 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Pengentasan
Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029)

No

PROGRAM PRIORITAS

OuUT COME

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

KETERANGAN

Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik

Meningkatnya Etika dan
Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan, dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Sosialisasi pelaksanaan penggunaan
hak pilih kepada Penyandang
Disabilitas dalam partisipasi
PEMILU

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Penyusunan kebijakan yang
mengatur partisipiasi penyandang
disabilitas dalam pemilihan umum
terkait (partsipasi sebagai,
pemilih,penyelenggaraan PEMILU,
dan sarana dan prasarna
penyelenggaran PEMILU)




No PROGRAM PRIORITAS

OUT COME

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

KEGIATAN /SUB KEGIATAN

Pendidikan Palitik, Etka Budaya
Politik, Peningkatan Demokmsi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwnbkdlan dan Partei Politik,
Pemilitian Umum/ Pemilihan Umuam
kepala Daecih, serta Premantauan
Qituanl Pulitik di Baerah

-

Sosialisasi kepartisipasin

penyandang disalilitos duduk
dalam lembaga legislatil.

Pekanbaru, DOkiober 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

SEKRETARIS

SHI PETRI HARYANTI, 5.Fd
NIP. 19690321 199802 2 (D1

N DAN UMUM

MLIESALIM, 2T
NIF. 19791008 200902 1 003

KEPALA BIDANG PEMERINT.
BAPPEDA

RAA JERTIS
MNP 1977061

AN, 5T, M.5i
200012 1 DO

PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA PROVINSI RIAU

RUDM HENDREAVEUNAWAN, 5 Kom,, M Hi,
NEP. 19704224 199803 1 004

PEREN
BAPPEDA

AR LA

KiP. 19810100

AHLI MUDA
VINS] RIAD

JARL, 5.1
200902 1 002

|



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH | Disusun oleh/ Tanggal Akhmad Fadii Lubis/ September 2025
PROVINSI RIAU !

Direviu oleh/T anggal Fith Ermanto / September 2025
Disetujui oleh/Tanggal 'Roni Cokro Subagio/ September 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau
Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas
Rancangan Akhir RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Periode
2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila,
Demokrasi dan HAM.

Sasaran : 1. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama.

Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan.

Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat.

Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi

Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya

Partisipasi Politik Masyarakat

6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

ahswN

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang

menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir
Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun
2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sﬁb kegiatan rancangan akhir |
Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program
| perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.




1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program
pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan
program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara targé{ k_inerja ranééﬁgan akhir Renstra perangkat daerah féﬁun
2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode
2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya:
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana
yang tertuang dalam Lampiran KKR -7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk
memerintahkan Ketua Tim Kerja Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata
SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, September 2025

Supervisor/Pengendali Teknis

RACHMAT, S.STP, M.Si RONI COKRO SUB]GIO, SE

! Utama Muda (IV/ic) Pembina Utama Muda (IV/c)
NP, 19830516 200112 1 002 NIP 196712051998031003




o uk

KKR-1
KESELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD HASIL REVIU APP
KESELARASAN
NO
TUJUAN SASARAN CUTCOME PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN YA TIDAK CATATAN [ REKOMENDAS|
s Py Progam, Kaegialan Dan
1 ;ﬁmklféﬂ:" 4 » Dokurmen F Jumlah Dekumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Ya Subkegatan Sudah Selaras
o DenganTujuan Dan Sasarmn
— Peangkat Dagrah
2 1.08.01.1,01.0007 Evaluas| Kinerja Parangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrah Laporan Ya
1.06 01,1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data durmlah Dala Statistik Sektoral Daerah yang Telah Data vi
3 1.06.01 1.01 Parancanaan, Penganggaran, | Statistik Sekioral Daarah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkal Dasrah 3
dan Evaluas| Kinerja Perangkat Daerah
1.08.01.1.01.0000 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | dumlah Berita Acare Hasil Forum Parangkat Daerah
4 Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka | Berdasarkan Bidang Urusan yang Dlampu dalam Rangka Borita Acara Ya
|Penyusunan Dokumen Parencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah
1.068.01.1.01 0010 Panyelenggaraan fata Pendukung | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidala Dok Yo
5 Statistik Sekioral Caerah Pandukung Statistik Sekioral Dnarah ohiTE
g 1.08,01.1.02 Administrasi Keuangan 1.08,01.1.02.0001 Panyediaan Gajl dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan Yo
Patangat Daorah
1.06.01.1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
7 Barang Millk Gasrah SKPO Jumiah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daeran SKPD Dokuman Ya
1,06.01.1 03 Administrasi Barang Milik
e P
SUEmN A E RO Chera 1.08,01.1.02.0002 Pangamanan Barang Millk Dasrah Jumiah Dokumen Pengamanan Barang Millk Daerak
[3 Dokumen Ya
SKPD SKPD
1.06,01 1.06 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
o Atrisut Kelerghapanhya Jumlah Pakat Pakaian Dinas Boserta Atrbut Kelengkapan Paket Ya
1,08.01.1.0% Adml K
Prarangkat Daersh 1.08.01 1050003 Pendataan dan Pengolahan Jumiah Dokurmen Perdataan dan Pengalahan Administrast Dok y
10 Adminisirasi Kepegawalan Kopegawalan il L
1.08.01.1 06,0001 Panyediaan Komponen Instalas| Jumluh Pakat Komponen Instalasl Listik/Penerangan Paket v
" ListrikPonerangan Banguran Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan s A
1.08.01.1 08.0002 Penyadiaan Paralatan dan Jurnlah Pakat Peralatan dan Parlengkapen Kanter yang Pak ¥
12 Parlengkapan Kantor Digediakan Akt %
13 1,00.01.1.08.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |Jurnlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Cised akan Paket Ya
14 1.08.01.1,06.0004 Panyediaan Bahan Logistik Kantar Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket Ve
1.08,01.1.06.0005 Penyadiaan Barang Catakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggancaan yang Yi
15 1.08.01.1.08 Administras| Umum Penggandaan Disadinkan Paket "
Parangkat Daerah
1.06,01.1,060008 Penyedisan Bahan Bacaan dan Jumlah Cokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Dok v
6 Peraturan Perundang-Undangan Parundang-Undangan yang Disediakan S A
17 1,08,01.1.06 0007 Penyadiaan Bahan/Material Jumiah Paket BahaniMaterial yang Disediakan Paket Ya
1.08.01 1.06 0008 Pany an Rapat b Jinasi dan [ Jumlah Laparan P langg Rapat b linasl dan Laporan Ya
18 Meningkatryn ~ Terpenuhinya 1.08.01 PROGRAM Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Akuntabilitas kebutuhan pelayanan | PENUNJANG URUSAN
Kinerja Perangkat  |administrasi PEMERINTAHAN 1.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Panatausahaan Arsip Dinamis pada Dekiman Ya
Lo Daarah perkantaran DAERAH PROVINSI SKPD
1.06.01.1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem aliiiEn Ya
20 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD oRMIA
1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumiah Unit Kendaraan Dinas Qperasional atau Lapangan Unit ¥
2 Operasional atau Lapangan yang Disediakan n L
22 1.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mabe! dumlah Paket Mebal yang Disediakan Paket Ya
23 ’ 1;2;?1 1.07.0008 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumilah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Uit Ya
1.08.011.G7 Pengadaan Barang Millk ya
Dagsahi Penunjang Urusan Pemarintah 1.06.01.1 07,0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit ¥
24 Davrah Bangunan Lainnya Disediakan e *
1.06.01.1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumiah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Unit ¥
25 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan o *
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a6

36
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38

40

41

42

a5

a5

47

48

48

51

1.06.01.1.07.0011F daan Sarana dan P Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Unit ¥
Pandukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan n a
1.06.01.1 08,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapoan Ya
1,06 01,1 08,0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas!, Sumber ki ¥
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan Ry .
1.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 1.06.01.1,08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laperan Penyediaan Jasa Peralatan dan L Ya
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Aporan
1.08 01.1.08 0004 Penyediaan Josa Pelayanan Umum Jumlah Laperan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum L Ya
Kantor Kantor yang Disediakan g
1 e, m il PM”?'“E dnme Fameltmar, Bl Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
dan Pajak Perorangan Dinas |55, 0 Jubatan yang Dipalihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit L
Illl.l Kandaraan Dinas Jabatan Vi
1 ki Oﬂg;::;:dlnn Jan}:onrg::::;g';::.E“n Jumlah Kendaraan Dinas Opetasional atau Lapangan yang Unit Ya
Opranicnal stay Lapangan Dipsihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1.08,01.1.08 0005 Pemaliharaan Mabel Jumilan Mabal yang Dipelihara Unit Ya
1.08.01.1.00 Pemeliharaan Barang Milk | 1.08.01.1.08 0008 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelirara Unit Ya
Daerah Panunjang Urusan Pemerintahan | -aInnya
Daerah
1.08,01.1.08. 0008 Pemaliharsan/Rahabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantar dan Bangunan Lainnya yang Unit "
Kantar dan Bangunan Lainnya DipatharaiDirehabilitasi n a
1.08,01.1.00 0010 Pamaliharaan/Rehabilitas Sarana dan | Jumlah Socana dan Pranarana Bedung Kantor atau Unit Ya
Prasnrana Gedung Kantor atay Bangunan Lainnya Bangunan Lainnys yang Dipelihara/Direhabilitasi
108,01 1000011 Pemaliharnan/Rehabititasi Sarana dan
Jumiah Saana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Prasatana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan atay B Lalnoya yang Dipel Ditekabllitas| Unit Ya
Lainnya
106.02.01 f"“'”g""‘ “:" Pangumpular |1 ns 12 1,010003 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Kaordinasi dan Sinkronisesi
5“"”"'”9';‘ '"“"l gl Gatu) Dasrah | PONYelenggaraan Undian Gratin Berhadiah dan Penyelonggaraan Undian Grats Borhadiah tlan Dokumen Ya
gr’;“‘::"e" Kota dalam 1 (Satu) Dasra Pengumpulan Uang atau Barang Pangumpulan Uang otau Barang
106,02 1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potens i
Sumber Kesejahternan Sosial Keluarga Kewanangan ‘m‘.ﬁ;;’g’;vm:? Meninghat Knpasitasnym Keluarga Ya
Provinsl
1.06,02.1.02.0004 Penlngkulan Kamumpunn Polenm
Sumber § Sslel Juml-h lehugn Knujnhhl;{:s‘:::ml yang Meningkat Lembags Ya
Kewenangan Pravinsl e
Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat,
;D:E-zr1 02 000! P'""gk':m FAmATpURY pﬂ'.w Pekerja Soslal, Pekera Sosial Masyarakat danfatau o Ya
P” " hgan 7 [ Tonaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat rang
rovinei Kapasilasnya
1.08 02'1'%2'%01'0 F"I‘w“':'m.?ﬂ'? F’ung:nxn;n :'n [Jumlah Warakawuri/Celvargs Pablawan, Perintls
Santunan Sasitl begl Warsawurl/ Kelunge Faninie Kemerdakaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdakaan Qrang Ya
Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis gl u‘,‘.h anafaidian o |
1.08.02 PROGRAM Kemerdekaan yang pe penghargann dan santunan sosal
- Meningkatnya
PEMBERDAYAAN
pemberdayaan sosial SOSIAL 5 ”
1.00.G2.1,02 Rarmbardaysan Potenst 1.06.02.1.02.0013 Koordinasi Pengusulan Sertifikasi
Sumber Kesejahteraan Sosial Provins S‘umlbel: Da ” Jumiah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
ya Manusia Panyelenggara Kesejahteraan Grang Ya
Sosil Dasrah Provins! Daerah Provingi yang diusulkan Mendapat Sertifikas|
Meningkatnya ;'L?:"S;‘,('Lﬁﬁ;ﬁiﬁ'gﬁ:‘gﬁg‘:'m"ir.';uﬁ'c'm"' Jumiah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Orang Ya
:g:",'?:;;';:f::u" Pamberdaysan Ekonom yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonom|
!
vl 1.06.02.1.02 0018 Koordi dan Sinkronisasi Ba:
sosial L0.0L nasi dan Sinkronisas! Badan
Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan j:w;‘:’hsia‘?:lndl::?: m‘ng :’rhm“k“ Tanggung Badan Usaha Ya
Lingkungan I
Jumlah Puskesos K; yang
1.08,021.02,0016 Fasilitasi Pengambangan Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas KabupataniKota ;Tg;:;z g‘;’:::l:‘ss?w Pintu dan Barperan sebagal Hub Lembaga Ya
1.06.02.1.02.0017 Pangusulan Gelar Pahlawan Naslonal JN::::.?FEW yang Liusolian sebagal Chlcn Patiayag Orang Ya
& Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelinaraan
1.08,07.1.01 0C01 Sarana dan P
Mivinialrimrivtm Aot omy e ianily gar;i:.:'dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Dokumen Ya
1.06 07 1.01,0002 Pemeliharaan Taman Makam Jumlah Makam yang Terpanuhi Pemeliharannya nada Miskiain Ya

Pahlawan Nasional Provinsi

Taman Makam Pahlawan Nasional Provins|
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- Meningkatnya tata

1.06 07 PROGRAM

1.06.07.1.01 0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan

Jumiah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam

PENGELOLAAN 1.08.07 1.01 Pengelolaan Taman Makam 8 i : Laporan Ya
:al:lla Taman Makam |00 aN MAKAM Pahlawan Nasional Provinsi Nasional Provinai Pahiavan Naglonal Provns!
gD PAHLAWAN
1.06.07.1.01.0004 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi [Jumlah crang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi ¥
di Taman Makam Fahlawan Naslonal Pravins! di Taman Makam Pahlawan Nasional Provins| Orang L
1.06,07,1.01 0005 Pemberian Pelayanan Py L 1di [Jumlah erang yang dimakamkan o Taman Makam o v
Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Pahlawan Masional Provinsi rang "
+ Meningkatnya 1.08.03 PROGRAM 1,08.03 1.01 Pomulangan Warga Negata |, aq 5 9 04,0003 Fasiitasi Pemulangan Warga Negara  [Jumiah Warga Negara Migran Kerban Tindak Kekerasan
layanan penanganan pE“ANGAgGANR E;ib':'; K"":"‘B’T‘"”':";K’k"f":f‘w:'“ TR | Migran Kerban Tindak Kekerasan Dealam dan Luar Negerl |Dalam dan Luar Negerl yang Dipulangkin darl Titik 8 ¥
warga nagara migran  |WARGA NEGARA Theas arah Provins) u dani Titk Debarkasi di Daersh Provinsl untuk Dipulangkan | Debarkasi di Dasrah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah il 8
korban tindak MIGRAN KORBAN Dipulangkan ke Daetah Kabupaten/Kota ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Kabupaten/Kota
kekerasan TINDAK KEKERASAN | Asal
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Parmakanan Permakanan Sesual dengan Standar Gixi Minimal Qrang Ya
Kewenangan Provins|
Jumlah Orang yang Menenma Pakaian dan Kelangkapah
1.06.04.1 01.0002 Panyadiaan Sandang Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Orang Ya
Previns!
*.06,04.1.01.0003 Penyediaan Asramn yang Mudah Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni o ¥,
Dinkses Kewanangan Pravins: ang .
Jumlah Orang yang Mandapatkan Alat Bantu dan Alat
1.08.04.1.01,0004 Panysdiasn Alal Bantu Bantu Peraga Sesual Kebutuhan Kewanangan Provinsi Orang Ya
. e T hat Jumlah Orang yang Mencapatkun f Kebutuh
Ki
1.08.04.1.01.0009 F d di | pemekalan Kesohal didatam Panti Kewenangan Orang Ya
Anlam P!HH Pwn‘l
1.00.04.1.01.0006 Pambenan Bimbingan Fialk, Mantal, Jumish Pesarta Bimbingan Fisik, Mental, Spirtual dan
1,08.04.1,01 Rehabilitas| Sosial Dasar Splritual dan Sosial Sosial Kewenangan Provins| Orang Ya
Panyandang Disakiltas TerlAntar di dalam
Panti
1.06.04.1.01 0007 Pembernan Bimbingan Aklivitas Hidup | Jumlah Peserta Bimbingan Aktvitas Hidup Sehari-Harl o V.
Sehari-Hari Kewenangan Provine: rang .
1.08.04.1,01.0008 Aksen ke Layanan Pendidikan dan Jumiah Orang yang Mandapatknn Akses ke Layanan 0 ¥
Kesehatan Dasar Pendidikan dan Kesehaton Dasat Kewenangan Provinsi g "
1.06,04.1.01 0010 Pembarian Pelayanan Penelusurin Jumiah Orang yang Mandapatkan Pelayanan Penelusuran o i
Keluarga Keluarga Kewenangan Provinsi rang ]
1.00,04.1.01 0011 Pambarian Pelayanan Reunifikas| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikast o ¥,
Keluarga Keluarga Kewenangan Provinsi TG .
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan
1.00.04 1.01.0017 Fasilitasi Perbuatan Dokumaen
Dokumen Kependudukan bag! Penyandang Disablitas Orang Ya
Kependudulan bagl Penyandang Disabllitas Kewenangan Provin|
1.08.04 1 01,0021 Koordinasl dan Sinkronisasi )
Jumiah Dakumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas
Palaksanaan Bidang Rehabilitasl Sosial Dasar ? : Dokumen Ya
Penyandang Disabiitas Terlantar Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
Jumiah Anak yang Mendapatikan Layanan Peng
1.06.04.1 02.0001 Pangasuban Kewanangan Provinsi Orang Ya
Jurmiah Orang yang Menenma Pakaian dan Kelengkapan
1.06 C4.1 02.0003 Panyediaan Sandang Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Qrang Ya
Provinsi
1.06.04.1 02.0004 Penyedisan Asrama yang Mudah Jumlah Crang yang Terakses Asrama Layak Huni
Diaksea Kewenangan Provins Orang Ya
- [dumlah Crang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
1.08,04.1.02.0005 Penyed|aan Perbekalan Kesahatan di Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Qrang Ya
dalam Pant| B
ravinsi
1.08.04.1.02.0008 Pambarian Bimbingan Fisik, Mantal, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan ¥
Spiritual dan Sosial Sesial Kewenangan Provins Orang L
1.06.04.1.02 0007 Pemberan Bimbingan Aklivitas Hidup | Jurnlah Peserta Bimbingan Akivitas Hidup Sehar-Hari Ora ¥
Sehari-Hari Kewenangan Provinsi ng L
1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Jumlah Orang vang Mendapatkan Akses ke Layanan o v,
1.06.04.1,02 Rehabilitasi Sosial Dasar Kesehatan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Lt 8
Anak TerlAntar di dalam Panti
1.068.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Grang Ya

Keluarga

Keluarga Kewenangan FProvins|




78

il

78

7

a1

a2

83

87

88

88

61

02

93

a5

96

Meningkatnya
Kesejahteraan
Soslal yang
Inklusif

a7

Meningkatnya
Kaberfungsian
Sosial Pemerlu
Polayanan
Kessjahteraan
Sosial (PPKS)

- Meningkatnya
rahabilitas: sosial

1.08 04 PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

1.08.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikas|

Jumlah Drang yang Mendapatkan Pelayanan Reunitikasi

Keluarga |Keluarga Keweenangan Provinsi Orang Ya
Jumlah Orang vang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
1.06.04.1.02 0015 Penyediaan Permakanan Permakanan sesual dengan Standat Gizi Minimal Crang Ya
Kewenangan Pravins|
1.06.04.1.020017 Keordinas), Sinkronisasi dan c
i Jumlah Dokumen Hasil Koordinas: dan Pembinaan
Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Rehabilitasl Sosial Dasar Anak Teriantar di dalam Pant Dokurmen Ya
Teriantar di dalam Panti
Jumlah Orang yang Terpenuhl Kebutuhan Pembuatan
:(Esazsdiiﬂ)g F\‘;ﬁ::'.:.f;.::‘rmm Dakamen Dokumen Kependudukan Bagi Anak Tedantar Crang Ya
o 1 Kewanangan Proving|
1.06.04.1,02.0023 Akses Layanan Pangasuhan kepada | Jumlah Orang Mendapatkan Pang Keluarg ” -
Keluarga Penggant! Penggant Kewenangan Provinsi il ¥
Jdumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
1,08 04,1.02.00C1 Penyadiaan Permakanan Permaknnan sesual dangan Standar Qizl Minimal Crang Ya
Kewenangan Provinsi
dumlah Orang yang M Pakaian dan Kelengkap
1.08.04.1 03.0002 Penyediaan Sandang Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Crang Ya
Provins:
1,06 04.1 03,0003 Penyediaan Astama yang Mudah Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni o Ya
Dinkses Kewenangan Provinsi g
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat
1108,04,1:05,0004 Benyedinary At Bantu Bantu Paraga Sesunl Kebutuhan Kewenangan Provinsl R e
i Jumlah Orang yang Mendapatian Pamenuhan Kebutuhan
0005 B K
1,08.04.4 03 b dl Perbekalan Kesehatan di dalam Pantl Kewenangan Qrang Ya
clalam Panti Soslal
Provine
1,08.04.1,03 0006 Pemberion Bimbingan Fisik, Mental, | Jumish Peserta Bimbingan Fistk, Mantal, Spiritual dan ot Ya
Spritual den Sosal Sosial Kewsnangan Provinsl ang
1.08.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar
Lanjut Usia Terantar ¢i dalam Panti 1.08,04.1.03 G007 Pamberian Bimbingan Aktivitas Hidup | Jurniah Peserta Bimbingan Aktvitas Hidup Sebari-Hari o i
Sehari-Hari Keowenangan Provinsi rAng ¥
1.06.04.1,03 0010 Pemberan Pelayanan Penelusuran Jumiah Grang yang Mendap) Pal Penal Oran, "
Keluarga Keluarga Kewenangan Provinsi ang L
1.06804.1.020011 Pamberian Palayanan Reunilixasi Jurnlah Crang yang M Py Reunifi o ¥
Keluarga Keluarga Kewenangan Provinsi rang 1
1.08.04.1.03.0012 Pemulasaraan Jumnlah Pemulasaraan Kewenangan Provinal Qrang Ya
Jurnlah Crang yang Terperuhl Kebutuhan Pembuatan
1,08 04,1.03.0015 Fasilitasi Pembuatan Dekumen
& Dakumen Kependudukah bag! Lanjut Usia Terlantar Qrang Ya
Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewanangan Provinsl
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan
1.08.04.1.02,0016 Aksos ke Layanan Kesehatan Dawar |1 oot fel O Kewerangan Proving| Orang Y
1.08,04.1 02,0017 Koordinasl, Sinkronisasi dan Jumlah Dekumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi
Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia  [Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar Dokumen Yo
Terlantar di dalam Panti Kawenangan Provinsi
Jumiah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
1,06,04.1.04.0001 Penyediann Permakanan Parmakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Qrang Ya
Kewenangan Provins)
Jumilah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan
1.06.04.1.04 0002 Penyediaan Sandang Lalnnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewaenangan Orang Ya
Provins|
1.08.04 1,04 0003 Penyadiaan Asrama/Visma yang Jumlah Orang yang Terakees Astama/Wisma Layal Huni O ¥
Mudah Diakses Kewenangan Provins: g !
Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan
100,04 3.04.0004 Pany s LD 9| porbetalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Qrang Ya
dalam Panti Provinsi
1.0604.1,04,0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,  |Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan o v
Spritual dan Sosial Sosial Kewenangan Provinsi ang e
1.06.04.1 04 Rehabilitasi Sosial Dasar 1,06 04.104,0006 Pembarian Bimbingan Aktivitas Hidup | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Harl Orang Ya
Gelandangan dan Pengemis di dalam Sehari-Har k Provins|
Panti
1.06.04.1 04.0007 Bimbingan K Jurnlah Qrang yang Diberkan Bimbingan Keterampilan Orang va

Dasar

Dasar Kewenangan Provinsi
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1,08.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan

Jumlah Crang yang Mendapatkan Akses ke Layanan

124

Kesehatan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewsnangan Provinsi Crang i
Jumiah Gelandangan dan Pengernis/iKeluarga yang
1.08.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi Orang Ya
1.06.04.1,04.0011 Keordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan
Sosial Dasar Rehabllitas: Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dokumen Ya
Gelnndannnn dan Pengemis Terantar dw dalarn Panti dalam Panti
. Jumlah Crang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan
1.06.04.1.04 0013 Fasllitasi Pambuatan Dokumen
Dokumen Kependudukan Bagl Gelandangan dan Crang Ya
Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Périgamis Kewsnangan Provinsi
1.06.04.1.04 0015 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Jumiah Orang yang Pel G ¥
Keluarga Keluarga Kewenangan Provins! rang *
Jumiah Qrang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
1.06.04.1.06 0001 Penyedaan Permakanan Parmakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Qrang Ya
Kewenangan Provinsi
Jumiah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan
1.06,04.1,06 D002 Penyediaan Sandang Lannya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Orang Ya
Provins)
1.06.04.1.06 0003 Penyediaan Asramaiisma yang Jumiah Otang yang Terakses AsramafVisma Layak Huni o V.
Mudah Diakses. Kewenangan Provinsi o) 5|
B bt b Jumlah Otang yang Mendap; han Kabutuh
1.06.04.1.05.0004 Pany : d Parbekalan Kesahatan di dalam F'aﬂll Kewenangan Orang Ya
dalam Panti Brovingt
1.08.04.1.06 0006 Pemberan Bimbingan Fiek, Mental, Jumiah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spidtusl dan on ¥
Spritual dan Sosial Sonial Kewenangan Provinsi Ay »
1.06.04 1,06 0008 Pemberian Bimbingan Aktvitas Hidup | Jumiah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari o v
Sehari-Hari Kewenangan Provinni g "
1.06.04 1.05 Rehabilitas) Sosial bagi
Penyandang Mnmln’h Kruj-hmnnnn 1,06.04.1.06 0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan | Jumiah Ofang yang Dibetikan Bimbingan Keterarpilan Orang Yo
Soslal (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS | Dasar Dasar Kewenangan Provinsi
dan NARZA di dalam Panli
1.06.04.1.06 0000 Akses Kelayanan Pendidikan dan Jumiah Otang yang Mendapatkan Akses ke Layanan o v
Kesehatan Dasar Pendidikar dan Kesehatan Dasar Kewenangan Previns| hg #
Jumiah Penyandang Masalah Kese| v Soslal
1.08.04.1,06 0010 Pemulangan ke Daerah Asal {PMKS) Lainnya di Luar HIVVAIDS Kewanangan Provins Drang Ya
yang Dipulangkan ke Dasrah Asal
1.063,04.1,06.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumiah Dokumen Hasli Koordinasi dan Pambinaan
F'emblnlun Pellusnnaun Bidang Rehabilitas| Scsinl bagl | Rehabiltasl Sesial Dasar Penyandang Masalah Dok v:
g Masi ) Saslal (PMKS) Kesejahterann Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS e i
Lamnyn dl Luar HIWAIDS dan NAPZA dan NAPZA
Jumiah Orang yang Mambutuhkan Pembuatan Dokumen
1 08, ?f, T_QE MS::"”‘"" P"“b"Mf::E}fk"m” - Kependudukan Bagi Panyandang Masalah Kesejahteraan Orang Ya
sm-l-l (PMKS) Lainnya di Luar HIVIAIDS m:‘l.(‘FMKS) Ladnnya di Luar HIVIAIDS Kewenangan
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.06 04,1.06.0014 Pemberian Pelayanan Perelusuran (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang o Vi
Keluarga Mendapatsan Pelayanan Keluarga rang L
Kewenangan Provinsl
Jumlah Anak yang Mandapatkan Qrang Tua AsuhiOrang
106 06.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI Tua Angkal Sesuni Ketantuan yang Beriaku Kewenangan Cran ki
1.08.05.1 01 Pengangkatan Anak antar g pmum.? L ¥ e 2
‘WHI dan Pengangkatan Anak oleh Orang
Tun Tinggel 1.06.05101.0002 Pengangkatan Anak oleh Crang Tua  |Jumiah Anak yang Mendapatian Orang Tua Tunggal & "
Tungaal sesual Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provins) i) *
1.06 05.1,02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jurmlah Orang M patkan Bantuan F o ¥
Ekonom! Masyarakat E [ kat K Provinsi iy L
Jumiah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan
Lc:a:]rs,: 02,0006 Fasilitasl Bantuan Sosinl Kesejahterman Barituan Soslal K Keluarga t g Orang va
g Provins
- Meningkatnya 1.06.05 PROGRAM 1,06.05.1.02 0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Kabupaten/Kata yang Aktil Melaksanakan ¥
perlindungan dan PERLINDUNGAN DAN Cakupan Daerah Provinsi Pemutakhiran Data Fakir Miskin L] L
Jaminan sosial JAMINAN SOSIAL
1.06 05.1 02 0000 Fasilitast pengembangan potensi Jumlah pendamping program bantuan sostal yang
1.08.06.1.02 Pengelolaan Data Fakir pendamping Program Bantuan Sosial mendapatican pengembangan patensi Orang Ya
Miskin Cakupan Daerah Provins
1.08.05.1.02.0010 Penyelenggaraan Koordinasi dan Jurlah Dokumen Hasil Kecrdinasi dan Sinkianisasi
Dokumen Ya

Sinkronisasi Program Bantuan Sasial Non Tunai

Program Bantuan Sosial Non Tunai
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1.06.05.1.020011 Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal

Jumiah keluarga fakir miskin yang mempetoleh bantuan

146

147

148

Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah | stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah Orang Ya
KabupatenKota iabupaten/kota
106,05.1.02.0012 Fasilitas| Bantuan Jaminan Sosial bagi |Jumiah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Ora i
Pekerja Rentan Miskin Jaminan Sesial Ketenagakerjaan Kewenangan Provins| L L
Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 2x1
1.08.06.1.01.000% Panyediaan Parmakanan Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi Gmng i
1.06.06.1.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Jumlah Orang yvang Mendapatkan Penanganan Khusus o v
Rentan bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi rang 3
Jumiah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan
1.06,06.1.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Dukungan Psikesosial Kewenangan Previnsi Qrang Ya
Jumlah Orang yang Merdapatkan Pakaian dan
1.06,061,010011 Panyediaan Sandang S:Lj'r'f:'(:‘,"" helntym i ;:’.‘:f!f prds Masa Tanggap Orarg Ya
Provins| ™
:}3&(3;31 0013 Penyediaan Tempat Penampungan Jumish Tempat Penigungsian Kewenangan Provinsi Orang Ya
1.06.08.1,01.0018 Peningkatan Kompetens! Tarna Siaga [Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan o Vi
Bencana (Tagana) Dalam f ganan & Kamp ang ]
- Meringkatnya 10606 PROGRAM 1.06,06.1.01 0017 Fasllitas Bantuan Langsung Berupa Jurnlah Korban Bencana yang mendapatian Bantuan
Perllnduuﬂgan?sooial PENANGANAN 1.06.06.1.01 Perlindungan Sostal Korhan ||ung Tunai bagi Karban Bencann Langsung Berupa Uang Tunal Fmmigu b
Bencann Alam dan Sosial Provins!
korban bencana BENCANA
1.068,06.1.01 0018 Seslalisasl dan Edukas) dumlah Anak Usia Sekolah yang Mandapatkan Edukas o i
penanggulangan Bancana pada Anak Usia Sekolah penanggulangan Bancena pada lokas| rawan bencana el L]
1.06.06.1,01 0018 Penyuluhan sosial untuk soatal Jumiah Crang yang mendapatian penytuban sosal
komunikasl, Informasi, dan adukasl (KIE) kepada berpa sosialisasl komunikas, informasi, dan edukas o ¥
torkail ggulangan bencana pacs (KIE) terkalt penanggulangan bencana pada masyarakat di G2 A
masyarakat di lokasi rawan bencana lokasi rawan
1.06.06.1.01 0020 Fasllitasi Pemetaan rawan konflik Jdumiah Dierah vang difasilitas untuk malakukan it
sosial pemetaan rawan konflik sosial ot} Y&
1.00.06.1.01.0021 Monltoring dan evaluasi keglatan Jumiah dokumen hasil monitoring dan evaluas Keserasian Bakiisa v
Keserasian Sosial (KS) dan Kearitan Lokal (KL) Soelal (KS) dan Kearifan Lokal [KL) i b
1.08.06.1,01 0022 Peningkatan kapasilas tenaga Pelapor
Perdamaian (Pordam) dalam pananganan korban ::‘r::‘lnhkl.zv:q‘;g:;?:! pRedamaian yaag mendapalkan Orang Ya
bencara sosial dan non Alam
1.08.061,01.0022 Fasilitasl Kampung Siaga Eencana dan
Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan ::‘,::K:.:Tmmg Winge bancane dan fumbung soalel YA | psgueikelurahian Ya
bencana
Jumiah Anak yang Mendapatkan Orang Tua AsuhiOrang
10805101 Pengangkatan Anak antar 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI ;‘rj:m“::;?w Sesual Ketehtuan yang Berlaku Kewenangah Crang Ya
WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang
Tum Tunggal 1.08.06.1.01 0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua | Jumiah Anak yang Mendapatkan Crang Tua Tunggal & ¥
Tunggal sesual Ketontuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi il .
1.08,05.1.02.0003 Fasilitasl Bantuan Pengembangan Jumiah Orang Mendapalkan Bantuan Pengembangan o ¥
Ekonom| Masyarakat & i pan Provinst rang L
Jumiah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkar
;(.::.35 1.02.0008 Fasilitosi Bantuan Sosial Kesajahtaraan Bantuan Sasial Kesejahterasn Keluarga Kewenangan Dfing Ya
i Provinsi
1.08.05 1.02,0006 Pengalolaan Data Fakir Miskin Jurmilah Kal it yang Aktif Melak WablKet ¥
Cakupan Daerah Provins| Pamutakhiran Data Fakit Miskin A -
Menmgkatnya Meni
- Meningkatnya 1.06.06 PROGRAM
i::';:::::ﬂmh perlindungan dan PERLINDUNGAN DAN
Scsial Jaminan:saalal Sl sl 1.08.05,1 02,0000 Fasilitasi pengembangan polensi Jumilah pendamping program bantuan sosial yang o o
1.08.05 1.02 Pengelolaan Data Fakir pendamping Program Bantuan Sosial mendapatkan pengembangan potensi Yang -
Miskin Cakupan Daerah Provins|
1.08.05.1 02,0010 Penyelenggaraan Koordinasi dan Jumlah Dokurmen Hasil Koordinas| dan Sinkrenisasi Dol Yi
Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Program Bantuan Sosial Non Tunai Fuien 5
1.06.05,1 02.0011 Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Jumlah keluarga fakir miskin yang mempercleh bantuan
Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah | stimulan medal dan pendampingan usaha lintas daerah Qrang Ya
Kabupaten/Kota kabupatenfkota
1.08051.02.0012 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi |Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Baniuan a v
Pekerja Rentan Miskin il "

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi




KKR-2

KESELARASAN INDIKATOR, KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN BIDANG URUSAN PADA PERANGKAT DAERAH

HASIL REVIU APIP

IKU/IKD SUMBER
DIKATOR ATUAN PERANGKAT KESELARASAN
NO 1 INDRAD = (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)
DAERAH
YA | TIDAK CATATAN /
REKOMENDASI
Indeks Harmoni ‘ Indikator Kinerja
1 Religius indeks IKD IKD Ya Perangkat Daerah
Sudah Selaras
i Dengan Bidang
2 |Indeks Kerjasama |Indeks IKU SASARAN Ya Urusan Pada
Perangkat Daerah
3 |Indeks Kebebasan |indeks IKU SASARAN Ya
4 |Indeks Toleransi Indeks IKU SASARAN Ya
Persentase
g |Eesi |Persentase | IKU SASARAN Ya
Penanganan Konflik
Sosial
Nilai SAKIP )
8 Premsprt Dl Pcin KU SASARAN Ya
7 |Indeks Pluralisme |Indeks KU SASARAN Ya
Indeks Kapasitas
8 |Lembaga Indeks IKU SASARAN Ya
Demokrasi
Indeks
9 Kewarganegaraan Indeks IKU SASARAN Ya
Indeks Demokrasi .
10 i indeks IKU TUJUAN Ya
yy |lndeksHamont |, IKU TUJUAN Ya
Religius
Indeks Harmoni
12 Sosial Indeks IKD IKD Ya
yg |ideksbiammonl b IKU TUJUAN Ya

Sosial




KKR-3

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS KEPADA RP IMD
DENGAN PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN AKHIR

RPJMD e i HASIL REVIU APIP
NO UNIT KESELARASAN
PROGRAM CATATAN /
PRIORITAS DAERAH PROGRAN YAITIDAK| & KOMENDASI
Program Prioritas
8.01.05 PROGRAM |4 01.05 PROGRAM Pada RP JMD

PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN
EKONOMI, SCSIAL,
DAN BUDAYA

PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sudah Konsisten

8.01.06 PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

8.01.06 PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASH
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ya Dengan Program
Pada Rancangan
Akhir Renstra
Perangkat Daerah
Ya




KKR-4

KONSISTEN DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RP JMD
DENGAN PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PADA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN AKHIR

RPJMD HENCTRA D HASIL REVIU APIP
NO UNIT KESELARASAN
PROGRAM PERANGKAT CATATAN /
DAERAH FROBIRAN YAITIDAK | oEKOMENDASI
8.01.01 PROGRAM 8.01.01 PROGRAM g
- s Perangkat Daerah
, |PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN  |>01 200 0 09010000 - e geeabpree
PEMERINTAHAN DAERAH  [PEMERINTAHAN DAERAH (SADANKESATUAR s vallturdll
PROVINSI(Non Prioritas) PROVINSI " o—
Pada Rancangan
Akhir Renstra
8.01.02 PROGRAM 80102 PROGRAM Pada Perangkat
, |PENGUATAN IDEOLOGI PENGUATAN IDEOLOGI gﬁ;fﬂmkg ‘;S‘TOJ A?\?GO v  ownrs
PANCASILA DAN KARAKTER | PANCASILA DAN T
KEBANGSAAN(Non Prioritas)  |KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.03 PROGRAM 8.01.03 PROGRAM
PENINGKATAN PERAN PARTAI | PENINGKATAN PERAN
POLITIK DAN LEMBAGA PARTAI POLITIK DAN
5 |PENDIDIKAN MELALUI LEMBAGA PENDIDIKAN gﬁéﬁf&g@gﬂ A?:}OO ‘a
PENDIDIKAN POLITIKDAN  [MELALUI PENDIDIKAN  [SADAN KESRTLDAN
PENGEMBANGAN ETIKA POLITIK DAN
SERTA BUDAYA POLITIK(Non |PENGEMBANGAN ETIKA
Prioritas) SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.04 PROGRAM 8.01.04 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN DAN 8.01.0.00.0.00.01.0000
4 |PENGAWASAN ORGANISAS!I |PENGAWASAN BADAN KESATUAN Ya
KEMASYARAKATAN(Non CRGANISASI BANGSA DAN POLITIK
Prioritas) KEMASYARAKATAN
S ey 8.01.05 PROGRAM
PENGEM’WB pa v PEMBINAAN DAN 8.01.0.00.0.00.01.0000
B L PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN Ya
S Slagupiant o KETAHANAN EKONOMI,  |BANGSA DAN POLITIK
(P”ﬂﬂtas) SOSIAL, DAN BUDAYA
801.06 PROGRAM 8.01.06 PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL  |KEWASPADAAN NASIONAL |8.01.0.00.0.00.01.0000
& |DAN PENINGKATAN KUALITAS |DAN PENINGKATAN BADAN KESATUAN Ya
DAN FASILITAS KUALITAS DAN FASILITASI |BANGSA DAN POLITIK
PENANGANAN KONFLIK PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL (Prioritas) SOSIAL




KESELARASANPENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

KKR5-5

PERIODE TAHUN SEBELUMNYA RENSTRA TO - T5 HASIL REVIU
IKU YANG TERSEDIA
no | PERANGKAT DAERAH | o)) penaTRA 2026 - | SATUAN TARGET | CAPAIAN | Loocevmice cabain TARGET KESELARASAN
TERKAIT 2029 BASELINE |  TAHUN TAHUN KINERJA (%) BASELINE CATATART
TO T |
TERAKHIR | TERAKHIR 2 T3 T4 T5 YAITIDAK | o MENDASI
8.01.0.00.0.00,01.0000 Penctapan Target
1 |BADAN KESATUAN Indeks Kerjasama Indeks N/A NFA N/A NaM% 0.0 65 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 Ya IKU Sudah Selaras
BANGSA DAN POLITIK Dengan Pengendalian
Dan Evaluasi Hasil
8,01,0.00,0.00.01.0000 Capalan Perlode
2 |BADAN KESATUAN Indeks Kebebasan Indeks 86.88 90.65 82.71 9124103695632260% | 79.39 7969 |79.99 |80.29 |8059 (8089 (8119 Ya Sebelumnya
BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.0000
3 |BADAN KESATUAN Indeks Toleransi Indeks NIA NiA N/A NaN% 0.0 6.6 6.6 6.7 68 8.9 70 Ya
BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.0000 "
4 |BADAN KESATUAN g:;:z"‘:ﬁ::i‘::};ﬁ'% sl |Pereentase 75 76 76 10000% | 70,06 7005 7010 7015 |7020 |7025 |7030 Ya
BANGSA DAN POLITIK 6
8.01.0.00.0.00.01.0000 .
5 | BADAN KESATUAN gﬂ:‘ rf:‘K'P Reranglt Poin YA /A /A NaN% 60,45 7025 [7075 (7125 |71.75 |7225 |7275 Ya
BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01,0000
6 |BADAN KESATUAN Indeks Pluralisme Indeks N/A /A N/A NaN% 0.0 6.5 66 6.7 6.8 6.9 7.0 Ya
BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.0000
7 |BADAN KESATUAN g‘:;’;igi‘i’“““ Lembaga | jeks 80.47 65.08 7417 11396742470805100% | 66,30 6660 |6690 |67.20 |67.50 |67.80 |68.10 Ya
BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00,01,0000
8 |BADAN KESATUAN Indeks Kewarganegaraan Indeks N/A N/A N/A NaN% 0.0 6.5 6.6 6.7 68 6.9 7.0 Ya
BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.0000
9 |BADAN KESATUAN indeks Demokrasi Indonesia |indeks 7759 81.46 77.06 9450857598821500% | 75.55 7585 |76.15 |76.45 |76.75 |77.05 |77.35 Ya
BANGSA DAN POLITIK
£.01.0.00.0.00.01 0000
10 [BADAN KESATUAN Indeks Harmoeni Religius Indeks N/A NiA NZA NaN% 0 65 6,6 67 68 6,97.0 Ya
BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.0000
11 |BADAN KESATUAN Indeks Harmoni Sosial Indeks N/A N/A N/A MNaN% 0(6.5 66 6.7 68 6.9 7.0 Ya
BANGSA DAN POLITIK




KESELARASAN PENETAPAN TARGET IKD DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI DENGAN HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

KKR-6

PERIODE TAHUN SEBELUMNYA RENSTRA TO - T§ HASIL REVIU
NO PERANGKAT DAERAH IKD YANG TERSEDIA PADA SATUAN TARGET CAPAIAN PERSENTASE TARGET KESELARASAN
TRREAT RENGTRN SR =29 BASELINE | TAHUN | TAHUN CAPAIN | BASELINE Pr—
Tl KHIR | TERAKHIR KINERJA (%
ERA (%) TO ™ T2 LE] T4 TS5 YA ! TIDAK REKOMENDASI
8.01.0.00.0.00.01,0000 BADAN Penetapan Target
1 |KESATUAN BANGSADAN  [Indeks Harmoni Religius Indeks NIA N/A NIA NaN% 65 65 | 68 | 87 | 88 | 69 | 7.0 Ya IKD Sudah Selaras
POLITIK Dengan
Pengendalian Dan
Evaluasi Dengan
8.01.0.00.0.00.01,0000 BADAN Hesil Capaian
2 |KESATUAN BANGSA DAN Indeks Harmoni Sosial Indeks N/A N/A NIA NaN% 6.5 6.5 66 67 6.8 69 7.0 Ya Periode
POLITIK Sebelumnya




KESELARASAN PENETAPAN TARGET SUBKEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

KKR-7

RENSTRA PD DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH {DSSD) HASIL REVIU
BIDANG TARGET SUB KEGIATAN KESELARASAN
NOT yrusaN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN NAMA DSSO SATUAN | 2022 | 2023 | 2024 AR
T0 ™ T2 T3 T4 ™ YA TIDAK REKOMENDAS!
Penetapan Target
Transportas| Pelaksanaan Sub Kegiatan
1 Tugas Paskibraka 0 ' e Belum Selaras
Dengan Data
Jumiah Dokumean Program Kerja Statistik Sektoral
PP"W"“"‘" Progmin;Karia:d) di Bidang Ideologi Wawasan Daerah Agar
Bidang Ideologl Wawasan Kebangsaan, Bela Nagara, o - K Wenyajikan Satuan
Kebangsaan, Sela Negare, Karakter Bangsa, Pembauran [ Dokumen 1 | 1 1 1 1 oKLmen Progiam Kasja di Dan Data Capaian
Karakter Bangsa, Pembauran Bldang ldeologi Wawasan
Kabangsaan, Bhinska Tunggal Tahun 2024 Pada
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ikn dan Ssjarah Kebangsaan Kebangsaan, Bela Negara DSSD
2 [ka dan Sejarah Kebangsaan i Dlnu:un Karakter Bangsa Pembauran 1 1 Ya
yang Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsnan
yang Disusun
Kabijakan Teknis di Bidang
ldeologl Wawasan
Kebangeaan, Bela Megara,
3 Karaktor Bangsa, Pembauran 1 1 Ya
Kabangeaan, Bhineka Tunggal
" Jumilah Kebljakan Teknla i les dian Sejarah Kebangsaan
Ferumusan Kebljakan Teknis Bidang ldsologl Wawasan yang Disusun
di Bigang ldeclogl Wawasan Kebangsaan, Bela Negara
| Kebangsnan, Bela Negara, | e,y iur Bangsa, Pembauran | Dokumen 1 1 1 1 1
Karakler Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Kebangsaan, Bhineka Tunggal f,. g, Sajarah Kebangsasn Kebijakan Teknis di Bidang
Ikan dan Sejarah Kebangsaan yang Diswsun Ideologl Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
4 Karakter Bangsa, Pembauran 1 1 Ya
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun
dl Jumlah Crang yang Mengikuti Orang yang Mengikuti
gt Kabijakan d| Pelaksanaan Kebljakan di
EM!“D ‘d”' ‘fU“N“'" Bidang ldeologl Wawasan Bidang kleologi Wawasan
5 'b"'gi"é"‘ ”p “:"‘ Kabangsaan, Bela Negara, Orang 5 7% 75 a5 100 |Kebangsaan, Bela Negara, 350 1386 Ya
:‘L‘ Al “"9;:.‘ a:m.r'"""| Karaktor Bangsa, Pembauran |Karakter Bangsa, Pemsauran
! . :ngslaﬁ; d "(" B A Tunggn Kubangsaan, Bhineka Tunggal Kabangsaan, Bhineka Tunggal
ka dan Seforoh Kebangsaan |, yan sejarah Kabangssan Ika dan Sejarah Kebangsean
A Jumlah Crang yang Mengikuti Orang yang Menglkut|
e corainaet el |oordinasi di Bidang lieologi Koordinasi di Bidang Ideclog|
K‘d;:“ °% A ar:“‘ i \Wawasan Kebangsaan, Bala Wawasan Kebangsann, Bela
& K: "ﬂ‘;'“- o ’p W;"" Negara, Karakter Bangsa, Orang 40 | 40 | 50 | 75 | 85 [Negara, Karakter Bangsa, 350 | 100 Ya
b itar “"95:‘ e:mT ra | |Pembatran Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan,
’“”“‘s"”' s ": b: Ungoal ley ek Tunggal lka dan Bhineka Tunggal ka dan
Ha din Sejamh Kesangsaan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
PR Jumlan Laporan Hasil .
Ea\aknmlan Manitaring Morlitolmgpgvnluail datt Laporan Hasil Monitoring
valuasi dan Pelaporan di Pelaporan di Bidang kiealog: Evaluas dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasanh Wawasan Kebangsaan, Bela Bidang deologi Wawasan
7 Kebangsaan Bela Negara, Negars, Karakist Ban éa Laporan 1 1 1 1 1 |Kebangsaan, Bela Negara, 1 1 Ya
Karakter Bangsa, P by WL i “Hab e, Karakler Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal |, 1 1ka Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan 2}:?;:;:;25:;’:1“" Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pembentukan dan Jumnlah Dekumen Hasll Dokumen Hasil Pembentukan
Penumbuhan Karakter Poambentukan dan Penumbuhan dan Panumbuhan Karakter
Keluarga Melalut Peningkatan |Karakler Keluarga Me'alui Keluarga Melalui Peningkatan
K 1 M kat akan  |Pening Kesad Kesadaran Masyarakat akan
8 Pentingnya Penghayatan dan  |Masyarakat akan Pentingnya Dokumen 1 1 1 1 1 |Pentingnya Penghayatan dan 1 1 Ya
Pengamalan Pancasila dalam |Penghayatan dan Pengamaian Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan Pancasila dalam Semua Aspek Semua Aspek Kehidupan
Berm kat, B hidupan Bermasy t, Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara Berbangsa, dan Bernegara dan Bernegara




20

2

22

23

24

25

26

27

28

30

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

Petumusan Kebljakan Teknis dan

Permantapan Pelaksanaan Bidang ldeclogi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pengangkatan
Purmapaskibraka Duta
Pancaslila

Jumlah Purnapaskibraka Outa
Pancasila

Orang

36

36

36

Kelengkapan Pengangkatan
Purmapaskibraka Duta
Pancasila

Ya

Purnapaskibraka

35

Ya

Purnapaskibraka Duta
Pancasiia

Ya

Purnapaskibraka Duta
Pancesila

Ya

Pembinaan tethadap aktivitas
kepaskibrakaan dan
Pumapasiibraka

Laporan Hastl Pambinaan
Aldivitas Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasdl Pembinaan
Purnapask/braka

Dokumen

Keglatan pambinaan aktivitas
kepaskibrakaan dan
pumapaskibraka

Kelengkapan Pembinaan
aktivitas kepaskibrakaan dan
pumapaskibraka

Rarasumber alau fasilitator
keglatan Pembinaan ldeclogi
Pancasila dan Karakler
Kebangsaan

Ya

Peserla Keglatan Diskusi
Pembinaan ldeologl Pancasiia
dan Karakter Kebangsaan

38

Pessrta Keglatan pambinaan
akbivitas kepaskibrakaan dan
purmapaskibraka

Yo

“Training of Trainer
Kepamongan

Laporan Hasii Pembinaan
Aktivitas Kepask brakaan dan
Laporan Has(l Pembinaan
Purnapaskibraka

Jumlah Gokumen Pelaksanaan

4 tugas

Tugas Paskibraka

Dokumen

Kelengkapan Pelaksanaan
Tugas Paskibraka

a8

Ya

Pamong/Pangasuh

Ya

Tim Pendukung Pelaksanaan
Tugas Paskibraka

Ya

Transportasi Pelaksanaan
Tugas Paskibraka

Ya

Dokumen Pelaksanaan Tugas
Paskibraka

Ya

Laporan Kegiatan Pelaksanaan
Tugas Paskibraka

Pelaksanaan tugas
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Laporan Hasil Pelaksanaan
Tugas Pumapaskibraka Outa
Pancasila

Dokumen

Diskusi Pembinaan Idealog
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Ya

Kelongkapan Kegiatan
Peimbinaan Ideologl Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

26

Kelengkapan Pelaksanaan
Tugas Pumapaskibraka Duta
Pancasiia

Peserta Kegiatan Seminar
Pembinaan ldeologi Pancasila
dan Karakler Kebangsaan

350

1388

Peserta Seminar Pembinaan
Ideolcgi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

1386




i

32

33

34

35

36

ar

a8

40

41

KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK

Semlinar Pembinaan Ideolcgi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Laporan Hasil Pelaksanaan
Tugas Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Pembinaan Lanjutan kepada
Purnapaskibrake Duta
Pancasila

Laporan Has!l Pembinaan
Lanjutan kepads
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Dokumen

Kelengkapan pada pembinaan
lanjutan kapada
purnapaskibraka Duta
Pancasila

Kelengkapan Pembinaan
Lanjutan Kepada
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Peningkatan kompetensi
bidang karakter
Pumapaskibraka Duta
Pancasila

Peningkatan kermpatensi
kecerdasan estetika (olahrasa)
Pumapaskibraka Duta
Pancasila

Peningkatan kompetens|
kecerdasan kinestetik
(olahraga) Purnapaskibraka
Duta Pancasila

Peningkatan kompatens
kepemimpinan Pancasila
Purnapaskibraks Duta
Pancasila

Peningkatan kompetenei literas
dan Komunikas|
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Purnapaskibraka Duta
Pancasiia

Training of Trainer
Kepamongan

Laporan Hazil Pembinaan
Lanjutan kepada
Pumapaskibraka Duta
Pancasiia

Pambentukan Paskibraka

Jumlah Paskibraka

Orang

38

36

36

Anggota Paakibraka

36

Calon Paskibraka

48

Kelengkapan pada
Pembantukan Paskibraka

Kelengkapan Pelaksanaan
Pembentukan Paskibraka

48

MNarasumber atau fasilitator
kegiatan Pembinaan Ideologi
Parcasila dap Karakter
Kebangsaan

Narasumber atau fasilitatcr
pada pembentukan Paskibraka

Narasurnbar atau Pelatih dalam
Pambentukan Paskibraka

Pamong/Pengasuh

Panitia Rekratmen dan Seleksi
Paskibraka

Pelatih Paskibraka

Peserta Calon Paskibraka

48

Peserta Kegiatan Diskusi
Pembinaan ldeclogi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan

6




55

]

s7

58

g9

61

62

53

64

Tim Panitia Rekrutmen dan

Seleksi ¢ €9
Transportasi dalam 0 f
Pembentukan Paskibraka
Transportasi pada 0
pambantukan paskibraka !
Faskibraka o 36
Penyusunan Program Kerja di [Jumlah Dekumen Pregram Kerjal
fidang Pendidikan Politlk,  |di Bidang Pendidikan Poliik, DORIMEN Frogram ke o
Bidang Pendidkan Pelitik, Etika
Etlka Budaya Polltik, Etika Budaya Politik, Budaya Politik P
Paningkatan Demokrasi, Paningkatan Demokrasl, e n:g:" ol u ".anmgkaran
Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan it L ag Ilsm_
Pemerintahan, Perwakilan dan [Pemerintahan, Perwakian dan | Dokumen 1 1 1 1 1 po kol ln‘qm;n ;mermtalran. 0 1
Partal Politk, Pemilihan Fartal Politik, Pernlihan Sl il
UrnumPermilihan Umum UmumiPermilihan Umunm Kepala u"“ ol rl'“‘c"“‘I emilihan
Kepala Daerah, sarta Daerah. sarta Pemantauan .prnuml PN :5.1 °rr;' “‘"‘
Pernantauan Situasi Politk di | Situasi Politik di Daerah yang paeiiagan Shoes peltles]
Daerah Disusun el L
Penyusunan Bahan
Parumusan Keblakan di Jumlah Kebljakan d Bidang Kebljakan di Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan Politik, Politlk, Etika Budaya Politik, Etika Budaya Politik,
Etika Budaya Politik, Palitik, Peningkatan Demokras| Peningkatan Demokrasi,
Paningkatan Demokras), Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan
Fasilitasi Kelembagaan Fomerintahan, Perwakiian dan Bekumen 1 3 1 1 4 Pemenintahan, Poreakilan dan
Parmerintahan, Perwakilan dan [Partal Politk, Pemilihan A Partai Peltik, Pemilihan 0 1
Partal Palitik, Parmilihan UnumiPamilihan Umum Kepala Umum/Pemilihan Umum
Umum/Pemiliban Umum Ouerah, sarta Pemantauan Kepala Casrah, serta
Kapala Daerah, serta Situasl Politik dl Daerah yang Pemantauan Situasi Palitlk di
Pemantauan Situasi Politik di | Disusun Daerah yang Disusun
Daerah
;s Palaksanaan Kebljakan i Jurnlah Crang yang Mengikut ©rang yang Mengikuti
gmumx:san K;b:l“:“ Y&kngs‘dan Bidang Pandidikan Politik, Palaksannan Kebijakan di Palaksanaan Kebijakan di
PROGRAM PENINGKATAN PERaN | Feémantapan Felaisanaan Biaang Etka Budaya Politik, Bidang Pandidian Poltik, Etika Bidang Pendidikan Politik, Etika
PARTAI POLITIK OAN LEMBAGA | endidikan Palitik Etika Budaya Politik, | pyningatan Demokras), Budaya Politik, Peningkatan Budaya Polilik, Peningkatan
PENDIDICAN MELALUI PENDIDIKAN Peningkatan Demokrasi, F“M,E“} i Fasilitasl Kelombagaan Damokras|, Fasilitasi Demokrasi, Fasilitas
POLITIK DAN PENGEMBANGAN | Keebagaan Pemerintahan, P dan |Kelembagaan Pemerintahan, | Orang 150 | 180 | 150 | 180 | 150 |Kelembagaan Pemerintahan, aes | 128
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | #an Parta Poliik, Pemillhan |Parta Politik, Pemilihan Perwaklian dan Paral Politk Parwakilan dan Parta Politk,
Umum/Pemiihan Umum Kepala Dasrah, | jeymiPemilihan Umum Pomilihan UmunyPemilitan Pamiliban Umum/Pamilihan
serta Pomantauan Situas Politic Kepala Duerah, sera Umum Kepala Daerah serta Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di | Pemantauan Situas! Palitk ol Pemantauan Situnsl Politik di
Daerah Daerah Darrah
Pelaksanaan Koordinasi di . Qrang yang Mengikuli
Bidang Pendidikan Politi, | J4miah Grang yana Menghuh Koordinasi d Eldang
Eilka Budaya Politlk Koordinasi di Bidang Pendidikan Pendld |
EVER Euce Polik, ENka Budaya Palik, AT ot St
anll‘:\!ukﬁ:nlDe:lakrw, Peningkatan Demokras! geud:yn Pu\ltFl:k T’-nmgkam
‘asilitasl Kelembagaan § mokrasi, Fasilitasi
Pamanntahan, Parwvakilan dan Fusllitasl Khalengaannn' 4 Qrang 50 80 50 B0 60 |Kelembagaan Pemerintaban 11§ 54
Partai Foltk, Pemiihan Rcoarlninhan, Eetwal s Panwakilan dan Partai ol
UmurmiPermilihan Umurm Fartal Polluk, Pemiihan Pomilihan Umum/Pemilihan
e Daerulh el i Unum/Pemilihan Umurn Kepala o i ;" :"”5; ernilihan
Pa:’nanlautn Situasi Pelitik di Daerah, ssria Poranision s eImasdtu OTg. m"'\
Situas| Politix di Dasrah T aslriotic
Daerah Daerah
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan dI Rl‘tmll-n'l.npgri Ha‘m‘: Laporan Hasil Monitofing
Bidang Pendidikan Polillk AN, L0 G oA Evaluas| can Pelagaran d|
Etika Budaya Politk, : Pelaporan di Bidang Puqqlmk-n Bidang Pendidikan Politlk, Etika
Pabinslatat Dsmokras! Politik, Etika Budaya Politik, Budaya Politik, Peningkatan
Fasitas! Kelembgagn | FOnIngkatan Damokras, Dermores!, Fagiies)
Fasilitas: Kelembagaan Laporan 1 1 1 ) 1 |Kelembagaan Pamerintahan, 1 1

Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Palitik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Uraum
Kepala Daerah, serta
Pamantauan Situasi Politik di
Daeran

Pomarintahan, Perwakilan dan
Fartai Politik, Perilihan
Umum/Pemilihan Umurn Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situas Politik di Daerah

Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan
Dibidang Qrmas,

Jurnlah Kebijakan Dikidang

Pemberdayaan Omas,
Evafuasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Crmas dan Ormas Asing di
Daerah

Pend! 1 Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Qimas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah yang Disusun

Dokumen

Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Medias| Sengketa
Omnas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun




Palaksanaan Kebijakan
Dibidang F It Ormas,

Jumnlah Orang yang Mengikuti

Pemberdayaan Ormas,

) ) Kebij
Dindang Pandaftaran Ormas,

Orang yang Mengikut
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendaftaran Qrmas,

Evaluasi dan Mediasi Pembardayaan Ormas, Evaluasi |Orang 100 100 100 | 100 100 |Pemberdayaan Ormas, 152 100
gl Ormas, Peng dan Mediasi al Qimas, Evaluasi dan Medias Sengketa
Crmas dan Ormas Asing di Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas, Pengawasan Ormas
i Daerah Asing di Daerah dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAN FEMBERDAYAAN DAN Paumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
PENCAWASAN ORGANISAS] Pembard gy
KEMASYARAKATAN RIRSNALNI GRELE SIgRWesRDY )
Organisasi Kemasyarakatan Pslaksanaan Koordinas| Jurnlah Orang yang Mengikuti Orang yang Mengikuti
Dibidang Pendaftaran Crmas, |Koordinasi Dibidang Koordinasi Dibidang
Pamberdayaan Ormas, Pendaftaran Crmas, Pendaftaran Crmas,
Evaluasi dan Mediasi Pembardayaan Ormas, Evaluasi |Orang 50 50 50 50 50 |Pemberdayaan Ormas, 270 438
Sangketa Ormas, Pengawasan | dan Medias| Sengketa Crmas, Evaluasi dan Madiasi Sengketa
Ormas dan Ormas Asing d) Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas, Pengawasan Ormas
Dasrah Asing di Daerah dan Ormas Asing di Daerah
I i :
E:;L':;;n;:: y;::z:‘ng :‘:m\:c::- Lupfrnln Hmtsgl Laporan Hasil Monitoring,
Dibidang Pendaftaran Ormas, ORI Evalas|can Evaluasi dan Palaporan di
bt i sl Pelaporan Dibidang Pendaftaran Bldang Pendaftaran Ormas,
¥ d Ormas, Pemberdayaan Ormas, |Laporan 1 1 1 1 1 |Pemberdayaan Omnas 1 1
Evaluasi dan Mediasi ) |
Can M DRES, Bangwmkin Evaluasi dan Mediasi Sengketa Evalunsi dan Medias| Sengketa
Drmgu dan &)rméﬂ kg‘?‘ di Ormas, Pengawasan Crmas dan Ormas, Pangawasan Ormas
Dasrah 9 Ormas Asing di Daerah dan Ormas Asing di Daerah
Panyusunan Program Kerja di | Jumlah Dokumen Program Kerja Dokumen Program Kerjn di
Bidang Ketahanan Ekonomi, | dl Bidang Ketahanan Ekonoml, Bldang Ketabanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasiltasi | Sostal, Budaya dan Fasilitas| Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Po_ﬂyahuunnn F'uncnplhnn Peﬁyﬁ\unllnuan Dokurmen 1 1 1 1 1 Pencagahan Penyalagunaan 4 1
Markotikn, Fasilitasi Kerukunan | Narkotika, Faslitas) Kerukunan Narkotika, Fasiitas Kerukunan
Urnal Beragara dan Umat Beragama dan Penghayat Umat Beragama dan
Peanghayat Kepercayaan oi Keparcayaan di Dasrah yang Panghayat Kepercayaan di
Daerah Disusun Daerah yang Disusun
Eanyusuian Bawn Jurniah Kebijakan ¢i Bidang Kebljakan di Bidang Ketat
Perumusan Kebijakan di bljakan ang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Bidang Ketahanan Ekonomi, ornl, )
Bosial, Budaya dan Easilitasl Budaya dan Fasilitas) Faslitnsi Pencegahan
sl yp‘,‘ Pencegahan Penyalagunaan |0 g q g P 4 |Penvalagunaan Narkotika,
Nnrkodrkl Fasiiiasi Kacukunsi Narkotika, Fasiitasi Kerukunan Faniltasi Kerukunan Umat 1 g
Unat Sm&gm. o Umat Beragama dan Penghayat Beragama dan Penghayal
Panghayst Kepercayasn ¢ grpmeavaan di Daerah yang Kepsreayaan di Daerah yang
Chinih BUsUN Disusun
Palaksanaan Kebijakan di Jumlah Qrang yang Mengikuti g“"“ yang M‘"“Ff‘"“ 0
PRCGRAM PEMBINAARN DAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Bidang K Ekonomi. | Pelak ) Kebijakar Belekasnlnn Kebljakan di
PENGEMBANGAN KETAHANAN  |Pemantapan Pelaksanaan Bidang Sasial, Budaya dan Fasiltasi | Bidang Ketahanan Ekonomi, idang Ketahanan Ekonam|
EKONCMI, SOSIAL, DAN BUDAYA  |Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pencegahan Penyalagunaan | Sosial, Budaya dan Fasilitas) Sosinl, Budaya dan Fasilitasi
Markotika, Fasilitasi Keruk [ gahan Penyalagunaan Crang 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |Pencagahan Penyalagunaan o 1480
Umal Beragama dan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan ﬁ::?‘&:ﬂ:::‘ﬁ’::mu“m"
Panghayat Kepercayaan o Umat Baragarna dan Penghayat
Daerah Kepercayaan di Daerah Penghayat Keparcayan di
Daerah
Palaksanaan Koordinasi di Jdumlah Orang yang Mengikuti Em':: w"‘ngum‘.k“u
Bidang Ketahanan Exkonomi, | Koardinasi di Bidang Ketahanan Rroinas.d B
Gosial, Budaya dan Fasilitas  |Ek |, Sosial, Budayn dan Eat&hanm E:.cno.ml. Soslal,
Renvege d radlioay oran 2 | 50| 50 | 50 | 0 |Ponaspahan Pensan
Markotika, Fasilitasi Kerukunan | Penyalagunaan Narkotika, @ Nencnga ﬂF" e_"“"“"""" 049 | 225
Umal Beragama dan Fasilitasi Kerukunan Umat acdkn, Favelins! Karukunan
Pengh i3 di dan Penghay Umat Beragama dan
Daerah Kepercayaan di Daprah Penghayat Kepercayaan di
Daerah
Pelaksanaan Menitoring, Jumlah Laporan Hasil Laperan Hasil Monitoring,
Evaluas: dan Pelaporan di |Menitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaparan o
Bidang Ketahanan Ekonemi,  |Pelaporan di Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan Ekenomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi |Ekonomi, Sosial, Budaya dan Sosial, Budaya dan Fasilitasi
P han P I Fasilitasi P | Laporan 1 1 1 1 1 |Pencegahan Penyalagunaan 1 1

F [
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Urnat Beragama dan

Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat

Penghayat Kep y i
Daerah

dan Penghay
Kepercayaan di Daerah

Narketika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Panghayat Kepercayaan o
Daerah




73

74

w

78

70

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN

FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan
K

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kera Asing dan

Jumlah Dokumen Program Kerja
di Bidang Kewaspadaan Dinl,
Kerja Sama Intalijen,
Pemantauan Grang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan

Dekumen Pragram Kerja di
Bidang Kewaspadaan Cinl,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Crang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan

p
Masjonal dan Penanganan Konflik Sosial

lLembaga Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan |Dokumen Lembaga Asing, Kewaspadaan
I daan Perb Parbal: Antar Negara, Perbatasan antar Negara,
Antar Negara, Fasilitas Fasllitasi Kelembagaan Bidang | Fasllitasi Kelembagaan Bidang
Kelembagaan Bidang Kowaspadaan, serta Kewaspadean, serta
Kewaspadaan, serla Pananganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Pananganan Konllik di Daerah | yang Disusun yang Disusun
Penyusynan Bahan
Parumusan Kebijakan di Jumlah Kebijakan di Bidang Kebijakan i Bidang
Bidang Ki Dinl, 1 Cini, Kerja Sama Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kerja Sama Imelijen, Inteljjen, Pemantauan Crang Inteljon, Pemantavan Orang
Pemantauan Crang Asing, Asing, Tenaga Kerja Asing dan Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan . o0 Lembaga Asing, Kewaspadaan
Lembaga Asing, Porbatasan Antar Megara, Parbatasan antar Negara,
Kewaspadaan Parbatasan Fasllitasi Kelembagaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Antar Negara. Fasilitas Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta
Kelambagaan Bidang Penanganan Konfllk di Daerah Penanganan Konflik d Dasrah
. serla yang Disusun yang Disusun

Fananganan Kenflik di Daerah
;:;T:::P;::mgg?n?& Jumilah Laperan Hasil Laporan Hasil Monitaring,
Bidang Kewaspadaan Dinl Monitoring, Evgiuasl dan Evaluas| dan Pelaporan di
Kero Sarma Intsljen, y Pelaporan di Bidang Bidang Kewaspadaan Dinj,
Pamantauan Crang ;an Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Karja Sama Inteljen,
Tenaga Kerja Asing dan . Inteljen, Pamantauan Crang Femantauan Orang Asing,
Lembaga Asin Aging, Tenaga Kerla Asing dan | Laporan Tanaga Korja Asing dan

4 g, Lembaga Asing, Kewaspadaan Lembaga Asing, Kewaspadaan

; Parbat; Antar Negara, Porbatasan Antar Negara,
ﬁ:::r’n':::::‘r" gl Fasilitasi Kelembagaan Bidang Fasilitas} Kelambagaan Bidang
Kewaspadaan unnag Kewaspadaan, serta Kewaspodaan, sera
Pananganan Konllik di Daerah Pananganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Dokumen Hasil Pelaksanaan
Forum Koordinasi Pimpinan
Pelaksanaan Forum Jumnlah Dokumen Hasll Daerah Provirsi
dinasi Pimpi Dasrah  |Py Forum Dokurmen

Provinsi

Pimpinan Daerah Provinsi

Dokumen Hasil Pelaksanaan
Forum Keordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota




METADATA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU

Tingkat Harmoni Sosial

Institusi Penghasil :

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

Defenisi

Indeks Harmoni Sosial adalah kondisi keseimbangan, keselarasan,
dan kerja sama damai antarindividu atau kelompok yang beragam,
ditandai dengan solidaritas, toleransi, serta minimnya konflik. Ini
merupakan keadaan di mana masyarakat hidup serasi, saling
menghormati perbedaan, dan mematuhi norma bersama untuk

mencapai tujuan kolektif.

Interpretasi
Interpretasi Tingkat Harmoni Sosial adalah pengukuran dan penilaian
kondisi stabilitas, kohesi, dan kedamaian antaranggota masyarakat

yang beragam, sering kali diwujudkan melalui indeks (IHal). Ini

menunjukkan sejauh mana masyarakat hidup sejalan, saling
menghargai, dan bekerja sama tanpa konflik yang merusak, serta
sering dikaitkan dengan kuatnya modal sosial.
Aspek Penting Interpretasi Harmoni Sosial:
Indikator Stabilitas: Mengukur tingkat keselarasan, keadilan, dan
inklusivitas, di mana konflik jarang terjadi dan diselesaikan secara
konstruktif.
Faktor Pembentuk: Didorong oleh toleransi, solidaritas, dan
pemahaman perbedaan yang tinggi, baik dalam hal budaya maupun
sosial.
Fungsi Pengukuran: Berfungsi untuk memantau perubahan kondisi
sosial (peningkatan atau penurunan) serta mengidentifikasi wilayah

yang memerlukan intervensi untuk mencegah potensi konflik.


https://jdih.tangerangkab.go.id/common/dokumen/T4mFleOelGJ9S52IWQWR0Kn8GGFjwqFp9R1GgbVQ.pdf

Teori Dasar: Didasarkan pada integrasi sosial (Durkheim),
keseimbangan sistem (Parsons), dan komunikasi yang inklusif

(Habermas).

Metode/Rumus Perhitungan

Model formula pengukuran IHal dengan pendekatan Wellbeing Methodology
(WM), yaitu :

IHal = ) (ki-Xi)
Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHal) dengan menggabungkan
variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan
pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya,
dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHal.
Dalam konteks rumus ini:

» [Hal : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

) : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

* ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

 Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu

dari kondisi harmoni.

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI
Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Tingkat Harmoni Religius
Institusi Penghasil :

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

Defenisi

Tingkat harmoni religius adalah ukuran kualitas hubungan,
kerukunan, dan keselarasan sosial antarumat beragama yang
ditandai dengan toleransi, sikap damai, saling menghargai, serta

minimnya konflik. Ini menggambarkan keseimbangan dan



kemampuan masyarakat mengelola keberagaman untuk menciptakan

stabilitas dan kehidupan berdampingan yang rukun.

Interpretasi

Interpretasi tingkat harmoni religius adalah pengukuran dan evaluasi

mengenai sejauh mana tingkat keselarasan, kerukunan, dan

keseimbangan dalam kehidupan beragama yang terwujud di tengah

masyarakat yang plural.

Interpretasi ini mencakup penilaian terhadap toleransi antarumat

beragama, kebebasan menjalankan ibadah, serta kemampuan

masyarakat untuk mengelola perbedaan keyakinan agar tidak menjadi

konflik sosial.

Berikut adalah poin-poin penting dalam interpretasi tingkat harmoni

religius:

e Definisi Operasional: Kondisi di mana individu dan kelompok
agama hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan

mampu bekerja sama dalam keragaman.

e Indikator @ Utama  (Moderasi Beragama): Tingkat  harmoni
diinterpretasikan melalui empat indikator: (1) komitmen
kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) penerimaan
terhadap tradisi lokal.

e Indeks Harmoni Indonesia (IHal): Di Indonesia, tingkat harmoni
religius diukur menggunakan instrumen seperti IHal, yang
merefleksikan kualitas hidup, stabilitas, dan kerukunan beragama
di suatu wilayah.

e Ciri Harmoni Tinggi: Ditandai dengan tingginya rasa toleransi,
minimnya ketegangan sosial, adanya dialog terbuka, serta aksi

gotong royong antarumat beragama.

e Bukan Sekadar Hidup Berdampingan: Interpretasi modern
menekankan bahwa harmoni bukan hanya tidak ada konflik,
melainkan adanya interaksi aktif dan kerja sama (persaudaraan)

antarumat beragama.



Metode/Rumus Perhitungan

Model formula pengukuran IHal dengan pendekatan Wellbeing Methodology
(WM), yaitu :

IHal = Y (ki-Ri)
Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHal) dengan menggabungkan
variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan
pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya,
dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir [Hal.
Dalam konteks rumus ini:

* [Hal : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

) : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

* ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

* Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu

dari kondisi harmoni.

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI
Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Tingkat Perkembangan Demokrasi Indonesia

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Defenisi

Tingkat perkembangan demokrasi Indonesia adalah ukuran yang
menunjukkan seberapa baik prinsip dan praktik demokrasi
dijalankan di Indonesia. IDI merupakan indikator komposit yang

mengukur perkembangan demokrasi di tingkat nasional dan provinsi.

Interpretasi

Interpretasi terhadap tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia
menunjukkan tren yang beragam, di mana indikator dari lembaga
nasional dan internasional menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia

cenderung stagnan atau mengalami kemunduran dalam beberapa



tahun terakhir. Berbagai laporan mencatat adanya penurunan skor
dalam indeks demokrasi, meskipun masih dalam kategori 'demokrasi

cacat' (flawed democracy).

Metode/Rumus Perhitungan

Skor IDI per Provinsi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

I(Xyx) = e 100

"xmval'xlﬂbmul'

Keterangan :

* Xijk : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i,
aspek ke j, indikator ke k.

* Xideal : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator Xijk

» Xterburuk : tingkat capaian terburuk dari indikator Xijk

Sehingga persamaan (2) menghasilkan nilai 0 < Indeks (Xijk) < 100;

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Tahun Data Tersedia : 2010-2024

Level Estimasi : Nasional/Provinsi

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Institusi Penghasil: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Defenisi

Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat
pertanggungjawaban perangkat daerah terhadap keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan. Hal ini diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan integrasi antara

perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.



Interpretasi

Interpretasi tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah
didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), yang menilai seberapa baik perangkat daerah
tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Tingkat ini
mencakup kategori seperti "Sangat Baik" (efisien, sistem manajemen
andal, pengukuran sampai level eselon 3), "Baik" (perbaikan unit perlu
dilakukan, komitmen ada), "Cukup" (perlu banyak perbaikan,
terutama pada unit kerja), "Kurang" (sistem tidak dapat diandalkan,
perlu perbaikan mendasar), dan "Sangat Kurang" (sistem sama sekali

tidak dapat diandalkan).

Metode/Rumus Perhitungan

Formulasi perhitungan tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah tidak menggunakan rumus matematis tunggal yang
sederhana, melainkan melalui evaluasi komprehensif terhadap
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang diatur dalam Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.
Ukuran/Satuan : Nilai

Judul Publikasi/Sumber Data :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

5. Tingkat Kewarganegaraan
Institusi Penghasil : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum,

Kemendagri RI

Defenisi
Tingkat Kewaganegaraan adalah juga dapat diartikan sebagai
pengembangan kemampuan individu dari sekadar menjadi warga

negara pasif menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung


https://peraturan.bpk.go.id/Details/202221/permen-pan-rb-no-88-tahun-2021

jawab (agen perubahan) dan tingkat kewarganegaraan mencerminkan
seberapa kuat ikatan hukum, seberapa tinggi tingkat kesadaran, dan

seberapa aktif peran seseorang dalam komunitas negaranya.

Interpretasi

Interpretasi tingkat kewarganegaraan adalah kategorisasi atau
pengukuran seberapa tinggi tingkat keterlibatan, pemahaman,
kompetensi, dan kesadaran seseorang sebagai warga negara dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Metode/Rumus Perhitungan

Model formula pengukuran IHal dengan pendekatan Wellbeing Methodology
(WM), yaitu :

IHal = Y (ki-Xi)
Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHal) dengan menggabungkan
variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan
pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya,

dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir [Hal.
Dalam konteks rumus ini:

» [Hal : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

e ) : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

* ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

 Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu

dari kondisi harmoni.

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI
Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Tingkat Toleransi Kerukunan Umat Beragama

Institusi Penghasil : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum,

Kemendagri RI



Defenisi

Tingkat toleransi dalam kerukunan umat beragama adalah derajat
sikap saling menghormati, memahami, menerima, dan menghargai
perbedaan keyakinan antarindividu atau kelompok tanpa
diskriminasi. Ini merupakan kondisi di mana perbedaan agama tidak
menimbulkan konflik, melainkan diwujudkan dalam kerja sama sosial

dan penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.

Interpretasi

Interpretasi tingkat Toleransi adalah analisis mengenai seberapa besar

batas kepatuhan, penerimaan, atau kelonggaran yang diberikan

terhadap suatu standar, perbedaan, atau variasi tertentu.

Dalam berbagai konteks, interpretasinya adalah sebagai berikut:
Sikap Sosial/Beragama: Interpretasi tingkat toleransi menunjukkan
sejauh mana individu atau kelompok menghargai perbedaan,
menerima pandangan yang berbeda, dan menahan diri dari perilaku
diskriminatif. Tingkat yang tinggi berarti masyarakat mampu
menerima perbedaan (agama, etnis, pendapat) dengan baik.
Data/Kualitas (Statistik): Ini merujuk pada rentang perilaku atau
hasil yang "cukup dekat" dengan standar, sehingga masih dianggap
normal dan dapat diterima meskipun ada sedikit penyimpangan.
Analisis Teknis/Industri: Interpretasi ini melibatkan perhitungan
variasi yang diizinkan (batas atas dan bawah) dalam desain produk
untuk memastikan produk tersebut berfungsi dengan baik tanpa

biaya produksi yang berlebihan.



Metode/Rumus Perhitungan

Model formula pengukuran IHal dengan pendekatan Wellbeing Methodology
(WM), yaitu :

IHal = Y (ki-Xi)
Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHal) dengan menggabungkan
variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan
pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya,
dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir [Hal.
Dalam konteks rumus ini:

* [Hal : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

D) : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

* ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

 Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu

dari kondisi harmoni.

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI
Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Tingkat Pluralisme
Institusi Penghasil : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum,

Kemendagri RI

Defenisi

Tingkat pluralisme adalah ukuran sejauh mana suatu masyarakat
mengakui, menghargai, dan berinteraksi secara aktif di tengah
keragaman identitas sosial, budaya, agama, etnis, dan politik. Ini
bukan sekadar koeksistensi pasif, melainkan pengakuan terhadap
hak kelompok berbeda untuk hidup berdampingan secara setara,

toleran, dan inklusif.



Interpretasi

Interpretasi tingkat pluralisme merujuk pada pemahaman mengenai
seberapa dalam, luas, dan intensif pengakuan serta interaksi
antarberbagai kelompok yang berbeda (agama, budaya, sosial, politik)
dalam suatu masyarakat. Tingkat pluralisme tidak hanya sekadar
adanya kemajemukan (pluralitas), tetapi seberapa aktif keberagaman
tersebut diterima, dihormati, dan difasilitasi dalam kehidupan sehari-

hari.

Metode/Rumus Perhitungan

Model formula pengukuran IHal dengan pendekatan Wellbeing Methodology
(WM), yaitu :

IHal = ) (ki- i)
Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHal) dengan menggabungkan
variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan
pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya,
dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir [Hal.
Dalam konteks rumus ini:

» [Hal : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

e ) : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

* ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

 Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu

dari kondisi harmoni.

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI
Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Timgkat Kerjasama
Institusi Penghasil : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum,

Kemendagri RI



Defenisi

Tingkat kerjasama kerukunan Umat beragama adalah derajat
keterlibatan aktif dan sinergi antara pemeluk agama yang berbeda
dalam kehidupan sosial, yang dilandasi toleransi, saling menghormati,
dan kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama (seperti
pembangunan atau kesejahteraan) tanpa mencampuradukkan ajaran

akidah masing-masing.

Interpretasi

Interpretasi tingkat kerjasama kerukunan Umat beragama
adalah indikator tingkat toleransi, kesetaraan, dan keaktifan umat
beragama dalam bekerjasama (gotong royong) untuk menciptakan
kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damaiMetode/Rumus

Perhitungan.

Model formula pengukuran IHal dengan pendekatan Wellbeing Methodology
(WM), yaitu :

IHal = ¥ (ki-Xi)
Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHal) dengan menggabungkan
variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan
pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya,

dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHal.
Dalam konteks rumus ini:

» [Hal : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

e ) : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

* ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

 Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu

dari kondisi harmoni.

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI
Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya



Tingkat Fasilitasi Penanganan Konflik

Institusi Penghasil : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Riau dan Polda Riau.

Defenisi

Tingkat penurunan konflik sosial di masyarakat mengacu
pada berkurangnya intensitas, frekuensi, dan dampak negatif dari
perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antar kelompok
masyarakat dalam periode waktu tertentu. Konsep ini sering dikaitkan
dengan proses resolusi konflik dan transformasi konflik, yang
bertujuan untuk mencapai kondisi damai dan membangun kembali

hubungan sosial yang harmonis.

Interpretasi

Interpretasi tingkat penurunan konflik sosial di masyarakat
melibatkan analisis terhadap berbagai indikator kualitatif dan
kuantitatif @ yang menunjukkan  berkurangnya = ketegangan,
permusuhan, dan perilaku konflik di antara para pihak yang terlibat.
Penurunan konflik dapat diukur dan diinterpretasikan melalui

beberapa pendekatan.

Metode/Rumus Perhitungan
Untuk mengukur tingkat Fasilitasi Konflik di Provinsi Riau :

2 Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun (n)

2 Jumlah Konflik Sosial tahun (n) x100

Penjelasan :

(n) : Tahun yang akan dinilai



10.

Ukuran/Satuan : Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Tingkat Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Defenisi

Tingkat kebebasan masyarakat berdemokrasi merujuk pada sejauh
mana hak-hak dasar dan kebebasan sipil warga negara dijamin,
dilindungi, dan dapat diwujudkan dalam suatu sistem pemerintahan
yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Kebebasan ini
dijalankan secara bertanggung jawab melalui aturan dan lembaga

yang sah.

Interpretasi

Interpretasi tingkat kebebasan masyarakat berdemokrasi di Indonesia
menunjukkan penurunan dalam beberapa aspek kebebasan sipil,
meskipun secara keseluruhan indeks demokrasi berada dalam
kategori "demokrasi yang cacat" (flawed democracy) atau "sedang'.
Penilaian ini didasarkan pada berbagai laporan indeks demokrasi

terbaru.
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Metode/Rumus Perhitungan

IDI Provinsi Riau =} 3?i=iPi{ (A))

IDI : Indek Demokrasi Indonesia

Pi : Nilai Penimbang dari Aspek ke i

I (Ai) : Indeks Aspek ke i

[: 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3
= Aspek Kesetaraan

I(A) =2r=1PijI(Vi])

I (Ai) :Indeks Aspek ke i

Pij  : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i
I (Aij ) : Indeks Variabel ke J dari aspek ke i

AHP : Analytical Hierarchy Procedur

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Tingkat Kapasitas Lembaga Demokrasi

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Defenisi

"Tingkat Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat" adalah sebuah deskripsi
tentang kondisi ideal dalam sistem demokrasi yang melibatkan dua
komponen utama yang saling terkait dan memperkuat : kinerja
institusi demokrasi yang optimal dan keterlibatan aktif warga negara

dalam proses politik.



Interpretasi

Interpretasi hubungan antara tingkat efektivitas fungsi kapasitas

lembaga demokrasi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat

adalah adanya hubungan timbal balik yang positif :

Lembaga demokrasi yang efektif mendorong partisipasi politik yang
tinggi.
Partisipasi politik yang tinggi memperkuat efektivitas lembaga

demokrasi.

Berikut rincian interpretasinya :

1.

Lembaga Demokrasi yang Efektif Meningkatkan Partisipasi

Ketika lembaga-lembaga demokrasi (seperti KPU, Bawaslu, partai

politik, dan legislatif) berfungsi secara efektif, transparan, dan

akuntabel, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan
mendorong partisipasi.

e Meningkatkan Kepercayaan (Trust) : Masyarakat cenderung
berpartisipasi jika mereka percaya bahwa suara dan
keterlibatan mereka akan didengar dan membawa perubahan
nyata.

e Menjamin Keterwakilan : Lembaga yang efektif memastikan
bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam proses
pembuatan kebijakan. Adanya ruang bagi partisipasi
masyarakat (melalui rapat dengar pendapat, forum publik, dll.)
membuat warga merasa memiliki andil dalam pemerintahan.

e Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi : Efektivitas dalam
pengawasan publik dan penegakan hukum (misalnya, terhadap
politik uang) mencegah korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan, yang pada gilirannya memupuk keyakinan
masyarakat terhadap sistem.

Partisipasi Politik yang Tinggi Memperkuat Efektivitas Lembaga

Partisipasi masyarakat yang tinggi, seperti dalam pemilihan

umum, memberikan legitimasi yang kuat kepada para pemimpin

dan institusi yang terpilih.



Legitimasi Pemerintahan : Tingkat partisipasi yang tinggi dalam
Pemilu memperkuat dasar kekuasaan pemerintahan yang sah
dan diakui oleh rakyat.

Mekanisme Kontrol : Partisipasi aktif masyarakat, termasuk
melalui pengawasan Pemilu dan keterlibatan dalam organisasi
sipil, berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya
pemerintahan dan lembaga demokrasi, mencegah
penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
Implementasi Nilai Substantif : Partisipasi yang Dbaik
memastikan nilai-nilai substansial demokrasi, seperti
kebebasan berpendapat dan akses yang sama terhadap hak-hak
dasar, dapat terimplementasikan dengan baik, bukan sekadar

prosedural belaka.

Metode/Rumus Perhitungan

IDI Provinsi Riau =) ?i=iPil (A))
IDI : Indek Demokrasi Indonesia
Pi : Nilai Penimbang dari Aspek ke i

I (A)

: Indeks Aspek ke i

[: 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3
= Aspek Kesetaraan
I(A) =2=1PijI(Vi))

I (A)
Pij

: Indeks Aspek ke i
: Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i

I (Aij ) : Indeks Variabel ke J dari aspek ke i

AHP

: Analytical Hierarchy Procedur

Ukuran/Satuan : Indeks (nilai)

Judul Publikasi/Sumber Data :

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya



Form Penyelarasan
(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 — 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 - 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan
Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan
mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain :

1. PERIODESASI

No Periodesasi RPJMN Periodesasi Renstra PD

(1) ) 8)

1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa
Tahun 2025 - 2029 dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029




2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN
TAHUN 2025-2029

NO

Kegiatan Prioritas
Utama (KPU)
RPJMN 2025 - 2029

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)




3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI
DALAM RPJMN TAHUN 2025 - 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional

Perangkat Daerah

NO 2025 - 2029 Program Kegiatan Sub Kegiatan T e
(1) (2) 3) 4) ) (6)
1 | Program Makan Bergizi Gratis
2 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan
Madrasah yang Berkualitas
3 | Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
4 | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di
Kabupaten/Kota
S | Program Penuntasan TB
6 | Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis
Masyarakat
7 | Layanan lrigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional
8 | Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu
Sapi
9 | Biorefinary Sumatra
10 | Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan
11 | Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek :
I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung
sagu dan singkong
II Pengembangan Industri Sagu
12 | Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut
13 | Program Pengembangan Industri Dirgantara;
Pengembangan N2 19 Amfibi
14 | Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu
15 | Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000)
seluruh Wilayah Indonesia
16 | Kawasan Industri Futong
17 | Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas
18 | Pembangunan 3 Juta Rumah

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN




. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK
MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029

SASARAN INDIKATOR Perangkat Daerah
NO RPl.,IElVINlI\IBzA(l)szSUFSgZQ Tujuan Sasaran Outcome Program Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Indeks Demokrasi - Indeks - Indeks Kapasitas | - Persentase Badan Kesatuan Bangsa
Indonesia Harmoni Lembaga Pendidikan dan Politik
Sosial Demokrasi Politik pada Kader
Partai
- Indeks - Indeks Politik
Harmoni Kebebasan
Religius - Persentase
Organisasi
- Indeks Kemasyarakatan
Demokrasi yang Aktif
Indonesia




5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM RPJMN TAHUN 2025-
2029 DENGAN INDIKATOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

INDIKATOR TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
NO K/L 2025 | 2029 Pengampu TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 DAERAH
PROGRAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11)

1. Fasilitasi 500 800 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
penguatan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Nasionalisme Sosial Bangsa dan
Bagi Generasi -Indeks 6,5 6,9 Politik
Muda Dalam Harmoni
Menggelorakan Religius
Nilai Pancasila -Indeks 77,36 | 78,56
Dalam Menjaga Demokrasi
Persatuan dan Indonesia
Kesatuan e Indeks 6,5 6,9
Bangsa Kewarganega

raan
e Indeks 6,5 6,9
Pluralisme
Persentase 75% 90%
Meningkatnya
Pemahaman
Masyarakat
Terhadap
Aktualisasi Nilai-
Nilai Pancasila

2. Fasilitasi 180 180 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Revitalisasi dan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Aktualisasi Nila- Sosial Bangsa dan
- nilai Pancasila -Indeks 6,5 6,9 Politik
Dalam Menjaga Harmoni
Persatuan dan Religius
Kcsatuan NKRI -Indeks 77,36 | 78,56
Bagi Aparatur Demokrasi

Indonesia




INDIKATOR TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
NO K/L 2025 | 2029 Pengampu TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 DAERAH
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11)
e Indeks 6,5 6,9
Kewarganega
raan
e Indeks 6,5 6,9
Pluralisme
Persentase 75% 90%
Meningkatnya
Pemahaman
Masyarakat
Terhadap
Aktualisasi Nilai-
Nilai Pancasila
3. Fasilitasi 5 38 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Pembinaan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Kerukunan Sosial Bangsa dan
Antar dan Intra -Indeks 6,5 6,9 Politik
Suku, Umat Harmoni
Beragama, Religius
Penghayat -Indeks 77,36 | 78,56
Kepercayaan, Demokrasi
Ras dan Indonesia
Golongan e Indeks 6,5 6,9
Toleransi
¢ Indeks 6,5 6,9
Kerjasama
e Indeks 3,29 3,34
Ketahanan
Nasional Gatra
Ekonomi
o Indeks 3,20 3,25
Ketahanan
NasionalGatra
Sosial Budaya
4. Fasilitasi 38 38 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Penguatan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Karakter dan Sosial




INDIKATOR TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
NO K/L 2025 | 2029 Pengampu TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 DAERAH
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11)
wawasan -Indeks 6,5 6,9 Bangsa dan
Kebangsaan Harmoni Politik
dalam Religius
Membangun -Indeks 77,36 | 78,56
Harmoni Demokrasi
Kebangsaan Indonesia
untuk Menjaga Indeks 6,5 6,9
Persatuan dan Kewarganegar
Kesatuan aan dan
Bangsa Indeks 6,5 6,9
Pluralisme
Persentase 75% 90%
Meningkatnya
Pemahaman
Masyarakat
Terhadap
Aktualisasi Nilai-
Nilai Pancasila
S. Fasilitasi 0 38 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Penanganan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Konflik Sosial Sosial Bangsa dan
(PKS) di Daerah -Indeks 6,5 6,9 Politik
melalui Tim Harmoni
Terpadu Religius
-Indeks 77,36 | 78,56
Demokrasi
Indonesia
Persentase 70,05 | 70,25
Fasilitasi
Penanganan
Konflik
Sosial
Persentase Konflik | 75% 90%
Sosial yang
diselesaikan




INDIKATOR TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
NO K/L 2025 | 2029 Pengampu TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 DAERAH
PROGRAM

(1) (2) (3) (4) ) (6) (7) (8) 9 (10) (11)

6. Fasilitasi 8 8 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Penguatan Tata Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Kelola Partai Sosial Bangsa dan
Politik -Indeks 0,5 0,9 Politik

Harmoni
Religius
-Indeks 77,36 | 78,56
Demokrasi
Indonesia
Indeks 74,47 | 75,67
Kapasitas
Lembaga
Demokrasi
e Persentase 100% | 100%
Pendidikan
Politik pada
Kader Partai
Politik
e Indeks 3,34 3,43
Ketahanan
Nasional Gatra
Politik

7. Pendidikan 400 800 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
politik dan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
pcnguatan Sosial Bangsa dan
ideologi -Indeks 6,5 6,9 Politik
Pancasila bagi Harmoni
pengurus parpol Religius

-Indeks 77,36 | 78,56
Demokrasi
Indonesia
Indeks 74,47 | 75,67
Kapasitas
Lembaga
Demokrasi




INDIKATOR TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
NO K/L 2025 | 2029 Pengampu TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 DAERAH
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11)
e Persentase 100% | 100%
Pendidikan
Politik pada
Kader Partai
Politik
e Indeks 3,34 3,43
Ketahanan
Nasional Gatra
Politik
8. Bimbingan 2000 | 4000 | Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Teknis Tata Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Kelola Sosial Bangsa dan
Manajemen -Indeks 6,5 6,9 Politik
Pengurus Harmoni
Organisasi Religius
Kemasyarakata -Indeks 77,36 | 78,56
n Demokrasi
Indonesia
Indeks 74,47 | 75,67
Kapasitas
Lembaga
Demokrasi
e Persentase 100% | 100%
Pendidikan
Politik pada
Kader Partai
Politik
e Indeks 3,34 3,43
Ketahanan
Nasional Gatra
Politik
9. Bantuan 8 8 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Keuangan ke Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Partai Politik Sosial Bangsa dan
6,5 6,9 Politik




INDIKATOR TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
NO K/L 2025 | 2029 Pengampu TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 DAERAH
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11)
-Indeks
Harmoni 77,36 | 78,56
Religius
-Indeks
Demokrasi
Indonesia
Indeks 74,47 | 75,67
Kapasitas
Lembaga
Demokrasi
e Persentase 100% | 100%
Pendidikan
Politik pada
Kader Partai
Politik
o Indeks 3,34 3,43
Ketahanan
Nasional Gatra
Politik
10. | Fasilitasi 19 38 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
penguatan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
demokrasi di Sosial Bangsa dan
daerah -Indeks 6,5 6,9 Politik
Harmoni
Religius
-Indeks 77,36 | 78,56
Demokrasi
Indonesia
Indeks 83,01 | 84,21
Kebebasan
Persentase 75% 90%
Organisasi
Kemasyarakatan
yang Aktif




INDIKATOR TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT

NO K/L 2025 | 2029 Pengampu TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 DAERAH

PROGRAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)

11. | Fasilitasi 19 19 Kementerian -Indeks 6,5 6,9 Badan
Penguatan Dalam Negeri Harmoni Kesatuan
Kelompok Kerja Sosial Bangsa dan
Indeks -Indeks 6,5 6,9 Politik
Demokrasi Harmoni
Indonesia Religius
Tingkat Provinsi -Indeks 77,36 | 78,56

Demokrasi
Indonesia
Indeks 83,01 | 84,21
Kebebasan
Persentase 75% 90%
Organisasi
Kemasyarakatan
yang Aktif

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)




6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS
NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 (Berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3

Tahun 2025)

SUB OPD PENANGGUNG
NO | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

F | Program Strategis Nasional dengan Badan Kesatuan
Proyek/Kegiatan lainnya yang di Bangsa dan Politik
tetapkan oleh Presiden

1 | Pencegahan dan Program Pembinaan Perumusan Pelaksanaan
pemberantasan Dan Pengembangan Kebijakan Teknis Kebijakan di
narkoba Ketahanan Ekonomi, dan Pemantapan Bidang

Sosial, Dan Budaya Pelaksanaan Bidang | Ketahanan
Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial dan | Sosial,
Budaya Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaa
n Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan
Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah
Program Pembinaan Perumusan Pelaksanaan
Dan Pengembangan Kebijakan Teknis Koordinasi di
Ketahanan Ekonomi, dan Pemantapan Bidang
Sosial, Dan Budaya Pelaksanaan Bidang | Ketahanan
Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial dan | Sosial,
Budaya Budaya dan
Fasilitasi

Pencegahan




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Penyalagunaa
n Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan
Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah

Program Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional Dan
Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial

Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial

Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerja
Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan
Antar Negara,
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah

Program Peningkatan
Kewaspadaan

Pelaksanaan
Koordinasi di




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB

OPD PENANGGUNG

KEGIATAN JAWAB
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nasional Dan Bidang
Peningkatan Kualitas Kewaspadaan
Dan Fasilitasi Dini, Kerja
Penanganan Konflik Sama
Sosial Perumusan Intelijen,
Kebijakan Teknis dan Pemantauan
Pelaksanaan Orang Asing,
Pemantapan Tenaga Kerja
Kewaspadaan Asing dan
Nasional dan Lembaga
Penanganan Konflik Asing,
Sosial Kewaspadaan
Perbatasan
Antar Negara,
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah
2 | Memastikan Program Pembinaan Perumusan Sosial,
kerukunan Dan Pengembangan Kebijakan Teknis Budaya dan
antarumat beragama, Ketahanan Ekonomi, dan Pemantapan Fasilitasi
kebebasan Sosial, Dan Budaya Pelaksanaan Bidang | Pencegahan
beribadah, pendirian Ketahan?n . Penyalag.u naa
’ ’ Ekonomi, Sosial dan | n Narkotika,
dan per'awatan Budaya Fasilitasi
rumah ibadah. Kerukunan
Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan

di Daerah




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya

Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Ketahanan
Ekonomi,
Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaa
n Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan
Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)




TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
FINAL RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJIJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (20) (11) (12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- Meningkatnya Kerukunan | Terwujudnya Kehidupan Indeks Harmoni Sosial 0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Sosial Antar Masyarakat dan | Bermasyarakat yang (Indeks)
Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan Pancasila,
yang Kondusif, Aman, Demokrasi dan HAM
Nyaman
Indeks Harmoni Religius 0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
(Indeks)
Indeks Demokrasi Indonesia | 77,06 77,36 77,66 77,96 78,26 78,56 78,86
(indeks)
Meningkatnya Kerukunan Indeks Toleransi (Indeks) 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Umat Beragama
Indeks Kerjasama (Indeks) 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Meningkatnya Nilai Nilai Indeks Kewarganegaraan 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Wawasan Kebangsaan (Indeks)
Indeks Pluralisme (Indeks) 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Menurunnya Konflik Sosial di | Persentase Fasilitasi 70,05 70,05 70,10 70,15 70,20 70,25 70,30
Masyarakat Penanganan Konflik Sosial
(Persentase)
Meningkatnya Kebebasan Indeks Kebebasan (Indeks) 82,71 83,01 83,31 83,61 83,91 84,21 84,51
Masyarakat Berdemokrasi
Efektifnya Fungsi Kapasitas | Indeks Kapasitas Lembaga | 74,17 74,47 74,77 75,07 75,37 75,67 75,97
Lembaga Demokrasi dan Demokrasi (Indeks)
Meningkatnya Partisipasi
Politik Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas | Nilai SAKIP Perangkat 69,45 70,25 70,75 71,25 71,75 72,25 72,75
Kinerja Perangkat Daerah Daerah (Poin)




TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT DAERAH

EIBANE UL S PREERA INDIKATOR OUTCOME e 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME 2024
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
i’gil:r:(KESATUAN SAER AN 20.236.477.641,00 21.000.630.839,00 21.632.780.879,00 22.280.977.122,00 22.840.190.204,00
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.452.596.976,00 15.957.272.370,00 16.395.042.593,00 16.843.010.000,00 17.256.733.651,00
PROVINSI
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Persentase Pemenuhan zlgr?;Baa‘:l?gi{iZ;g
per 4 petay Kebutuhan Pelayanan 100 100 100 15.452.596.976,00 100 15.957.272.370,00 100 16.395.042.593,00 100 16.843.010.000,00 100 17.256.733.651,00 9 9
administrasi perkantoran - . Kesatuan Bangsa Dan
Administrasi Perkantoran (%) Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN 2.499.731.795,00 2.561.858.064,00 2.673.604.217,00 2.788.712.887,00 2.872.352.662,00
KARAKTER KEBANGSAAN
akan ideologi Pancasila dan karakter syarakat | 75,00 75,00 75,00 2.499.731.795,00 80,00 2.561.858.064,00 85,00 2.673.604.217,00 90,00 2.788.712.887,00 95,00 2.872.352.662,00 9 9
Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilal Kesatuan Bangsa Dan
kebangsaan " L
Pancasila (%) Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN 290.809.385,00 393.499.029,00 411.360.337,00 429.759.102,00 443.127.936,00
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
- s Dinas/Badan yang
Persentase Pendidikan Politik menangani Bidan
Meningkatnya etika dan budaya politik | pada Kader Partai Politik 100 100 100 290.809.385,00 100 393.499.029,00 100 411.360.337,00 100 429.759.102,00 100 443.127.936,00 Kesatugn Ban sagDan
(Persentase) L 9
Politik
Dinas/Badan yang
Indeks Ketahanan Nasional menangani Bidang
Gatra Politik (Indeks) 331 331 334 337 340 343 346 Kesatuan Bangsa Dan
Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN ORGANISASI 317.553.124,00 338.984.051,00 354.370.869,00 370.220.688,00 381.737.416,00
KEMASYARAKATAN
- Dinas/Badan yang
Meningkatnya ketertiban organisasi Persentase Organisasi . menangani Bidang
Kemasyarakatan yang Aktif 75,00 75,00 75,00 317.553.124,00 80,00 338.984.051,00 85,00 354.370.869,00 90,00 370.220.688,00 95,00 381.737.416,00
kemasyarakatan Kesatuan Bangsa Dan
(Persentase) ”
Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN 415.282.286,00 482.156.920,00 491.559.976,00 501.245.976,00 508.283.976,00
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Dinas/Badan yang
Meningkatnya ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Nasional 3,13 3,13 3,20 415.282.286,00 | 3,23 482.156.920,00 | 3,26 491.559.976,00 | 3,29 501.245.976,00 | 3,32 508.283.976,00 | Menangani Bidang
sosial dan budaya masyarakat Gatra Ekonomi (Indeks) Kesatuan Bangsa Dan
Politik
Dinas/Badan yang
Indeks Ketahanan Nasional menangani Bidang
Gatra Sosial Budaya (Indeks) 2,94 8,25 325 328 331 3,34 3,37 Kesatuan Bangsa Dan
Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN 1.260.504.075,00 1.266.860.405,00 1.306.842.887,00 1.348.028.469,00 1.377.954.563,00

FASILITAS| PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT DAERAH

BHDANE WIRUE/AN fIPROIEIRVAL INDIKATOR OUTCOME BASIELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME 2024 JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dinas/Badan yang
Meningkatnya penanganan konflik Persentase Konflik Sosial yang 7 o, 75,00 75,00 1.260.504.075,00 | 80,00 1.266.860.405,00 | 85,00 1.306.842.887,00 | 90,00 1.348.028.469,00 | 95,00 1.377.954.563,00 | Menangani Bidang

sosial yang diselesaikan

Diselesaikan (Persentase)

Kesatuan Bangsa Dan
Politik

TOTAL KESELURUHAN

20236477641.00

21000630839.00

21632780879.00

22280977122.00

22840190204.00




TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

07)

(08)

8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Meningkatnya Kerukunan
Sosial Antar Masyarakat dan
Kehidupan Bermasyarakat
yang Kondusif, Aman, Nyaman,

Terwujudnya Kehidupan
Bermasyarakat yang
Berlandaskan Pancasila,
Demokrasi dan HAM

Indeks Harmoni Sosial (Indeks

Indeks Harmoni Religius
(Indeks)

Indeks Demokrasi Indonesia
(indeks)

Meningkatnya Kerukunan Umaj
Beragama

Indeks Toleransi (Indeks)

Indeks Kerjasama (Indeks)

Meningkatnya ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ekonomi (Indeks)

8.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Sosial Budaya (Indeks)

8.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Terlaksananya Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Jumlah Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Laporan)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

8.01.05.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.05.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan|
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan|
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di

Daerah (Orang)

8.01.05.1.01.00083 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan|
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

8.01.05.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Laporan)

8.01.05.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Meningkatnya Nilai Nilai
Wawasan Kebangsaan

Indeks Kewarganegaraan
(Indeks)

Indeks Pluralisme (Indeks)

Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan ideologi
Pancasila dan karakter
kebangsaan

Persentase Meningkatnya
Pemahaman Masyarakat
Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila (%)

8.01.02 - PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

Terlaksananya Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang ldeologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Tugas Paskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Laporan

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan
(Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang ldeologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Paskibraka (Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Orang)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Laporan Hasil Pelaksanaan
Tugas Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Laporan Hasil Pembinaan
Aktivitas Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil Pembinaan
Purnapaskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang ldeologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Laporan Hasil Pembinaan
Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun (Dokumen)

8.01.02.1.01.0002 - Perumusar
Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan
(Orang)

8.01.02.1.01.00083 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Orang)

8.01.02.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Laporan

8.01.02.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara (Dokumen)

8.01.02.1.01.0006 -
Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara

Jumlah Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Orang)

8.01.02.1.01.0007 -
Pengangkatan
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Laporan Hasil Pembinaan
Aktivitas Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil Pembinaan

Purnapaskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01.0008 - Pembinaa
terhadap aktivitas
kepaskibrakaan dan

Purnapaskibraka




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Tugas Paskibraka (Dokumen)

8.01.02.1.01.0009 -
Pelaksanaan tugas Paskibrakal

Laporan Hasil Pelaksanaan
Tugas Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

8.01.02.1.01.0010 -
Pelaksanaan tugas
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Laporan Hasil Pembinaan
Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

8.01.02.1.01.0011 - Pembinaar|
Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Jumlah Paskibraka (Orang)

8.01.02.1.01.0012 -
Pembentukan Paskibraka

Menurunnya Konflik Sosial di
Masyarakat

Persentase Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial
(Persentase)

Meningkatnya penanganan
konflik sosial yang diselesaikan

Persentase Konflik Sosial yang|
Diselesaikan (Persentase)

8.01.06 - PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Terlaksananya Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum Koordinas|
Pimpinan Daerah Provinsi
(Dokumen)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan|
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Laporan)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan|
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan|
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang|
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan|
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

8.01.06.1.01.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang|
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)

8.01.06.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang|
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Laporan)

8.01.06.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum Koordinas|
Pimpinan Daerah Provinsi
(Dokumen)

8.01.06.1.01.0006 -
Pelaksanaan Forum Koordinas|
Pimpinan

Daerah Provinsi

Meningkatnya Kebebasan
Masyarakat Berdemokrasi

Indeks Kebebasan (Indeks)




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Meningkatnya ketertiban
organisasi kemasyarakatan

Persentase Organisasi
Kemasyarakatan yang Aktif
(Persentase)

8.01.04 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Terlaksananya Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen Program
Kerja Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
(Laporan)

8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketq
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
(Orang)

8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
(Orang)

8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen Program
Kerja Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas
Evaluasi dan Mediasi Sengketq
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

yang Disusun (Dokumen)

8.01.04.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas

dan Ormas Asing di Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun (Dokumen)

8.01.04.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketq
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
(Orang)

8.01.04.1.01.0008 -
Pelaksanaan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketq
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketq
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
(Orang)

8.01.04.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketq
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketg
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
(Laporan)

8.01.04.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketq
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Efektifnya Fungsi Kapasitas
Lembaga Demokrasi dan
Meningkatnya Partisipasi
Politik Masyarakat

Indeks Kapasitas Lembaga
Demokrasi (Indeks)

Meningkatnya etika dan
budaya politik

Persentase Pendidikan Politik
pada Kader Partai Politik
(Persentase)

8.01.03 - PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Politik (Indeks)

8.01.03 - PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA

SERTA BUDAYA POLITIK




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Terlaksananya Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Palitik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah (Laporan)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah (Orang)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah (Orang)

8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Dokumen Program
Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah (Orang)

8.01.03.1.01.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah (Orang)

8.01.03.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah (Laporan)

8.01.03.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Palitik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah
(Poin)

Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran (%)

8.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

Terlaksananya Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

8.01.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

8.01.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

8.01.01.1.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

8.01.01.1.01.0010 -
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

Terpenuhinya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan
SKPD (Dokumen)

8.01.01.1.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

8.01.01.1.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

8.01.01.1.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD (Dokumen)

8.01.01.1.02.0003 -
Pelaksanaan Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Terlaksananya Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD (Laporan)

8.01.01.1.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

8.01.01.1.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)

8.01.01.1.03.0001 -
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD (Laporan)

8.01.01.1.03.0006 -
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada

SKPD

Terpenuhinya Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)

8.01.01.1.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan

| (Paket)

8.01.01.1.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan
(Paket)

8.01.01.1.05.0002 - Pengadaat|
Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)

8.01.01.1.05.0003 - Pendataan
dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian

Terpenuhinya Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
| pada SKPD (Dokumen)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

(Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Paket Bahan/Material
yang Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06.0003 -
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

| (Paket)

8.01.01.1.06.0004 -
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06.0005 -
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Paket Bahan/Material
yang Disediakan (Paket)

8.01.01.1.06.0007 -
Penyediaan Bahan/Material

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

8.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

8.01.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD (Dokumen)

8.01.01.1.06.0010 -
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Terlaksananya Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan (Unit

8.01.01.1.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

8.01.01.1.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atay
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

8.01.01.1.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung|
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

8.01.01.1.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.1.07.0005 - Pengadaar
Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

8.01.01.1.07.0006 - Pengadaar
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan (Unit

8.01.01.1.07.0007 - Pengadaarf
Aset Tetap Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atay
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

8.01.01.1.07.0010 - Pengadaar

Sarana dan Prasarana Gedund
Kantor atau Bangunan Lainnya|

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung|
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

8.01.01.1.07.0011 - Pengadaar

Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan

8.01.01.1.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan

8.01.01.1.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08.0003 -
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Laporan)

8.01.01.1.08.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Aset Tetap Lainnya
yang Dipelihara (Unit)

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangar
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Mebel yang Dipelihara
(Unit)

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan|
Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangar
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)

8.01.01.1.09.0001 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

8.01.01.1.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan




NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Mebel yang Dipelihara
(Unit)

8.01.01.1.09.0005 -
Pemeliharaan Mebel

Jumlah Aset Tetap Lainnya
yang Dipelihara (Unit)

8.01.01.1.09.0007 -
Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan|
Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09.0010 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedund
Kantor atau Bangunan Lainnya]

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.1.09.0011 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya




TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
FINAL
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
| INDIKATOR KINERJA KUNCI
1 |Persentase Pendidikan Politik pada Kader | 5 o iace 100 100 100 100 100 100 100
Partai Politik
2 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi | Indeks 3,13 3,13 3,20 3,23 3,26 3,29 3,32
8 |Persentase Organisasi Kemasyarakatan | oo o niace 75,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
yang Aktif
4 Persentase Meningkatnya Pemahaman
Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai | % 75,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Pancasila
5 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik Indeks 3,31 3,31 3,34 3,37 3,40 3,43 3,46
6 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Indeks 2.94 3.25 3.25 3.28 331 334 337
Budaya
7 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan| Persentase 75,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00




TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / lNDIKA-l;)OURI_POSICOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PES?:ENRGAT_'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
g'g:tl:nléESATUAN AN A 20.236.477.641,00 21.000.630.839,00 21.632.780.879,00 22.280.977.122,00 22.840.190.204,00
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.452.596.976,00 15.957.272.370,00 16.395.042.593,00 16.843.010.000,00 17.256.733.651,00
PROVINSI
8.01.0.00.0.00.01.00
T I e AR Persentase Pemenuhan Kebutuhan 00 - BADAN
p_ . y pelay Pelayanan Administrasi 100 100 15.452.596.976,00 100 15.957.272.370,00 100 16.395.042.593,00 100 16.843.010.000,00 100 17.256.733.651,00 | KESATUAN
administrasi perkantoran
Perkantoran (%) BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 150.000.000,00 145.000.000,00 150.923.928,00 163.010.000,00 170.000.000,00
Perangkat Daerah
TCHELSERENE e, Jumlah Dokumen Perencanaan
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 7 7 150.000.000,00 7 145.000.000,00 7 150.923.928,00 7 163.010.000,00 7 170.000.000,00
Perangkat Daerah (Dokumen)
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral g g 4 4 4 4
Daerah (Dokumen)
8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 150.000.000,00 130.000.000,00 130.923.928,00 138.010.000,00 140.000.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan 7 7 150.000.000,00 7 130.000.000,00 7 130.923.928,00 7 138.010.000,00 7 140.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dokumen)
8.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Terselenggaranya Walidata Pendukung | Penyelenggaraan Walidata
Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral 0 0 0,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00
Daerah (Dokumen)
UL OI-1L.022 = A IS KU 11.977.537.264,00 12.525.000.000,00 12.825.000.000,00 13.035.000.000,00 13.290.423.928,00
Perangkat Daerah
Terpenuhinya Administrasi Keuangan punEiEokie plgepatatahiasy
P Y 9 dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 0 0 11.977.537.264,00 1 12.525.000.000,00 1 12.825.000.000,00 1 13.035.000.000,00 1 13.290.423.928,00
Perangkat Daerah
SKPD (Dokumen)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) & & & & &
o2/ 00IsRe Vediaagieaiidan 11.977.537.264,00 12.500.000.000,00 12.800.000.000,00 13.000.000.000,00 13.250.000.000,00
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumiah Orang yang Menerima Gaji 88 11.977.537.264,00 88 12.500.000.000,00 88 12.800.000.000,00 88 13.000.000.000,00 88 13.250.000.000,00
dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)
8.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan
e sanas 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 40.423.928,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan
4 dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 0 0 0,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 35.000.000,00 1 40.423.928,00

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

SKPD (Dokumen)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
8.01.01.1.08 - Administrasi Barang Milik
Paciipad 85.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 115.000.000,00 120.000.000,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Barang Milik punEiianeEplenataisataay
Y 9 Barang Milik Daerah pada SKPD 6 85.000.000,00 6 100.000.000,00 6 100.000.000,00 6 115.000.000,00 6 120.000.000,00
Daerah pada Perangkat Daerah
(Laporan)
Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD 2 2 2 2 2
(Dokumen)
8.01.01.1.03.0001 - Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00
Daerah SKPD
Tersedianya Rencana Kebutuhan Baran Jumiah Rencana Kebutuhan
- Y 9 Barang Milik Daerah SKPD 2 15.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 30.000.000,00 2 35.000.000,00
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
8.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan
ZEvEIg RS PEEE (R 70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Baran Jumiah Laporan Penatausahaan
- Y 9 Barang Milik Daerah pada SKPD 6 70.000.000,00 6 80.000.000,00 6 80.000.000,00 6 85.000.000,00 6 85.000.000,00
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
LA o A I ) ST 120.749.712,00 145.000.000,00 145.000.000,00 155.000.000,00 160.000.000,00
Perangkat Daerah
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian ilElh Dl e PETEEiEEr G
P Y peg Pengolahan Administrasi 0 1 120.749.712,00 1 145.000.000,00 1 145.000.000,00 1 155.000.000,00 1 160.000.000,00
Perangkat Daerah )
Kepegawaian (Dokumen)
Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan 0 2 2 2 2 2
(Paket)
8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian
Sl (I AT 95.749.712,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00
Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Jumiah Paket Pakaian Dinas
N Y Beserta Atribut Kelengkapan 0 2 95.749.712,00 2 125.000.000,00 2 125.000.000,00 2 125.000.000,00 2 130.000.000,00
Atribut Kelengkapan (Paket)
8.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan
Pelodlat i sres 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan
va men . . Pengolahan Administrasi 0 1 25.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian X
Kepegawaian (Dokumen)
AT - A ) U 1.435.000.000,00 1.205.000.000,00 1.210.000.000,00 1.285.000.000,00 1.356.309.723,00
Perangkat Daerah
Terpenuhinya Administrasi Umum LR (LB (PEh e e
P 4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 90 1.435.000.000,00 95 1.205.000.000,00 100 1.210.000.000,00 125 1.285.000.000,00 125 1.356.309.723,00
Perangkat Daerah
SKPD (Laporan)
Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD 10 10 10 10 10
(Dokumen)
Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan) 1 a a a a
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Paket) 2 2 2 2 2
Jumlah Paket Bahan/Material yang 1 1 1 1 1

Disediakan (Paket)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 1 1 1 1 1 1
(Paket)
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 1 1 1 1
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 5 5 5 5 5
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 1 1 1 1
Tangga yang Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0001 - Penyediaan
Roppcpenlipsiaas! 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianva Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
erseciany P Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor gy
Kantor yang Disediakan (Paket)
TR OE CT0R = REEEIEEw 275.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianva Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Y Perlengkapan Kantor yang 5 275.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00
Perlengkapan Kantor o
Disediakan (Paket)
SR O EIE) - REATEEEED 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 2uMiah Paket Peralatan Rumah 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00
Tangga yang Disediakan (Paket)
ATLELLVREHES - (REpEEIEE EEE 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 171.309.723,00
Logistik Kantor
. - Jumlah Paket Bahan Logistik
Tersedianya Bahan Logistik Kantor =ana 2 200.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 2 165.000.000,00 2 171.309.723,00
Kantor yang Disediakan (Paket)
LIRS - [(REPEIEET) EEENE, 35.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianva Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Y 9 Penggandaan yang Disediakan 1 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00
Penggandaan
(Paket)
ATLOLATEOTY - Pyl 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00
Bahan/Material
Tersedianya Bahan/Material Jumiah Paket Bahan/Material yang 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00
Disediakan (Paket)
if;fl'l'%'ooos gacsiiasiunivgoay 75.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 75.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00
Tamu Kunjungan Tamu (Laporan)
8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan
Rapatiteedil=slday 750.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 700.000.000,00
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumliah Laporan Penyelenggaraan
sananya Fenyeiengg Pal | Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9 750.000.000,00 95 600.000.000,00 [ 100 600.000.000,00 | 125 650.000.000,00 | 125 700.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD (Laporan)
TR OR I - RSN 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
Arsip Dinamis pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsi Jumiah Dokumen Penatausahaan
Y P~ | Arsip Dinamis pada SKPD 10 30.000.000,00 10 35.000.000,00 10 35.000.000,00 10 35.000.000,00 10 40.000.000,00

Dinamis pada SKPD

(Dokumen)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik
DEEIEN PRI, 204.600.000,00 408.670.370,00 400.000.000,00 410.000.000,00 425.000.000,00
Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Tl (U A TR (e
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah L ap Y 2 204.600.000,00 2 408.670.370,00 2 400.000.000,00 2 410.000.000,00 2 425.000.000,00
yang Disediakan (Unit)
Daerah
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
. N 0 1 1 1 1
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan 10 8 10 10 10
Lainnya yang Disediakan (Unit)
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 2 2 2 2
Lainnya yang Disediakan (Unit)
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Paket) ® 1 1 1 1
8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00
Tersedianya Mebel Jumiah Paket Mebel yang 0 0,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 60.000.000,00 1 65.000.000,00
Disediakan (Paket)
QTR ALIVED - [RAFET 37.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 37.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 35.000.000,00
Lainnya Lainnya yang Disediakan (Unit)
SULORLADLIT o[RBT ASEl 17.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
Tetap Lainnya
. . Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
Tersedianya Aset Tetap Lainnya - X 2 17.600.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 25.000.000,00
yang Disediakan (Unit)
8.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau 150.000.000,00 208.670.370,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Bangunan Lainnya
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Y X Gedung Kantor atau Bangunan 10 150.000.000,00 8 208.670.370,00 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya . B .
Lainnya yang Disediakan (Unit)
8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Kantor atau 9% 9 - 0 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
R Bangunan Lainnya yang Disediakan
Bangunan Lainnya .
(Unit)
8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa
PRI CHTEET 860.000.000,00 805.892.000,00 884.408.665,00 950.000.000,00 990.000.000,00
Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Il (LEPEED PEmEETEEm JE
1any: jang Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2 860.000.000,00 2 805.892.000,00 2 884.408.665,00 2 950.000.000,00 2 990.000.000,00
Pemerintahan Daerah L I
Listrik yang Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 1 1 1 1
yang Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 250 250 300 350 350
Surat Menyurat (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 6 6 6 6 6

Disediakan (Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
OG0 1EACTIR - FEmeiEEn FER 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00
Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 250 5.000.000,00 | 250 5.000.000,00 | 300 7.500.000,00 | 350 10.000.000,00 | 350 15.000.000,00
Menyurat Surat Menyurat (Laporan)
ORI ALAOEOR - PREEEEN dEEa 360.000.000,00 360.000.000,00 371.908.665,00 390.000.000,00 400.000.000,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
. Y . ' Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2 360.000.000,00 2 360.000.000,00 2 371.908.665,00 2 390.000.000,00 2 400.000.000,00
Daya Air dan Listrik - -
Listrik yang Disediakan (Laporan)
SOV o (R E e 45.000.000,00 40.892.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Y Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 45.000.000,00 1 40.892.000,00 1 75.000.000,00 1 100.000.000,00 1 125.000.000,00
Perlengkapan Kantor -
yang Disediakan (Laporan)
HLLANHIEE o (RO EE R 450.000.000,00 400.000.000,00 430.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Kantor Y 4 Pelayanan Umum Kantor yang 6 450.000.000,00 6 400.000.000,00 6 430.000.000,00 6 450.000.000,00 6 450.000.000,00
Disediakan (Laporan)
8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 619.710.000,00 622.710.000,00 679.710.000,00 730.000.000,00 745.000.000,00
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Jumlah Gedung Kantor dan
Milik Daerah Penunjang Urusan Bangunan Lainnya yang 1 619.710.000,00 1 622.710.000,00 1 679.710.000,00 1 730.000.000,00 1 745.000.000,00
Pemerintahan Daerah Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang
Dipelihara (Unit) ® a a a a
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak = &= &= &= &=
dan Perizinannya (Unit)
Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan ® ® ® ® ®
Dibayarkan Pajaknya (Unit)
Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 5 5 5 5
(Unit)
Jumlah Sarana dan Prasarana
ngung Kantor atau Bangunan 1 1 1 1 1
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Qedung Kantor atau 0 1 1 1 1
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa
PECEVEEN, ClEya REiElEEE (W 218.830.000,00 218.830.000,00 218.830.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas 6 218.830.000,00 6 218.830.000,00 6 218.830.000,00 6 230.000.000,00 6 230.000.000,00

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)

8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

85.880.000,00

85.880.000,00

85.880.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang 15 85.880.000,00 15 85.880.000,00 15 85.880.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya (Unit)
8.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 15.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel gg:{;"h Mebel yang Dipelihara 5 15.000.000,00 5 8.000.000,00 5 15.000.000,00 5 25.000.000,00 5 30.000.000,00
QTN < (RN A 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Tetap Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap | Jumiah Aset Tetap Lainnya yang 0 0,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Lainnya Dipelihara (Unit)
8.01.01.1.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 1 100.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
8.01.01.1.09.0010 -
PR T S G 200.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan 1 200.000.000,00 1 175.000.000,00 1 175.000.000,00 1 175.000.000,00 1 175.000.000,00
Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
8.01.01.1.09.0011 -
PO WS ] SRR G 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Qedung Kantor atau 0 0,00 1 50.000.000,00 1 100.000.000,00 1 120.000.000,00 1 130.000.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN 2.499.731.795,00 2.561.858.064,00 2.673.604.217,00 2.788.712.887,00 2.872.352.662,00
KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya kesadaran masyarakat Persentase Meningkatnya 00 - BADAN
akan ideologi Pancasila dan karakter Pemahaman Masyarakat Terhadap 75,00 75,00 2.499.731.795,00 80,00 2.561.858.064,00 85,00 2.673.604.217,00 90,00 2.788.712.887,00 95,00 2.872.352.662,00 | KESATUAN
kebangsaan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (%) BANGSA DAN
POLITIK

8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan
UELTID G [REMEWEED R SEEET 2.499.731.795,00 2.561.858.064,00 2.673.604.217,00 2.788.712.887,00 2.872.352.662,00
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Perumusan Kebijakan [GRIGIEE! l EREE) 1 ele]
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan WVENTEEE ({CREREREE) BEE

r . P . Negara, Karakter Bangsa, 40 2.499.731.795,00 40 2.561.858.064,00 50 2.673.604.217,00 75 2.788.712.887,00 85 2.872.352.662,00
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter .
e — Pembauran Kebangsaan, Bhineka
9 Tunggal lka dan Sejarah

Kebangsaan (Orang)

Jumlah Paskibraka (Orang) 36 36 36 36 36

Jumlah Purnapaskibraka Duta 36 6 6 6 6

Pancasila (Orang)




BIDANG URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11

(12)

(13)

(14

(15)

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Tugas Paskibraka (Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil
Pembentukan dan Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Pentingnya
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
(Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan (Laporan)

Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas
Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil
Pembinaan Purnapaskibraka
(Dokumen)

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila
(Dokumen)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)

5]

Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan
kepada Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

75

75

85

100

8.01.02.1.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

2.500.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOOURI.SSJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE;{:ENFEA}T_'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Dokumen Program Kerja di
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Bidang Ideologi Wawasan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela Negara,
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Karakter Bangsa, Pembauran 1 1 2.500.000,00 1 3.500.000,00 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00 1 5.000.000,00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan | Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka
Sejarah Kebangsaan dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)
8.01.02.1.01.0002 - Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
W) RS ERr), (E MEgee, 2.500.000,00 2.258.064,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang | Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Bela Negara, Karakter Bangsa,
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Pembauran Kebangsaan, Bhineka 1 1 2.500.000,00 1 2.258.064,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 3.500.000,00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan | Tunggal Ika dan Sejarah
Sejarah Kebangsaan Kebangsaan yang Disusun
(Dokumen)
8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
AR, (R NI, (Ve 75.000.000,00 98.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 140.000.000,00
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bela Negara, Karakter Bangsa, 75 75.000.000,00 75 98.000.000,00 75 100.000.000,00 85 125.000.000,00 100 140.000.000,00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan | Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)
8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
ST, (EER NI, (ETEhs) 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang Ideologi
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Negara, Karakter Bangsa, 40 50.000.000,00 40 50.000.000,00 50 75.000.000,00 75 100.000.000,00 85 120.000.000,00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan | Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)
8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
SIGENE) (Bl WEnEEen KPR, 50.000.000,00 76.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Jumiah Faporan Hasil Momtgnng
S X Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan X
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter deologi Wawasan Kebangsaan,
! ! Bela Negara, Karakter Bangsa, 1 50.000.000,00 1 76.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 120.000.000,00

Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan (Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Pentingnya Penghayatan dan 50.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Pengamalan Pancasila dalam Semua
Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Pembentukan dan Pembentukan dan Penumbuhan
. | Karakter Keluarga Melalui
Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui ]
N Peningkatan Kesadaran
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Masvarakat akan Pentingnya
akan Pentingnya Penghayatan dan 4 any 1 50.000.000,00 1 60.000.000,00 1 85.000.000,00 1 100.000.000,00 1 110.000.000,00
. Penghayatan dan Pengamalan
Pengamalan Pancasila dalam Semua .
3 Pancasila dalam Semua Aspek
Aspek Kehidupan Bermasyarakat, .
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
Berbangsa, dan Bernegara
(Dokumen)
STLCEALNLIEY) o A 15.000.000,00 15.000.000,00 15.161.276,00 15.161.276,00 15.500.000,00
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Terbentuknya purnapaskibraka duta Jumlah Purnapaskibraka Duta 36 15.000.000,00 36 15.000.000,00 36 15.161.276,00 36 15.161.276,00 36 15.500.000,00
pancasila Pancasila (Orang)
8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap
aktivitas kepaskibrakaan dan 2.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00
Purnapaskibraka
Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas
Terlaksananya pembinaan aktiitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil 1 2.000.000,00 1 2.100.000,00 1 2.100.000,00 1 2.100.000,00 1 2.500.000,00
kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Pembinaan Purnapaskibraka
(Dokumen)
TLORATLIT) - RS e 382.731.795,00 395.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 410.000.000,00
Paskibraka
Terlaksananya penugasan paskibraka | 2umiah Dokumen Pelaksanaan 1 382.731.795,00 1 395.000.000,00 1 400.000.000,00 1 400.000.000,00 1 410.000.000,00
Tugas Paskibraka (Dokumen)
AP o[RS SIEE IS 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Terlaksananya penugasan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
nya penug . Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Purnapaskibraka Duta Pancasila
(Dokumen)
LA - (PRl LIET 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan
Y N / . | kepada Purnapaskibraka Duta 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila ;
Pancasila (Dokumen)
AELORATLO0Z - PalEiilen 1.850.000.000,00 1.840.000.000,00 1.869.842.941,00 1.919.951.611,00 1.925.852.662,00
Paskibraka
;j;gigwk”ya pasukan pengibar bendera| ;1. paskibraka (Orang) 36 1.850.000.000,00 36 1.840.000.000,00 36 1.869.842.941,00 36 1.919.951.611,00 36 1.925.852.662,00
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN 290.809.385,00 393.499.029,00 411.360.337,00 429.759.102,00 443.127.936,00
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.00
Persentase Pendidikan Politik pada 90 BRI
Meningkatnya etika dan budaya politik . s P 100 100 290.809.385,00 100 393.499.029,00 100 411.360.337,00 100 429.759.102,00 100 443.127.936,00 | KESATUAN
Kader Partai Politik (Persentase)
BANGSA DAN
POLITIK
Indeks Ketahanan Nasional Gatra 331 3,34 3,37 3.40 3.43 3.46

Politik (Indeks)




BIDANG URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14

(15)

8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik

290.809.385,00

393.499.029,00

411.360.337,00

429.759.102,00

443.127.936,00

Terlaksananya Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Laporan)

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah (Orang)

50

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)

150

290.809.385,00

50

150

393.499.029,00

50

150

411.360.337,00

60

150

429.759.102,00

60

150

443.127.936,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOOURI.SSJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE;{:ENR?A}T_'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
8.01.03.1.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demeliest, FeeliEs (CEmEGEEm 8.000.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Dokumen Program Kerja di
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | Budaya Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan | Pemerintahan, Perwakilan dan
dan Partai Politik, Pemilihan Partai Politik, Pemilihan 1 1 8.000.000,00 1 6.500.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, | Umum/Pemilihan Umum Kepala
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, serta Pemantauan Situasi
Daerah Politik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 9.000.000,00 6.999.029,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Kebijakan di Bidang
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | Politik, Peningkatan Demokrasi,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan | Pemerintahan, Perwakilan dan
dan Partai Politik, Pemilihan Partai Politik, Pemilihan 1 1 9.000.000,00 1 6.999.029,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, | Umum/Pemilihan Umum Kepala
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, serta Pemantauan Situasi
Daerah Politik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
el (Fesiliel eI 138.809.385,00 200.000.000,00 200.000.000,00 212.759.102,00 220.000.000,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | Pendidikan Politik, Etika Budaya
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi,
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan | Fasilitasi Kelembagaan 150 138.809.385,00 | 150 200.000.000,00 | 150 200.000.000,00 | 150 212.750.102,00 | 150 220.000.000,00

dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demeliest, FeeliEs (CEmEGEEm 50.000.000,00 80.000.000,00 94.360.337,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Terlaksananya Koordinasi di Bidan Jumiah Orang yang Mengikufi
. va X 9 Koordinasi di Bidang Pendidikan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, " X L
X X I Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi . . I
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
A I Kelembagaan Pemerintahan, 50 50.000.000,00 50 80.000.000,00 50 94.360.337,00 60 100.000.000,00 60 100.000.000,00
dan Partai Politik, Pemilihan N . .
- Perwakilan dan Partai Politik,
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, - o
R . o Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah (Orang)
8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 85.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 106.127.936,00
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan | Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, | Pendidikan Politik, Etika Budaya
Etika Budaya Politik, Peningkatan Politik, Peningkatan Demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan | Fasilitasi Kelembagaan 1 85.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 106.127.936,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Pemerintahan, Perwakilan dan
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Partai Politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum Kepala
Pemantauan Situasi Politik di Daerah Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Laporan)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN ORGANISASI 317.553.124,00 338.984.051,00 354.370.869,00 370.220.688,00 381.737.416,00
KEMASYARAKATAN
8.01.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya ketertiban organisasi PEIRSIIESR QLS DOEADAN
gkatny 9 Kemasyarakatan yang Aktif 75,00 75,00 317.553.124,00 80,00 338.984.051,00 85,00 354.370.869,00 90,00 370.220.688,00 95,00 381.737.416,00 | KESATUAN
kemasyarakatan
(Persentase) BANGSA DAN
POLITIK
8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan
CLGIS CEW (PEMEEREN (M ESEEe 317.553.124,00 338.984.051,00 354.370.869,00 370.220.688,00 381.737.416,00
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Terlaksananya Perumusan Kebijakan EEilrEs] clm PelEperEm PIEE
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pendaftaran Ormas,
P Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 1 317.553.124,00 1 338.984.051,00 1 354.370.869,00 1 370.220.688,00 1 381.737.416,00

Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOOURI.SSJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PESQAAENISA}T_'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Dokumen Program Kerja
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas, 1 1 1 1 1 1
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
Jumlah Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas, 1 1 1 1 1 1
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa 2l 2l 2l 2l 2l
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah (Orang)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 100 100 100 100 100
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Orang)
8.01.04.1.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja Dibidang Pendaftaran
mesRembeidayaanlonasieralizsl 5.000.000,00 3.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah
Jumlah Dokumen Program Kerja
Tersusunnya Program Kerja Dibidang Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa |dan Mediasi Sengketa Ormas, 1 1 5.000.000,00 1 3.750.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.04.1.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan Dibidang
PEILEEED CIMES, (FETS T 5.000.000,00 3.234.051,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Jumlah Kebijakan Dibidang
Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa [dan Mediasi Sengketa Ormas, 1 1 5.000.000,00 1 3.234.051,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

85.000.000,00

100.000.000,00

109.370.869,00

125.220.688,00

136.737.416,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKA?URFSSJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PESQAAENRGA}T_'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pendaftaran Ormas,
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 100 85.000.000,00 100 100.000.000,00 100 109.370.869,00 100 125.220.688,00 100 136.737.416,00
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | dan Mediasi Sengketa Ormas,
Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Orang)
8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 122.553.124,00 132.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Terlaksananya Koordinasi Dibidang Jumla!w Or_an_g yang Mengikut
Koordinasi Dibidang Pendaftaran
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa - A ! 50 122.553.124,00 50 132.000.000,00 50 135.000.000,00 50 135.000.000,00 50 135.000.000,00
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Asing di Daerah Ormas, Pgnga\_/vasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah (Orang)
8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
DIFGENE) PEEEED ORiES, 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan | Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, | Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan | dan Mediasi Sengketa Ormas,
Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Laporan)
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN 415.282.286,00 482.156.920,00 491.559.976,00 501.245.976,00 508.283.976,00
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial| Indeks Ketahanan Nasional Gatra 80 - ERABIAY
’ X 3,13 3,20 415.282.286,00 2723 482.156.920,00 3,26 491.559.976,00 3,29 501.245.976,00 3,32 508.283.976,00 | KESATUAN
dan budaya masyarakat Ekonomi (Indeks)
BANGSA DAN
POLITIK
Indeks Ketahanan Nasional Gatra
Sosiall Budaya (Inceks) 2,94 3,25 3,28 &l 3,34 3,37
8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan
CLGIS GEW (PEENIEREN (e EUSERe) 415.282.286,00 482.156.920,00 491.559.976,00 501.245.976,00 508.283.976,00
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya
Jumlah Kebijakan di Bidang
" Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Terlaksananya Perumusan Kebijakan P
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan EUCEY Gl (S REmeCRlith
) . ; Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 1 415.282.286,00 1 482.156.920,00 1 491.559.976,00 1 501.245.976,00 1 508.283.976,00
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya Kerukunan Umat Beragam_a dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
yang Disusun (Dokumen)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 150 150 150 150 150

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
(Orang)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 20 20 20 20 20
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
(Orang)
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 1 1 a a a
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
(Laporan)
Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 1 1 1 1 1
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
yang Disusun (Dokumen)
8.01.05.1.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Ketahanan
e ncmisosiallBudayaldanliasilitce) 5.000.000,00 28.156.920,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
I Jumlah Dokumen Program Kerja di
Tersusunnya Progra_m KeA”a di Bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan e
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
. egan vaiag Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 1 5.000.000,00 1 28.156.920,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Kerukunan Umat Beragama dan
Beragama dan Penghayat Kepercayaan N
. Penghayat Kepercayaan di Daerah
di Daerah ’
yang Disusun (Dokumen)
8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
" A Jumlah Kebijakan di Bidang
Tersusunnya Kebua_kan d! Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan P
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
. egan vaiag Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Kerukunan Umat Beragama dan
Beragama dan Penghayat Kepercayaan N
. Penghayat Kepercayaan di Daerah
di Daerah ’
yang Disusun (Dokumen)
8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Seskl, EUEEYR G [FEsliEe 246.282.286,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 282.038.000,00

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOOUR.,I.SSJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PESQAAENISA}T_'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan | Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan | Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 150 246.282.286,00 | 150 275.000.000,00 | 150 275.000.000,00 | 150 275.000.000,00 [ 150 282.038.000,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Beragama dan Penghayat Kepercayaan | Kerukunan Umat Beragama dan
di Daerah Penghayat Kepercayaan di Daerah
(Orang)
8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ketahanan
el S PR EE Ct (sl 65.000.000,00 70.000.000,00 77.559.976,00 87.245.976,00 87.245.976,00
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan | Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan | Fasilitasi Pencegahan e 50 65.000.000,00 | 50 70.000.000,00 | 50 77.559.976,00 | 50 87.245.976,00 | 50 87.245.976,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Beragama dan Penghayat Kepercayaan | Kerukunan Umat Beragama dan
di Daerah Penghayat Kepercayaan di Daerah
(Orang)
8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 90.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan | Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 1 90.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, [ Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Kerukunan Umat Beragama dan
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Penghayat Kepercayaan di Daerah
(Laporan)
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN 1.260.504.075,00 1.266.860.405,00 1.306.842.887,00 1.348.028.469,00 1.377.954.563,00
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya penanganan konflik sosial | Persentase Konflik Sosial yang DOEADAN
" X N y 75,00 75,00 1.260.504.075,00 80,00 1.266.860.405,00 85,00 1.306.842.887,00 90,00 1.348.028.469,00 95,00 1.377.954.563,00 | KESATUAN
yang diselesaikan Diselesaikan (Persentase)
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan
CLGIS CEW (M2 ENSEIEEN (REEIE e 1.260.504.075,00 1.266.860.405,00 1.306.842.887,00 1.348.028.469,00 1.377.954.563,00
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial
Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pemantauan Orang Asing, Tenaga
UELTID R (RS S (REMEERED | DEEoV AL GEYD (LS RS 150 1.260.504.07500 [ 150 1.266.860.40500 [ 150 1.306.842.887,00 [ 150 1.348.028.469,00 [ 150 1.377.954.563,00

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)




BIDANG URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11

(12)

(13)

(14

(15)

Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah (Laporan)

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi
(Dokumen)

Jumlah Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah (Orang)

175

175

8.01.06.1.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

3.000.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

Tersusunnya Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

3.000.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOOURI.SSJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE;{:ENR?A}T_'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
8.01.06.1.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, 3.070.646,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
Jumlah Kebijakan di Bidang
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, | Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja | Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing dan Lembaga Asing, Asing, Kewaspadaan Perbatasan 1 1 3.070.646,00 1 3.000.000,00 1 3.500.000,00 1 4.000.000,00 1 4.500.000,00
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, | Antar Negara, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik| Kewaspadaan, serta Penanganan
di Daerah Konflik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Gl TG R ST G (Lot 150.000.000,00 130.860.405,00 135.000.000,00 145.000.000,00 150.000.000,00
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, | Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja | Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Asing dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 150 150.000.000,00 | 150 130.860.405,00 | 150 135.000.000,00 | 175 145.000.000,00 | 175 150.000.000,00
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, | Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Antar Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik| Kelembagaan Bidang
di Daerah Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah (Orang)
8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Gl TG R ST G (Lot 116.783.429,00 100.000.000,00 105.000.000,00 110.000.000,00 115.000.000,00
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, | Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja | Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Asing dan Lembaga Asing, Kerja Asing dan Lembaga Asing, 150 116.783.429,00 | 150 100.000.000,00 | 150 105.000.000,00 | 150 110.000.000,00 | 150 115.000.000,00

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik|
di Daerah

Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
(Orang)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 250.000.000,00 80.000.000,00 85.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan | Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, | Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang | Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga | Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 6 250.000.000,00 6 80.000.000,00 6 85.000.000,00 6 90.000.000,00 6 95.000.000,00
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar | Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang | Antar Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik| Kelembagaan Bidang
di Daerah Kewaspadaan, serta Penanganan

Konflik di Daerah (Laporan)
8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum
OIS (AR 737.650.000,00 950.000.000,00 974.842.887,00 995.028.469,00 1.008.954.563,00
Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Forum Koordinasi Pelaksanaan Forum Koordinasi

1 1 737.650.000,00 1 950.000.000,00 1 974.842.887,00 1 995.028.469,00 1 1.008.954.563,00

Pimpinan Daerah Provinsi

Pimpinan Daerah Provinsi
(Dokumen)




TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE

FROIERANY CUMEBINIS) OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 AT LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT Gl AL
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (23) (14) (15) (16) a7)
S - (MESURRN BRE 20.236.477.641,00 21.000.630.839,00 21.632.780.879,00 22.280.977.122,00 22.840.190.204,00
DAN POLITIK
8.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 15.452.596.976,00 15.957.272.370,00 16.395.042.593,00 16.843.010.000,00 17.256.733.651,00
PROVINSI
Persentase Pemenuhan CHIELMSHEDIELY
Terpenuhinya kebutuhan i I S — 00 - BADAN
pelayanan administrasi - Ceay 100 100 100 15.452.596.976,00 100 15.957.272.370,00 100 16.395.042.593,00 100 16.843.010.000,00 100 17.256.733.651,00 | KESATUAN
Administrasi Perkantoran
perkantoran ) BANGSA DAN
A POLITIK
8.01.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi 150.000.000,00 145.000.000,00 150.923.928,00 163.010.000,00 170.000.000,00
Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Perencanaan, |Jumlah Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan Perangkat 7 7 150.000.000,00 7 145.000.000,00 7 150.923.928,00 7 163.010.000,00 7 170.000.000,00
Kinerja Perangkat Daerah Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Walidata Pendukung 0 0 1 1 1 1
Statistik Sektoral Daerah
(Dokumen)
8.01.01.1.01.0001 -
Penyusunan Dokumen KOTA
e 150.000.000,00 130.000.000,00 130.923.928,00 138.010.000,00 140.000.000,00 PEKANBARU
Daerah
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 7 7 150.000.000,00 7 130.000.000,00 7 130.923.928,00 7 138.010.000,00 7 140.000.000,00
Daerah Daerah (Dokumen)
8.01.01.1.01.0010 -
Penyelenggaraan Walidata KOTA
Pendukung Statistik Sektoral 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 PEKANBARU
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Terselenggaranya Walidata Penyelenggaraan
Pendukung Statistik Sektoral Walidata Pendukung 0 0 0,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00
Daerah Statistik Sektoral Daerah
(Dokumen)
AL o AT ) 11.977.537.264,00 12.525.000.000,00 12.825.000.000,00 13.035.000.000,00 13.290.423.928,00
Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Terpenuhinya Administrasi PETELENEEHEER CEW
P 4 Penguijian/Verifikasi 0 0 11.977.537.264,00 1 12.525.000.000,00 1 12.825.000.000,00 1 13.035.000.000,00 1 13.290.423.928,00
Keuangan Perangkat Daerah
Keuangan SKPD
(Dokumen)
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/ S &3 & & £e
Bulan)
8.01.01.1.02.0001 - KOTA
Penyediaan Gaji dan 11.977.537.264,00 12.500.000.000,00 12.800.000.000,00 13.000.000.000,00 13.250.000.000,00 PEKANBARU

Tunjangan ASN




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17)
Jumlah Orang yang
Tersedianya Gaji dan Menerima Gaji dan 88 11.977.537.264,00 | 88 12.500.000.000,00 | 88 12.800.000.000,00 | 88 13.000.000.000,00 | 88 13.250.000.000,00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Orang/
Bulan)
8.01.01.1.02.0003 -
Pelaksanaan Penatausahaan
4w 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 40.423.928,00 O
: ) . ! : : ' : ) ’ : : : PEKANBARU
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen
Terlaksananya Penatausahaan | Penatausahaan dan
dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi 0 0 0,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 35.000.000,00 1 40.423.928,00
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
(Dokumen)
8.01.01.1.03 - Administrasi
Sevei R DesEth (FEEE 85.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 115.000.000,00 120.000.000,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi ‘:(ngﬁghiinggp; Milik
Barang Milik Daerah pada Daerah SKPD 9 2 85.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 115.000.000,00 2 120.000.000,00
Perangkat Daerah
(Dokumen)
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD & g g g g
(Laporan)
8.01.01.1.03.0001 -
PEUEIET) [REREEEEN] 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 Ko
Kebutuhan Barang Milik Daerah A T T : U U ! PEKANBARU
SKPD
. Jumlah Rencana
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik
Kebutuhan Barang Milik Daerah 9 2 15.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 30.000.000,00 2 35.000.000,00
Daerah SKPD
SKPD
(Dokumen)
8.01.01.1.03.0006 -
Penatausahaan Barang Milik KOTA
Daerah pada 70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 PEKANBARU
SKPD
Terlaksananya Penatausahaan "]:lg:;\zuéiic;r:: Baran
Barang Milik Daerah pada - 9 6 70.000.000,00 6 80.000.000,00 6 80.000.000,00 6 85.000.000,00 6 85.000.000,00
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
(Laporan)
8.01.01.1.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat 120.749.712,00 145.000.000,00 145.000.000,00 155.000.000,00 160.000.000,00
Daerah
Terpenuhinya Administrasi Jumlah Paket Pakaian
Kepegawaian Perangkat Dinas Beserta Atribut 0 2 120.749.712,00 2 145.000.000,00 2 145.000.000,00 2 155.000.000,00 2 160.000.000,00
Daerah Kelengkapan (Paket)
Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan Administrasi g g L 2 g g
Kepegawaian (Dokumen)
8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut KOTA
95.749.712,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 RN

Kelengkapannya




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Tersedianya Pakaian Dinas Jumiah Paket Pakaian
Ve Dinas Beserta Atribut 0 2 95.749.712,00 2 125.000.000,00 2 125.000.000,00 2 125.000.000,00 2 130.000.000,00
Beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapan (Paket)
8.01.01.1.05.0003 - Pendataan
dan Pengolahan Administrasi KOTA
25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEKANBARU
Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan \’]:l;r:(ljzfzalzﬂk;;en
Pengolahan Administrasi - ) 0 1 25.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00
3 Pengolahan Administrasi
Kepegawaian -
Kepegawaian (Dokumen)
8.01.01.1.06 - Administrasi 1.435.000.000,00 1.205.000.000,00 1.210.000.000,00 1.285.000.000,00 1.356.309.723,00
Umum Perangkat Daerah
Terpenuhinya Administrasi il Efn [P
P Y Bahan/Material yang 1 1.435.000.000,00 1 1.205.000.000,00 1 1.210.000.000,00 1 1.285.000.000,00 1 1.356.309.723,00
Umum Perangkat Daerah S
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan 1 1 1 1 1 1
Penggandaan yang
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan 1 1 1 1 1 1
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor] 5 5 5 5 5
yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang 1 1 1 1 1
Disediakan (Paket)
Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD £0 20 20 2 X
(Dokumen)
Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu 1 1 1 1 1
(Laporan)
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan 90 95 100 125 125
Konsultasi SKPD
(Laporan)
Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang 2 2 2 2 2
Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi KOTA
25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PEKANBARU
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen
Tersedianya Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0002 - KOTA
Penyediaan Peralatan dan 275.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEKANBARU

Perlengkapan Kantor




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17)
Tersedianya Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan
Y dan Perlengkapan Kantor| 5 275.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00
Perlengkapan Kantor L
yang Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0003 - KOTA
Penyediaan Peralatan Rumah 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
PEKANBARU
Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Jumiah Paket Peralatan
Y Rumah Tangga yang 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00
Tangga S
Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0004 - KOTA
Penyediaan Bahan Logistik 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 171.309.723,00
PEKANBARU
Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan
Kantor Y 9 Logistik Kantor yang 2 200.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 2 165.000.000,00 2 171.309.723,00
Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0005 - KOTA
Penyediaan Barang Cetakan 35.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
PEKANBARU
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Tersedianya Barang Cetakan | Cetakan dan 1 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00
dan Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0007 - KOTA
Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 PEKANBARU
Jumlah Paket
Tersedianya Bahan/Material Bahan/Material yang 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00
Disediakan (Paket)
8.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi KOTA
Kunjungan Tamu 75.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PEKANBARU
Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
X Y Kunjungan Tamu 1 75.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00
Kunjungan Tamu
(Laporan)
8.01.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan 750.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 700.000.000,00 RIAU
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
R ! . Koordinasi dan 90 750.000.000,00 95 600.000.000,00 100 600.000.000,00 125 650.000.000,00 125 700.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ;
Konsultasi SKPD
SKPD
(Laporan)
8.01.01.1.06.0010 - KOTA
Penatausahaan Arsip Dinamis 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
PEKANBARU
pada SKPD
Jumlah Dokumen
Terlaksananya Penatausahaan | Penatausahaan Arsip
Arsip Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD 10 30.000.000,00 10 35.000.000,00 10 35.000.000,00 10 35.000.000,00 10 40.000.000,00
(Dokumen)
8.01.01.1.07 - Pengadaan
SV WS RS R 204.600.000,00 408.670.370,00 400.000.000,00 410.000.000,00 425,000.000,00
Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengadaan Jumlah Unit Peralatan
Barang Milik Daerah Penunjang| dan Mesin Lainnya yang 2 204.600.000,00 2 408.670.370,00 2 400.000.000,00 2 410.000.000,00 2 425.000.000,00
Urusan Pemerintah Daerah Disediakan (Unit)
Jumlah Paket Mebel 0 1 1 1 1

yang Disediakan (Paket)




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan 2 2 2 2 2
(Unit)
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan 10 8 10 10 10
Lainnya yang Disediakan
(Unit)
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau 0 1 1 1 1
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)
8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan KOTA
Mebel 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 PEKANBARU
) Jumlah Paket Mebel
Tersedianya Mebel o 0 0,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 60.000.000,00 1 65.000.000,00
yang Disediakan (Paket)
8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan KOTA
Peralatan dan|Mesin|Lainnya 37.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 PEKANBARU
Tersedianya Peralatan dan Jumiah Unit Peralatan
. .y dan Mesin Lainnya yang 2 37.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 35.000.000,00
Mesin Lainnya o .
Disediakan (Unit)
8.01.01.1.07.0007 - Pengadaan KOTA
AsetTetap Lainnya 17.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 PEKANBARU
Tersedianya Aset Teta Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya Y p Lainnya yang Disediakan 2 17.600.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 25.000.000,00
(Unit)
8.01.01.1.07.0010 - Pengadaan KOTA
Sarana dan Prasarana Gedung 150.000.000,00 208.670.370,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
. PEKANBARU
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangunan 10 150.000.000,00 8 208.670.370,00 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
(Unit)
8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan
Sarana dan Prasarana KOTA
Pendukung Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEKANBARU
atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Gedung | Gedung Kantor atau 0 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)
8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa|
ARG 860.000.000,00 805.892.000,00 884.408.665,00 950.000.000,00 990.000.000,00
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa Penunjan PENpESEE JE5
va.a jang Komunikasi, Sumber 2 860.000.000,00 2 805.892.000,00 2 884.408.665,00 2 950.000.000,00 2 990.000.000,00
Urusan Pemerintahan Daerah . o
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat 250 250 300 350 350

Menyurat (Laporan)




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor i 1 1 a a
yang Disediakan
(Laporan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor 6 6 6 6 6
yang Disediakan
(Laporan)
8.01.01.1.08.0001 - KOTA
Penyediaan Jasa Surat 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00
PEKANBARU
Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jumiah Laporan
Y Y Penyediaan Jasa Surat 250 5.000.000,00 250 5.000.000,00 300 7.500.000,00 350 10.000.000,00 350 15.000.000,00
Jasa Surat Menyurat
Menyurat (Laporan)
8.01.01.1.08.0002 - KOTA
Penyediaan Jasa Komunikasi, 360.000.000,00 360.000.000,00 371.908.665,00 390.000.000,00 400.000.000,00
R L PEKANBARU
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa Komunikasi Penyediaan Jasa
Y X ... | Komunikasi, Sumber 2 360.000.000,00 2 360.000.000,00 2 371.908.665,00 2 390.000.000,00 2 400.000.000,00
Sumber Daya Air dan Listrik . -
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)
8.01.01.1.08.0003 - —
Penyediaan Jasa Peralatan dan 45.000.000,00 40.892.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00
PEKANBARU
Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Peralatan | Peralatan dan 1 45.000.000,00 1 40.892.000,00 1 75.000.000,00 1 100.000.000,00 1 125.000.000,00
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
(Laporan)
8.01.01.1.08.0004 - KOTA
Penyediaan Jasa Pelayanan 450.000.000,00 400.000.000,00 430.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
PEKANBARU
Umum Kantor
Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa
V' 4 Pelayanan Umum Kantor 6 450.000.000,00 6 400.000.000,00 6 430.000.000,00 6 450.000.000,00 6 450.000.000,00
Umum Kantor .
yang Disediakan
(Laporan)
8.01.01.1.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang 619.710.000,00 622.710.000,00 679.710.000,00 730.000.000,00 745.000.000,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Sarana dan
Terlaksananya Pemeliharaan E;istz:a;ZuGBegsnSnan
Barang Milik Daerah Penunjang P p— 9 1 619.710.000,00 1 622.710.000,00 1 679.710.000,00 1 730.000.000,00 1 745.000.000,00
Urusan Pemerintahan Daerah Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
Jumlah Mebel yang
Dipelihara (Unit) < 2 2 2 <
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau 0 1 1 1 1

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara & ® ® S 8
dan Dibayarkan Pajaknya|
(Unit)
Jumlah Aset Tetap
Lainnya yang Dipelihara 0 1 1 1 1
(Unit)
Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang 1 1 1 1 1
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan & = = = =
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)
8.01.01.1.09.0001 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya KOTA
Pemeliharaan dan Pajak 218.830.000,00 218.830.000,00 218.830.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PEKANBARU
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
) Jumlah Kendaraan
Tersedianya Jasa .
X X Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan Pajak . 6 218.830.000,00 6 218.830.000,00 6 218.830.000,00 6 230.000.000,00 6 230.000.000,00
. Jabatan yang Dipelihara
Kendaraan Perorangan Dinas k .
X dan Dibayarkan Pajaknya|
atau Kendaraan Dinas Jabatan }
(Unit)
8.01.01.1.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya KOTA
Pemeliharaan, Pajak dan 85.880.000,00 85.880.000,00 85.880.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PEKANBARU
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
. Jumlah Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa .
X X Operasional atau
Pemeliharaan, Biaya Lapangan yan
Pemeliharaan, Pajak dan Di pelir?ara Xéang 15 85.880.000,00 15 85.880.000,00 15 85.880.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00
Perizinan Kendaraan Dinas P .
Operasional atau Lapangan Dibayarkan Pajak dan
P pang Perizinannya (Unit)
8.01.01.1.09.0005 - KOTA
Pemeliharaan Mebel 15.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 PEKANBARU
Terlaksananya Pemeliharaan | Jumlah Mebel yang 5 15.000.00000 | 5 8.000.000,00 | 5 15.000.00000 [ 5 25.000.00000 | 5 30.000.000,00
Mebel Dipelihara (Unit)
8.01.01.1.09.0007 - KOTA
Pe.mellharaan Aset Tetap 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEKANBARU
Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Aset Tetap
y. Lainnya yang Dipelihara 0 0,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Aset Tetap Lainnya (Unit)
8.01.01.1.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi KOTA
Gedung Kantor dan Bangunan 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEKANBARU

Lainnya




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
HRGEI AN ORIl 1= OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R Lttt LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
oy ©02) 03) ©9) [ 09 (06) ©7) (08) (09) (10) @y (12) (13) (14) (15) (16) an
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Bangunan Lainnya
Gedung Kantor dan Bangunan yang 1 100.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00
; Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya (Unit)
8.01.01.1.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi KOTA
Saranaldan Prasarana Gedung 200.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PEKANBARU
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Terlaksananya Prasarana Gedung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor atau Bangunan 1 200.000.000,00 1 175.000.000,00 1 175.000.000,00 1 175.000.000,00 1 175.000.000,00
Sarana dan Prasarana Gedung | Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
8.01.01.1.09.0011 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi KOTA
Sarana dan Prasarana 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 PEKANBARU
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan
" I Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau
Sarana dan Prasarana ) 0 0,00 1 50.000.000,00 1 100.000.000,00 1 120.000.000,00 1 130.000.000,00
Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
. Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya (Uni)
8.01.02 - PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER 2.499.731.795,00 2.561.858.064,00 2.673.604.217,00 2.788.712.887,00 2.872.352.662,00
KEBANGSAAN
g Persentase 8.01.0.00.0.00.01.00
MR ENE kes_adaran_ Meningkatnya 00 - BADAN
g‘;jé’;ﬁ;a;;kigrfﬁgfg' Pemahaman Masyarakat| 75,00 75,00 75,00 2.499.731.795,00 | 80,00 2.561.858.064,00 | 85,00 2.673.604.217,00 | 90,00 2.788.712.887,00 | 95,00 2.872.352.662,00 | KESATUAN
kebangsaan Terhadap Aktualisasi BANGSA DAN
Nilai-Nilai Pancasila (%) POLITIK
8.01.02.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan 2.499.731.795,00 2.561.858.064,00 2.673.604.217,00 2.788.712.887,00 2.872.352.662,00
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Terlaksananya Perumusan Pelapor_an el
" . Ideologi Wawasan
Kebijakan Teknis dan Kebargsaan!|Bela
Pemantapan Pelaksanaan Negara Karékter 1 2.499.731.795,00 1 2.561.858.064,00 1 2.673.604.217,00 1 2.788.712.887,00 1 2.872.352.662,00
Bidang Ideologi Pancasila dan Bangsa’ EGREIET
Karakter Kebangsaan Kebang’saan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Laporan)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter 40 40 50 75 85

Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)




BIDANG URUSAN /
PROGRAM / OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14

(15)

(16)

(1)

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)

75

Jumlah Paskibraka
(Orang)

36

Jumlah Purnapaskibraka
Duta Pancasila (Orang)

36

Laporan Hasil
Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta
Pancasila (Dokumen)

Laporan Hasil
Pembinaan Aktivitas
Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil
Pembinaan
Purnapaskibraka
(Dokumen)

Laporan Hasil
Pembinaan Lanjutan
kepada Purnapaskibraka
Duta Pancasila
(Dokumen)

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Tugas
Paskibraka (Dokumen)

Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

Jumlah Kebijakan Teknis
di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

5]

36

36

5]

36

36

85

36

36

100

36

36




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Dokumen Hasil
Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan 1 1 1 1 1
dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua
Aspek Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara (Dokumen)
8.01.02.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ideologi Wawasan KOTA
Kebangsaan, Bela Negara, 2.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
PEKANBARU
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Tersusunnya Program Kerja di | Ideologi Wawasan
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bela Negara, [ Negara, Karakter 1 1 1 2.500.000,00 1 3.500.000,00 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00 1 5.000.000,00
Karakter Bangsa, Pembauran | Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal | Kebangsaan, Bhineka
Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)
8.01.02.1.01.0002 - Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan KOTA
Kebangsaan, Bela Negara, 2.500.000,00 2.258.064,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00
PEKANBARU
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Kebijakan Teknis
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
A A Wawasan Kebangsaan,
di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Bela Negara, Karakter
9 ! gara, Bangsa, Pembauran 1 1 2.500.000,00 1 2.258.064,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 3.500.000,00
Karakter Bangsa, Pembauran 3
K Kebangsaan, Bhineka
Kebangsaan, Bhineka Tunggal ]
X Tunggal Ika dan Sejarah
Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)
8.01.02.1.01.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, 75.000.000,00 98.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 140.000.000,00 RIAU

Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Terlaksananya Kebijakan di Kebijakan di Bidang
Bidang Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Kebangsaan, Bela 75 75.000.000,00 | 75 98.000.000,00 | 75 100.000.000,00 | 85 125.000.000,00 | 100 140.000.000,00
Karakter Bangsa, Pembauran | Negara, Karakter
Kebangsaan, Bhineka Tunggal | Bangsa, Pembauran
Ika dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)
8.01.02.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 RIAU
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Koordinasi di Menglkutl Koopdlna& di
- h Bidang Ideologi
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan,
N ! Bela Negara, Karakter 40 50.000.000,00 40 50.000.000,00 50 75.000.000,00 75 100.000.000,00 85 120.000.000,00
Karakter Bangsa, Pembauran
K Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal X
lka dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bhineka
) 9 Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)
8.01.02.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Biiajgideologianasan 50.000.000,00 76.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 RIAU
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Laporan Hasil
- Monitoring Evaluasi dan
Terlakse_\nanya Momtorlng_ Pelaporan di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan di "
. . Ideologi Wawasan
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela
Kebangsaan, Bela Negara, 9 ! 1 50.000.000,00 1 76.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 120.000.000,00
Negara, Karakter
Karakter Bangsa, Pembauran
! Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal X
lka dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bhineka
) 9 Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Laporan)
8.01.02.1.01.0006 -
Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan
K Sedaraniviasyaigkatiakan 50.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 RIAU

Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17)
Jumlah Dokumen Hasil
Pembentukan dan
Terlaksananya Pembentukan | Penumbuhan Karakter
dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui
Keluarga Melalui Peningkatan | Peningkatan Kesadaran
Kesadaran Masyarakat akan Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan | Pentingnya Penghayatan 1 50.000.000,00 1 60.000.000,00 1 85.000.000,00 1 100.000.000,00 1 110.000.000,00
Pengamalan Pancasila dalam |dan Pengamalan
Semua Aspek Kehidupan Pancasila dalam Semua
Bermasyarakat, Berbangsa, Aspek Kehidupan
dan Bernegara Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara (Dokumen)
8.01.02.1.01.0007 -
PO 15.000.000,00 15.000.000,00 15.161.276,00 15.161.276,00 15.500.000,00 RIAU
Purnapaskibraka Duta
Pancasila
Terbentuknya purnapaskibraka [ Jumlah Pumapaskibraka 36 15.000.000,00 | 36 15.000.000,00 | 36 15.161.276,00 | 36 15.161.276,00 | 36 15.500.000,00
duta pancasila Duta Pancasila (Orang)
8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan
[Cadaplakies 2.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 RIAU
kepaskibrakaan dan
Purnapaskibraka
Laporan Hasil
Pembinaan Aktivitas
Terlaksananya pembinaan Kepaskibrakaan dan
aktivitas kepaskibrakaan dan Laporan Hasil 1 2.000.000,00 1 2.100.000,00 1 2.100.000,00 1 2.100.000,00 1 2.500.000,00
purnapaskibraka Pembinaan
Purnapaskibraka
(Dokumen)
HOLO2L AT - . 382.731.795,00 395.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 410.000.000,00 RIAU
Pelaksanaan tugas Paskibraka
Terlaksananya penugasan Jumiah Dokumen
R yap 9 Pelaksanaan Tugas 1 382.731.795,00 1 395.000.000,00 1 400.000.000,00 1 400.000.000,00 1 410.000.000,00
paskibraka N
Paskibraka (Dokumen)
8.01.02.1.01.0010 -
s aaniioas 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 RIAU
Purnapaskibraka Duta
Pancasila
Laporan Hasil
Terlaksananya penugasan Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta ¥ 9 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
y Purnapaskibraka Duta
Pancasila -
Pancasila (Dokumen)
8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan
LEIET LU 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 RIAU
Purnapaskibraka Duta
Pancasila
Terlaksananya Pembinaan Laporgn Hasil -
Laniutan kepada Pembinaan Lanjutan
) _p kepada Purnapaskibraka 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Purnapaskibraka Duta Ny
- Duta Pancasila
Pancasila
(Dokumen)
SO, (0721 B G012 o 1.850.000.000,00 1.840.000.000,00 1.869.842.941,00 1.919.951.611,00 1.925.852.662,00 RIAU
Pembentukan Paskibraka
Terbentuknya pasukan Jumiah Paskibraka 36 1.850.000.000,00 [ 36 1.840.000.000,00 [ 36 1.869.842.941,00 | 36 1.919.951.611,00 [ 36 1.925.852.662,00

pengibar bendera pusaka

(Orang)




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 7)
8.01.03 - PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN 290.809.385,00 393.499.029,00 411.360.337,00 429.759.102,00 443.127.936,00
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.00
Wifisleins cila ckn busk Persentase Pendidikan 00 - BADAN
O|ilikg Y Y Politik pada Kader Partai 100 100 100 290.809.385,00 100 393.499.029,00 100 411.360.337,00 100 429.759.102,00 100 443.127.936,00 | KESATUAN
p Politik (Persentase) BANGSA DAN
POLITIK
Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Politik 3,31 331 3,34 3,37 3,40 3,43 3,46
(Indeks)
8.01.03.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi 290.809.385,00 393.499.029,00 411.360.337,00 429.759.102,00 443.127.936,00
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Perumusan Lenokuiocidnasicl
o yar Bidang Pendidikan
Kebijakan Teknis dan . )
Politik, Etika Budaya
Pemantapan Pelaksanaan Politik. Peninakatan
Bidang Pendidikan Politik, Etika » meningkatan
. X Demokrasi, Fasilitasi
Budaya Politik, Peningkatan T ——
Demokrasi, Fasilitasi Pemerinlghan 50 290.809.385,00 50 393.499.029,00 50 411.360.337,00 60 429.759.102,00 60 443.127.936,00
Kelembagaan Pemerintahan, ) ’ .
) ) L Perwakilan dan Partai
Perwakilan dan Partai Politik, - o
- - Palitik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan i
Umum/Pemilihan Umum
Umum Kepala Daerah, serta
. o Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik ; .
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)
Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, 1 1 1 1 1 1 1

Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang
Disusun (Dokumen)




BIDANG URUSAN /
PROGRAM / OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14

(15)

(16)

(1)

Jumlah Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Palitik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Palitik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
(Laporan)

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Palitik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)

150

150

150

150

150

8.01.03.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

8.000.000,00

6.500.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

KOTA
PEKANBARU




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
HRGEI AN ORIl 1= OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R Lttt LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Tersusunnya Program Kerja di | Pendidikan Politik, Etika
Bidang Pendidikan Politik, Etika| Budaya Politik,
Budaya Politik, Peningkatan Peningkatan Demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan, -  Pemerintahan, ) 1 1 1 8.000.000,00 1 6.500.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
Perwakilan dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai
Pemilihan Umum/Pemilihan Politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum
Pemantauan Situasi Politik di | Kepala Daerah, serta
Daerah Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang
Disusun (Dokumen)
8.01.03.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan KOTA
Pemerintahan, Perwakilan dan 9.000.000,00 6.999.029,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 PEKANBARU
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Tersusunnya Kebijakan di Politik, Etika Budaya
Bidang Pendidikan Politik, Etika| Politik, Peningkatan
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan, -  Pemerintahan, ) 1 1 1 9.000.000,00 1 6.999.029,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00
Perwakilan dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai
Pemilihan Umum/Pemilihan Politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum
Pemantauan Situasi Politik di | Kepala Daerah, serta
Daerah Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang
Disusun (Dokumen)
8.01.03.1.01.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, 138.809.385,00 200.000.000,00 200.000.000,00 212.759.102,00 220.000.000,00 RIAU
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
HRGEI AN ORIl 1= OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R Lttt LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Terlaksananya Kebijakan di Kebijakan di Bidang
Bidang Pendidikan Politik, Etika| Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Budaya Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan Demokrasi,
Kelembagaan Pemerintahan, | Fasilitasi Kelembagaan 150 138.809.385,00 | 150 200.000.000,00 | 150 200.000.000,00 | 150 212.759.102,00 | 150 220.000.000,00
Perwakilan dan Partai Politik, Pemerintahan,
Pemilihan Umum/Pemilihan Perwakilan dan Partai
Umum Kepala Daerah, serta Politik, Pemilihan
Pemantauan Situasi Politik di [ Umum/Pemilihan Umum
Daerah Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)
8.01.03.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, 50.000.000,00 80.000.000,00 94.360.337,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RIAU
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan Politik, Etika| Politik, Etika Budaya
Budaya Politik, Peningkatan Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, | Kelembagaan 50 50.000.000,00 | 50 80.000.000,00 | 50 94.360.337,00 | 60 100.000.000,00 | 60 100.000.000,00
Perwakilan dan Partai Politik, Pemerintahan,
Pemilihan Umum/Pemilihan Perwakilan dan Partai
Umum Kepala Daerah, serta Politik, Pemilihan
Pemantauan Situasi Politik di | Umum/Pemilihan Umum
Daerah Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)
8.01.03.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Dt et R 85.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 106.127.936,00 RIAU

Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
HRGEI AN ORIl 1= OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R Lttt LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Terlaksananya Monitoring, Pelaporan di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan di Pendidikan Politik, Etika
Bidang Pendidikan Politik, Etika| Budaya Politik,
Budaya Politik, Peningkatan Peningkatan Demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintahan, 1 85.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 106.127.936,00
Perwakilan dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai
Pemilihan Umum/Pemilihan Politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum
Pemantauan Situasi Politik di Kepala Daerah, serta
Daerah Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
(Laporan)
8.01.04 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI 317.553.124,00 338.984.051,00 354.370.869,00 370.220.688,00 381.737.416,00
KEMASYARAKATAN
8.01.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya ketertiban Persentase Organisasi 00 - BADAN
organisasi kemasyarakatan Kemasyarakalan yang 75,00 75,00 75,00 317.553.124,00 80,00 338.984.051,00 85,00 354.370.869,00 90,00 370.220.688,00 95,00 381.737.416,00 | KESATUAN
Aktif (Persentase) BANGSA DAN
POLITIK
8.01.04.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
PO R CEEE 317.553.124,00 338.984.051,00 354.370.869,00 370.220.688,00 381.737.416,00
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Terlaksananya Perumusan Pelaporan Dibidang
Kebijakan Teknis dan Pendaftaran Ormas,
PEIENIERET) (e S PRIIETEENEE) CHIES, 1 317.553.124,00 1 338.984.051,00 1 354.370.869,00 1 370.220.688,00 1 381.737.416,00
Bidang Pemberdayaan dan Evaluasi dan Mediasi
Pengawasan Organisasi Sengketa Ormas,
Kemasyarakatan Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
(Laporan)
Jumlah Kebijakan
Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa 1 1 1 1 1 1 1
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing
di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, 100 100 100 100 100

Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
(Orang)




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan 50 50 50 50 50
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing
di Daerah (Orang)
Jumlah Dokumen
Program Kerja Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi 1 1 1 1 1 1 1
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
yang Disusun (Dokumen)
8.01.04.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja
Dibidang Pendaftaran Ormas, KOTA
Pemberdayaan Ormas, 5.000.000,00 3.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- - PEKANBARU
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Dokumen
. Program Kerja Dibidang
Tgrgusunnya Program Kerja Pendaftaran Ormas,
Dibidang Pendaftaran Ormas,
pemberdayaan Ormas Pemberdayaan Ormas,
X 4 o Evaluasi dan Mediasi 1 1 1 5.000.000,00 1 3.750.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Sengketa Ormas,
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan
9 Ormas Asing di Daerah
yang Disusun (Dokumen)
8.01.04.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, KOTA
Pemberdayaan Ormas, 5.000.000,00 3.234.051,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PEKANBARU
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Kebijakan
Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendattaran
- Ormas, Pemberdayaan
Dibidang Pendaftaran Ormas, X
Pemberdayaan Ormas Ormas, Evaluasi dan
X Y o Mediasi Sengketa 1 1 1 5.000.000,00 1 3.234.051,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas, Pengawasan Ormas .
- X Ormas dan Ormas Asing
dan Ormas Asing di Daerah " N
di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.04.1.01.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas, KAB
Pemberdayaan Ormas, 85.000.000,00 100.000.000,00 109.370.869,00 125.220.688,00 136.737.416,00 KAM'PAR

Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Terlaksananya Kebijakan Kebijakan Dibidang
Dibidang Pendaftaran Ormas, |Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, 100 85.000.000,00 | 100 100.000.000,00 | 100 109.370.869,00 | 100 125.220.688,00 | 100 136.737.416,00
Evaluasi dan Mediasi Sengketa | Evaluasi dan Mediasi
Ormas, Pengawasan Ormas Sengketa Ormas,
dan Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
(Orang)
8.01.04.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, 122.553.124,00 132.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 RIAU
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Koordinasi M}erﬁg|kut| Koordinasi
o Dibidang Pendaftaran
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas Ormas, Pemberdayaan
X Y o Ormas, Evaluasi dan 50 122.553.124,00 50 132.000.000,00 50 135.000.000,00 50 135.000.000,00 50 135.000.000,00
Evaluasi dan Mediasi Sengketa S
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah Ormas, Pengawasan
9 Ormas dan Ormas Asing
di Daerah (Orang)
8.01.04.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
DRI (FETGEUEET) OHiEs: 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RIAU
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya Monitoring Monitoring E_va_dua5| dan
. Pelaporan Dibidang
Evaluasi dan Pelaporan
s Pendaftaran Ormas,
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas
Pemberdayaan Ormas, day A 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
. - Evaluasi dan Mediasi
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Sengketa Ormas,
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan
9 Ormas Asing di Daerah
(Laporan)
8.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN 415.282.286,00 482.156.920,00 491.559.976,00 501.245.976,00 508.283.976,00
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya ketahanan Indeks Ketahanan 00 - BADAN
ekonomi, sosial dan budaya Nasional Gatra Ekonomi 3,13 8113 3,20 415.282.286,00 BI28) 482.156.920,00 3,26 491.559.976,00 3,29 501.245.976,00 BI32 508.283.976,00 | KESATUAN
masyarakat (Indeks) BANGSA DAN
POLITIK
Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Sosial 2,94 3,25 3,25 3,28 3,31 3,34 3,37
Budaya (Indeks)




BIDANG URUSAN /
PROGRAM / OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(1)

8.01.05.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

415.282.286,00

482.156.920,00

491.559.976,00

501.245.976,00

508.283.976,00

Terlaksananya Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah (Orang)

50

Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah (Laporan)

415.282.286,00

50

482.156.920,00

50

491.559.976,00

50

501.245.976,00

50

508.283.976,00




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
HRGEI AN ORIl 1= OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R Lttt LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan 150 150 150 150 150
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah (Orang)
8.01.05.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi KOTA
Pencegahan Penyalagunaan 5.000.000,00 28.156.920,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
. e PEKANBARU
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah
Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Tersusunnya Program Kerja di | Ketahanan Ekonomi,
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan | Penyalagunaan 1 1 5.000.000,00 1 28.156.920,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan | Narkotika, Fasilitasi
Umat Beragama dan Kerukunan Umat
Penghayat Kepercayaan di Beragama dan
Daerah Penghayat Kepercayaan
di Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.05.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan KOTA
Fasilitasi Pencegahan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
y PEKANBARU
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Jumlah Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Tersusunnya Kebijakan di Ekonomi, Sosial, Budaya
Bidang Ketahanan Ekonomi, dan Fasilitasi
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan | Penyalagunaan 1 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah yang Disusun
(Dokumen)




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
HRGEI AN ORIl 1= OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R Lttt LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17)

8.01.05.1.01.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan 246.282.286,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 282.038.000,00 RIAU
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah Orang yang

Mengikuti Pelaksanaan
Terlaksananya Kebijakan di Kebijakan di Bidang
Bidang Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Sosial, Budaya dan
Pencegahan Penyalagunaan | Fasilitasi Pencegahan 150 246.282.286,00 | 150 275.000.000,00 | 150 275.000.000,00 [ 150 275.000.000,00 [ 150 282.038.000,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan | Penyalagunaan
Umat Beragama dan Narkotika, Fasilitasi
Penghayat Kepercayaan di Kerukunan Umat
Daerah Beragama dan

Penghayat Kepercayaan

di Daerah (Orang)
8.01.05.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan 65.000.000,00 70.000.000,00 77.559.976,00 87.245.976,00 87.245.976,00 RIAU
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah Orang yang

Mengikuti Koordinasi di
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Ekonomi, Sosial, Budaya
Sosial, Budaya dan Fasilitasi dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan [ Pencegahan 50 65.000.000,00 | 50 70.000.000,00 | 50 77.560.976,00 | 50 87.245.976,00 | 50 87.245.976,00
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan | Penyalagunaan
Umat Beragama dan Narkotika, Fasilitasi
Penghayat Kepercayaan di Kerukunan Umat
Daerah Beragama dan

Penghayat Kepercayaan

di Daerah (Orang)
8.01.05.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sl My Gl (R 90.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RIAU

Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Laporan Hasil
- Monitoring, Evaluasi dan
Terlaksgnanya Monnonng., Pelaporan di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan di g
X . Ketahanan Ekonomi,
Bidang Ketahanan Ekonomi, .
. I Sosial, Budaya dan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan 9 1 90.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
7 Lo Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan N S
Narkotika, Fasilitasi
Umat Beragama dan
. Kerukunan Umat
Penghayat Kepercayaan di
Beragama dan
Daerah
Penghayat Kepercayaan
di Daerah (Laporan)
8.01.06 - PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN 1.260.504.075,00 1.266.860.405,00 1.306.842.887,00 1.348.028.469,00 1.377.954.563,00
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.0.00.0.00.01.00
T e ——— Persentase Konflik Sosiall 00 - BADAN
. 9 .y P .g . yang Diselesaikan 75,00 75,00 75,00 1.260.504.075,00 80,00 1.266.860.405,00 85,00 1.306.842.887,00 90,00 1.348.028.469,00 95,00 1.377.954.563,00 | KESATUAN
konflik sosial yang diselesaikan
(Persentase) BANGSA DAN
POLITIK
8.01.06.1.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan 1.260.504.075,00 1.266.860.405,00 1.306.842.887,00 1.348.028.469,00 1.377.954.563,00
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen,
Terlaksananya Perumusan Pemantauan Orang
Kebijakan Teknis dan Asing, Tenaga Kerja
Pelaksanaan Pemantapan Asing dan Lembaga 150 1.260.504.075,00 150 1.266.860.405,00 150 1.306.842.887,00 175 1.348.028.469,00 175 1.377.954.563,00
Kewaspadaan Nasional dan Asing, Kewaspadaan
Penanganan Konflik Sosial Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah (Orang)
Jumlah Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan 1 1 1 1 1 1

Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun

(Dokumen)




BIDANG URUSAN /
PROGRAM / OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14

(15)

(16)

(1)

Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerja

Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi
(Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerja

Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah (Laporan)

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah (Orang)

150

150

150

150

150

8.01.06.1.01.0001 -
Penyusunan Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

3.000.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

KOTA
PEKANBARU




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Tersusunnya Program Kerja di Kewaspadf_;\_an Dini, Kerja
X L Sama Intelijen,
Bidang Kewaspadaan Dini,
X - Pemantauan Orang
Kerja Sama Intelijen, . ;
. Asing, Tenaga Kerja
Pemantauan Orang Asing, .
Tenaga Kerja Asing dan Asing dan Lembaga
9 J. 9 Asing, Kewaspadaan 1 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.500.000,00 1 4.000.000,00 1 4.500.000,00
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Perbatasan Antar Negara, e
P ! Negara, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Bidang N
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
- Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah -
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.06.1.01.0002 -
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang KOTA
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 3.070.646,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00
f PEKANBARU
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan
Tersusunnya Kebijakan di D|n|,__Kerja Sama
N - Intelijen, Pemantauan
Bidang Kewaspadaan Dini, .
- - Orang Asing, Tenaga
Kerja Sama Intelijen, N N
. Kerja Asing dan
Pemantauan Orang Asing, R
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
X Kewaspadaan 1 1 3.070.646,00 1 3.000.000,00 1 3.500.000,00 1 4.000.000,00 1 4.500.000,00
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Perbatasan Antar Negara, e
PO ! Negara, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Bidang N
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
- Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah -
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun
(Dokumen)
8.01.06.1.01.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan 150.000.000,00 130.860.405,00 135.000.000,00 145.000.000,00 150.000.000,00 RIAU

Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Terlaksananya Kebijakan di Kebijakan di Bld@_g .
X - Kewaspadaan Dini, Kerja
Bidang Kewaspadaan Dini, "
- - Sama Intelijen,
Kerja Sama Intelijen,
. Pemantauan Orang
Pemantauan Orang Asing, . ;
Tenaga Kerja Asing dan Asing, Tenaga Kerja
X Asing dan Lembaga 150 150.000.000,00 150 130.860.405,00 150 135.000.000,00 175 145.000.000,00 175 150.000.000,00
Lembaga Asing, Kewaspadaan .
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
P . Perbatasan Antar
Fasilitasi Kelembagaan Bidang .
Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta .
S Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Daerah
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah (Orang)
8.01.06.1.01.0004 -
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan 116.783.429,00 100.000.000,00 105.000.000,00 110.000.000,00 115.000.000,00 RIAU
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Terlaksananya Koordinasi di Bl_d_ang K_ewaspadaan
N o Dini, Kerja Sama
Bidang Kewaspadaan Dini, -
X - Intelijen, Pemantauan
Kerja Sama Intelijen, .
. Orang Asing, Tenaga
Pemantauan Orang Asing, N X
Tenaga Kerja Asing dan Kerja Asing dan
X Lembaga Asing, 150 116.783.429,00 150 100.000.000,00 150 105.000.000,00 150 110.000.000,00 150 115.000.000,00
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
PO . Perbatasan Antar
Fasilitasi Kelembagaan Bidang .
Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta ;
S Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Daerah
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah (Orang)
8.01.06.1.01.0005 -
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
PEHETELELD QRN (ST, 250.000.000,00 80.000.000,00 85.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 RIAU

Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah




BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
HRGEI AN ORIl 1= OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R Lttt LOKASI KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SARLEI ALz
TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) (13) (14) (15) (16) 7)
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Terlaksananya Monitoring, Pelaporan di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan di Kewaspadaan Dini, Kerja
Bidang Kewaspadaan Dini, Sama Intelijen,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Pemantauan Orang Asing, Asing, Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Asing dan Asing dan Lembaga 6 250.000.000,00 6 80.000.000,00 6 85.000.000,00 6 90.000.000,00 6 95.000.000,00
Lembaga Asing, Kewaspadaan | Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Perbatasan Antar
Fasilitasi Kelembagaan Bidang | Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Daerah | Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah (Laporan)
8.01.06.1.01.0006 -
Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan 737.650.000,00 950.000.000,00 974.842.887,00 995.028.469,00 1.008.954.563,00 RIAU
Daerah Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Forum Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Koordinasi Pimpinan 1 1 737.650.000,00 1 950.000.000,00 1 974.842.887,00 1 995.028.469,00 1 1.008.954.563,00

Provinsi

Daerah Provinsi
(Dokumen)




TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

8.01.0.

00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya masyarakat

8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Meningkatnya penanganan konflik sosial yang
diselesaikan

8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan

Daerah Provinsi




TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASELIZI\(I)EIAHUN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. Indeks Harmoni Sosial Indeks 0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
3. Indeks Harmoni Religius Indeks 0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
4. Indeks Demokrasi Indonesia indeks 77,06 77,36 77,66 77,96 78,26 78,56 78,86
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Poin 69,45 70,25 70,75 71,25 71,75 72,25 72,75
6. Indeks Kewarganegaraan Indeks 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
7. Indeks Toleransi Indeks 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
8. Indeks Pluralisme Indeks 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
9. Indeks Kerjasama Indeks 0,0 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
10. Persentase Fasilitasi Penanganan Persentase 70,05 70,05 70,10 70,15 70,20 70,25 70,30
Konflik Sosial
11. Indeks Kebebasan Indeks 82,71 83,01 83,31 83,61 83,91 84,21 84,51
12. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi | Indeks 74,17 74,47 74,77 75,07 75,37 75,67 75,97




TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS SATUAN TAHUN 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 12)
1. 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. Persentase Meningkatnya Pemahaman positif % 75,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila
3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi | positif Indeks 3,13 3,13 3,20 3,23 3,26 3,29 3,32
4. Persentase Organisasi Kemasyarakatan positif Persentase 75,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
yang Aktif
5. Persentase Pendidikan Politik pada Kader positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Partai Politik
6. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial positif Indeks 2,94 3,25 3,25 3,28 3,31 3,34 3,37
Budaya
7. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik positif Indeks 3,31 3,31 3,34 3,37 3,40 3,43 3,46
8. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | positif Persentase 75,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
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